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PRAKATA 
Alhamdu/ii/ah, buku Usui F i k i h dengan judul "Hukum Syara' <& 
Sumber-Sumbernya; Sebuah Pengantar Me/i/aha/ui Ushul J-'ikih" selesai 
ditulis dengan segala jerih payah sehingga kiranya dapat menjadi 
salah satu sumber bacaan dalam mata kuliah Ushul F i q h , khususnya 
di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam N e g e r i ( I A I N ) Sumatera 
Utara, Medan . 
D a l a m buku in i , penulis sengaja memfokuskan materinya tcntang 
permasalahan h u k u m syara'baik yang berkenaan dengan pengertian, 
pembagiannya, seperti h u k u m lakliji dan h u k u m wadh'i, m a u p u n 
ten tang otoritas, rukun dan legal capacity h u k u m syara'. D i samping 
itu, juga merupakan materi pokok lainnya adalah penjelasan tentang 
sumber-sumber hukum syara' baik A/qur'an, Siinnah, Ijmd maupun 
Qiyas, yang masing-masing bahagian membericarakan tcntang 
landasan teorits, pembagian dan disertai pandangan Ulama U s h u l 
Fiqh terhadap kehujjahannva 
Penulisan buku in i tentu masih jauh dan kesempurnaan. Untuk 
iiu Penulis sangat mengharapkan adanya masukan berupa kririk dan 
saran konstruktif guna perbaikan-perbaikan dalam penyusunan 
buku 1 Isbul Fiqh ke depan, khususnya pada Fakultas Syari'ah I A I N 
Sumatera I Itara, Vkhirnya, kepada Allah jua penulis mengembalikan 
scgalanya-galsinya, atas semua yang telah diber ikan-Nya dan 
i t . i ' i inn i i n - telnh penulis paparkan dalam buku ini. Semoga 
kininyn diipnl incnjudi Hiimbangnn terhadap pcrkembangan ilmu 
v 
pengctahuan, khususnya yang bcrkaitan dengan I lmu U s h u l F iqh. 
Atas segala perhatian dan sumbang saran yang diberikan, penulis 
mengucapkan teritna kasih. 
M e d a n , 4 Maret 2013 
Penulis 
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U S U L A L - F I Q H ; 
Pengertian & Ruang Lingkup 
A. Pengertian 
D a l a m K a m u s Bahasa Indonesia, kata (tqh disebut dengan 
11kib yang berarti i lmu tcntang h u k u m Islam. 1 Kata fikih sering 
diidentikkan dengan pengertian h u k u m Islam. Seolah ingin menga-
lakan bahwa yang dimaksud dengan h u k u m Islam adalah fikih. Be 
narkali demikian? L a l u bagaimana dengan pengertian syariah, /is/// 
,// fiqh, fatwa, qanun, ahkam al-khamsah, dan sebagainva. 2Agar tidak 
tl i l . i lu i'.iuh mendekati pemahaman yang keliru dan terkesan sim-
pllHtik, maka pengertian fikih tersebut harus dibentangkan secara 
l i ii 11. igis dan lerminol* >gis. 
Tim Penyusun Kamus Pusal Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 
i 0i .11 Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 276 
11 lull I.IIIMII baca M . Yasii Nasution, "Hukum Islam dan Signifikansinya 
itiiltiiH Ki hidupiiti Mil vuiuluii Modern", Pldato Pcngukuhan < lui u Besar I A I N 
III (Mi dan [BnuarJ 1993) 
3 
Hukum Syara' 8 Sumber-sumbernya 
Kata f ikih (Indonesia) berasal dari bahasa Arab, fiqh. Kata i n i 
tcrambil dari akar kata kerja faqiba yang artinya paham, mengerti, 
m e m a h a m i Sedangkan secara terminologis, fiqh adalah i l m u ten-
tang h u k u m - h u k u m syara' yang bersifat amali yang diperolch dari 
dalil-dalil tafsili. A b d u l Wahhab Khal la f memberikan batasan fiqh 
sebagai pengetahuan ten tang h u k u m - h u k u m svari'at Islam mengenai 
perbuatan manusia, vang digali dan dalil-dalilnva secara r i n c i . 1 A t a u 
dengan kata lain, fiqh adalah kumpulan h u k u m - h u k u m svariat Islam 
mengenai perbuatan manusia, yang diperoleh dari dalil-dalil yang 
rinci . A d a p u n orang vang mcnguasai disipl in (ilmu) fiqh disebut 
dengan faqib; jamaknya fuqaha. 
D a r i definisi d i atas dapat dipahami bahwa yang menjadi stressing 
point dalam kajian fiqh ada dua, vaitu per/awa, pengetahuan tcntang 
h u k u m - h u k u m syara' mengenai perbuatan orang dewasa (mitkallaf). 
O l e h karenanya, berbagai hal scputar keyakinan (i'tiqadiyab) seperti 
keesaan Al lah , tentang rasul-Nya, tentang hari kiamat, kesemuanya 
tidak termasuk dalam lapangan kajian fiqh. Dtis, seorang faqih dalam 
kecenderungan disiplinnva akan lebih menidkberatkan kepada 
kajian-kajian seperti jual-beli, sewa menyewa, gadai, salat dan puasa, 
tindak pidana pembunuhan, saksi dan tuduhan dan lain-lain yang 
kesemuanya akan mengarahkan seorang iiiukallaf mengetahui dan 
memahami kaitan hukum Islam dengan segala perbuatan praktisnva. 
Kedua, pengetahuan tentang dalil-dalil vang tafsili pada sedap 
permasalahan. 
Apabi la dikatakan bahwa memakan haria benda orang lain 
dengan cara yang batil i tu haram, maka disebutkan pula landasan 
hukumnva dari Alquran (Q.S. 2:188). M a k a d i sini terlibat bahwa 
pembahasan i lmu fiqh adalah sekalian h u k u m vang terinci pada 
setiap perbuatan manusia, baik balal, haram, makruh atau p u n wajib 
beserta dalilnya masing-masing. Sementara itu, iisnl aJ-fiqh secara 
ctimologis merupakan bentuk kalnnat majemuk (tarkib idafty), vang 
'Abdul Wahab Khalaf, 'Urn Usulal Fiqh (Indonesia: al Majlisal A'kal \nd 
ttnisiyvi h ,1,1 Ihi'wah ,// hhuniyoli, !«)/») |, , 
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terdiri dari dua suku kata, nindaf dan inudaj i/aihi.A Y a n g pertama 
adalah iisnl dan terakhir adalah fiqh. Usui adalah bentuk plural dari 
kata as/, yang artinya pondasi atau dasar sesuatu, baik bersifat mated 
maupun n o n materi . 5 
Secara terminologi , kata as/ mengandung beberapa pengertian, 
vaitu da/il (landasan hukum), kaidah (dasar/pondasi), rajih (yang 
lerkuat), far'/i (cabang) dan wnstashhab (memberlakukan h u k u m yang 
pernah berlaku sebelum ada petunjuk unluk mengubahnya). D a r i 
pengertian-pengertian d i atas, maka yang dimaksud dalam kajian ini 
adalah nsnl dalam pengertian i lmu usul al-fiqh, yakni da/il atau dalil-
dalil ft qb. 
Setelah kata usul adalah kata fiqh. Sebagaimana telah diuraikan di 
awal pembahasan ini , maka secara u m u m dapat dikatakan bahwa 
Usui al-fiqh adalah dasar vang dijadikan pijakan oleh i lmu fiqh. A d a p u n 
orang vang me nguasai disiplin ini kerap disebut dengan ulama usul 
(i/sii/iy/' iisiiliyynii). M u h a m m a d A b u Zahrah sebagaimana mengutip 
pandangan Ibnu 1 Iummam dalam kitabnya al-Tahrir memberikan 
definisi nsnl al-fiqh sebagai pengertian tcntang kaidah-kaidah vang 
dijadikan sarana (alat) untuk menggali h u k u m - h u k u m fiqh. A t a u 
dengan kata lain, usul al-fiqh adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan 
tentang cara (metode) pengambilan (pcnggalian) h u k u m - h u k u m 
HIg berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syara'!' 
I )ari definisi ini maka dapat dipahami bahwa yang menjadi lokus 
I i|i i n it si 11 al fiqh adalah dalil syara' yang u m u m dipandang dari 
kctctapan ketetapan hukum vang u m u m pula. Seorang ulama usul 
mcmbahas tentang qiyas dan ke-/w//>/Ac///-nva, dalil 'a////u dan yang 
incmbatasinya, a/»r dan hal-hal vang menunjukkan makna awr dan 
ii bngainya. Salal misa lnya ,y i/^ akan menetapkan bahwa hukumnya 
11 • 11 ili \\ ajil> . i i . n i nd.ik. Maka, i:i mengemukakan firman Al lah surat 
M Kin i i J I, a) ,\bi).id.il.ib 13 dan al M u z a m m i l 20. 
'W.IIIIMII .1/ Zuhaill, Usulal Fiahal Islamiy, [uz I (Beirut: Daral-Fikral-
| n. 1998), l. ' \ 
//>/,/,// 16 
,1,1 ,i, iu„i,,ii„ih(iU'iiui I)ai .il Plki .il Arabiy, 1938),h. 10 
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Begitu juga halnya dalam kasus h u k u m m c m i n u m khamr, ma-
ka ia akan mengcmukakan f irman Al lah surat al-Maidah 90 dan 
scbagainya. V a n g jclas, usul al-fiqh mcmbahas tcntang mctodc vang 
harus ditempuh oleh faqih di dalam menctapkan hukum syara* 
bcrdasarkan dalil-dalil syara\ scrta mengklasifikasikan dalil-dalil 
tcrscbut bcrdasarkan kualitasnya. 
B. Hubungan Antara Fiqh 8 Usui al-Fiqh 
N a m u n demikian, pendng untuk dicatat bahwa kedua disiplin 
tcrscbut, //V//? dan usul al-fiqh mcmpunyai hubungan yang sangat erat. 
Antara satu dengan vang lain saling mengokohkan kebcradaan ma-
sing-masing. A b u Zahrah mcnggambarkan keduanya seperti hubu-
ngan i l m u wan/iq (logika) dengan filsafat. L o g i k a merupakan kaidah 
berfikir yang memelihara akal, agar tidak terjadi kerancuan dalam 
berrikir. Aran juga menurutnya seperti hubungan i lmu nahwu de-
ngan bahasa Arab . I lmu nahwu menggaris kebijakan gramatikal vang 
menghindarkan kesalahan seseorang, bails, dalam menulis atau p u n 
membacanya. 
Maka , usul al-fiqh merupakan kaidah yang memelihara fuqaha 
agar ddak terjadi kesalahan d i dalam meng-/.i"/////w/-kan (mcnggali) 
hukum. D i sam ping juga dengan disipl in usul al-fiqh akan mampu 
membedakan antara istinbat yang benar {valid) dengan vang cacat 
{invalid). Sebagaimana de ngan i lmu nahwu membedakan antara 
formasi bahasa yang benar atau tidak. Pus, i lmu u/au/iq, dapat 
mengetahui argumentasi yang scientific (ilmiah) atau bukan. 
Agar lebih memudahkan kita memahami kedua disipl in in i , maka 
langkah menemukan benang merah perbedaan di antaranya adalah 
penting. H a l ini dikarenakan agar d i samping diperoleh batasan vang 
definitif, tapi juga akan didapati pemahaman vang komprehensif 
tcntang kompetensi (kewenangan) dan bobot otoritas dari kedua 
disiplin tcrscbut. Aran de ngan kata lain, dengan munculnva 
pertanyaan, kapan dimulai kerja faqih dan tisu/iyyiiu? kita semakin 
tertarik melihai sisi perbedaan keduanya. 
ibiii.h ii 
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Beberapa perbedaan signifikan antara fiqh dan usul al-fiqh dapat 
dilihat sebagai berikut:' s 
1. Sumber hukum Islam atau dalil-dalil yang digunakan dalam 
menggali h u k u m syara', baik vang disepakad (seperti kebu/aban 
al-Quran dan sunnah), maupun vang dipersilihkan (seperti 
kc.hu/ahan istihsan dan mashhah al-mursalah) 
2. Mencarikan jalan keluar dari dalil-dalil yang secara zahir 
dianggap bertentangan, baik melalui al-jam'u wa al-laufiq 
(kompromi dalil), tarjih (menguatkan salah satu dari dalil-dalil 
yang bertentangan), ruksah, atau tsaqat addalilain (gugur kedua 
dalil yang bertentangan). Misalnya, pertentangan ayat dengan 
aval, ayat dengan hadis, atau pertentangan hadis dengan akal. 
3. Pembahasan ijtihad, syarat-syarat dan sifat-sifat orang yang 
beajtihad (mujtahid), baik yang menyangkut syarat-syarat 
u m u m , maupun syarat-syarat khusus keilmuan yang harus 
dimil iki mujtahid. 
•I. Pembahasan tentang hukum syara', yang meliputi svarat -lyarat 
dan macam-macamnya, baik yang bersifat tuntutan untuk 
berbuat, tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, 
m c m i l i h antara berbuat atau tidak, maupun yang berkaitan 
dengan sebab, syarat, mani\ sab, bafalf jasad, \i-^uuah dan ruksah. 
D a l a m pembahasan h u k u m ini juga dibahas tentang pembuat 
hukum (hakim), orang vang dibebani hukum (mahkum 'a/aihi), 
ketetapan h u k u m dan syarat-syaratoya serta perbuatan-
perbuatan vang dikenai h u k u m . 
Pembahasan tentang kaidah kaidah yang digunakan clan cara 
menggunakannva dalam \nc\\gistinbatkan hukum dari dalil-
dalil , baik melalui kaidah bahasa maupun melalui pemahaman 
terhadap tujuan yang akan dicapai oleh suatu sah (ayat atau 
hadis). 
M i • 11.1111111.i<I I ki ' . lnm 1 . .m i , ih mengatakan bahwa yang menjadi 
ob j ik nlain;i IIMII al fiqh adalah ijtihad, Secara lengkap ia mengatakan 
'Abdul Wah.il. Kli.il.it..-/'.//,, Ii. 7 
7 
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sebagai bcrikut: 
"The principle objective of usul al-fiqh is to regulate ijtihad and 
to guide the jurist in his effort at deducing the law from its sources. 
The need for the methodology of usul al-fiqh became prominent when 
unqualified persons attempted to carry out ijtihad. and the risk, of error 
and confusion in the development of shari'ah became a source of anxiety 
for the ulema. The purpose of nsnl al-fiqh is to help the jurist to obtain 
an adequate knowledge of the sources of shari'ah and of the met hods of 
juristic deduction and inference, usul al-fiqh also regulates the application 
of qiyas. istihsau, istisbab. is tis/ah, etc., whose knowledge helps the jurist 
to distinguish as to which method 0/ deduction is best suited to obtaining 
the hukm sbar'i of a particular problem. Furthermore, usul al-fiqh 
enables the jurist to ascertain and compare streught and weaknesas 111 
ijtihad and to gire preference to that rulling of ijtihad which is in close 
harmony with the nnsus. 
Il may be added here that knowledge of the rules of interpretation, 
the .'• \mm, the Khass, the Muthlaq, the Mnqayyad. etc.. is equally re-
levant to modem statutory law. When the jurist and the judge, whether 
a specialist in the shari'ah or in secular law, fails to find any guidance 
in the clear text of the statute on a particular issue, be is likely to resort 
to judicial construction or to analogy. The skill, therefore, to iuler-prel 
a legal text and to render judicial decisions is indispensable for a jurist 
regard/ess as to whether he sits in a shari'ah court or in a court of 
statutory jurisdiction. A specialist in usul al-fiqh will thus find his skill 
of considerable assistance to understanding and interpretation of any 
legal text V 
(Sasaran pokok nsnl a I fiqh adalah mcngatur ijtihad dan mcnuntun 
ahli h u k u m dalam upaya mendcduksi h u k u m dan sumber-sumber 
aslinva. Kebutuhan terhadap metodologi usulal-fiqh menjadi signifikan 
ketika orang-orang yang ddak memenuhi kualifikasi melakukan 
ijtihad, sehingga resiko terjadinva kekeliruan dan kesemrautan 
dalam perkembangan Svari'ah menjadi sumber kegelisahan ulama. 
"Muhammad H a i h i m Knmuli , I'rimiplcs i»/ Islmnn luiisprutitnct (I iinlii 
1 umpui [Imiih P u b l l i h w i Sdn Bhd 1998), It H 
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Maka, tujuan usul al-fiqh adalah untuk membantu para ahli h u k u m 
memperoleh pengetahuan yang m u m p u n i tentang sumber-sumber 
syari'ab, metode-metode deduksi hukum dan inferensi (istinbat). 
I sul al-fiqh juga mengatur penerapan qiyas, istihsau, istisbab, istis/ah 
dan sebagainva, sebagai pengetahuan yang membantu para ahli 
h u k u m untuk membedakan metode deduksi mana yang paling tepat 
digunakan dalam upaya memperoleh hujum syara'terhadap masalah 
tertentu. D i samping itu, usul al-fiqh memungkinkan para ahli h u k u m 
memastikan dan membandingkan kekuatan dan kelcmahan ijtihad 
dan memberikan preferensi kepada kctetapan ijtihad yang paling 
sesuai dengan sah-sah. 
Perlu ditambahkan d i sini bahwa pengetahuan tentang kaidah 
interpretasi, \imm. khass. mutlaq, mnqayyad dan sebagainya adalah sama 
celevannya dengan h u k u m perundang-undangan modern. Ket ika 
ahli h u k u m dan hakim, apakah sebagai seorang yang ahli syari'ab 
ataukah h u k u m m o d e r n , gagal menemukan tuntunan dalam sah 
hukum yang joins tentang masalah tertentu, maka tampaknya ia 
harus beralih kepada konstruksi judisial atau kepada analogi. O l e h 
karenanya, keterampilan menginterpretasikan suatu sah h u k u m dan 
m i iKTJcmahkan putusan-putusan hukum adalah mutlakbagi seorang 
fthli h u k u m , tanpa memperhatikan apakah ia bertugas di pengadilan 
tyari'ah ataukah d i pengadilan jurisdiksi perundang-undangan. D e -
ngan demikian, seorang spesialis usul al-fiqh akan menemukan 
l . i ic campilan bantuan yang diperlukan untuk memahami dan 
tncnginterpretasikan sah hukum). 
C. Signifikansi 
Tujuan mempelajari ilmu fiqh adalah menerapkan h u k u m - h u k u m 
tyari'at Islam terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Jadi, Amu fiqh 
. 1 • 1.11.111 ceferensi seorang hakim (qadi) dalam setdap keputusannya, 
e h 11 u . 1 BCornng mufti dalam /a/wanyn dan referensi seorang 
"////,///,// uiiiuk mcngetahui hukum J J W W 'da lam setiap ucapan dan 
1< 11>u,ii.iiiii\ 1 •1 I,mi tin jugfl untuk inembatasi mukal/al terhadap 
1  11 11.11 \. 111 >111 \v . 111 >I.. 111 .11.111 1 >ui 1 \ . H i " 1 l i l u i .IIIILIII b;ii'in\ ii. 
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A d a p u n tujuan mcmpelajari i l m u usul al-fiqh lalah mcnerapkan 
kaidah-kaidah dan pembahasannva terhadap dalil-dalil n n c i untuk 
menghasilkan h u k u m syari'at Islam yang diperolch dari dalil-dalil 
tersebut. Jadi, dengan kaidah dan pembahasan i lmu usul al-fiqh dapat 
dipahami nas-nas syar'iyyah dan h u k u m - h u k u m yang dikandungnya. 
Juga, dapat diketahui hal-hal yang menjadi sebab hilangnya dali l-dali l 
yang samar di antara dalil-dalil tersebut, dan diketahui pula dali l -
dalil yang dimenangkan ketika terjadi konflik di antara satu dalil 
dengan dalil lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan dengan eks-
plisit bahwa usul al-fiqh adalah sendi i lmu fiqh perbandingan (al-fiqh 
al-muqarin). 
D. Perkembangan Kajian Usui al-Fiqh 
I lmu usul al-fiqh m u n c u l pada abad kedua hi jrah. 1 " Sepanjang 
abad pertama, tidak ada kebutuhan mendesak terhadap usul al-fiqh. 
Sebab, ketika N a b i saw. masih hidup, tuntunan yang diperlukan dan 
jalan keluar untuk bcrbagai masalah telah diberikan baik melalui 
wahyu maupun putusan langsung dari N a b i saw. ]ndi, posisi N a b i 
saw. pada saat i tu langsung menjadi sumbcr penetapan tasyri' (masdar 
at-tasyri). Jika sahabat menemukan kebuntuan h u k u m , mereka 
dapat secara langsung bertanva kepada N a b i saw. Atau , N a b i saw. 
langsung memberikan kctefapan h u k u m meskipun tidak diawali oleh 
persoalan-persoalan yang didahului dengan pertanyaan-pertanyaan 
sahabat. 
D e m i k i a n juga selama pcriode setelah w a f a t N a b i Saw. para sahabat 
masih kelihatan akrab dengan ajaran-ajaran N a b i Saw. Ini terlihat 
dari keputusan-keputusan mereka banyak diilhaim oleh keberadaan 
beliau. Kedckatan mereka kepada sumber-sumber dan pengetahuan 
yang mendalam mengenai berbagai peristiwa mcmberkan mereka 
kewenangan untuk memutuskan masalah-masalah praktis lanpa 
adanya kebutuhan mendesak terhadap metodologi . 
A b d u l Wahhab Khal la l mengatakan, meskipun demikian, para 
sahabat N a b i Saw. dalam memberikan fatwa hukum dan mene 
1 0 Abdul Wahhab Khollaf, op,cti. h 10 
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lorkan kepumsan dengan dalil-dalil sah yang dapat mereka pahami 
bcrdasarkan kemampuan Bahasa Arab yang baik tanpa memerlukan 
kaidah bahasa yang dijadikan pedoman dalam memahami nas. 
Khal laf juga menambahkan bahwa para sahabat melakukan istinbat 
terhadap hukum yang tidak terdapat nas baginya berdasarkan 
kemampuan mereka dalam membina h u k u m syari'at Islam yang 
telah mereka jiwai lantaran pergaulan dan kedekatan mereka dengan 
N a b i Saw." 
D i samping i tu , mereka juga adalah orang-orang pertama pada 
zaman N a b i saw. yang mengetahui secara langsung asbab an-nu^ul 
ayat a l -Quran dan asbab al-wiirnd hadis-hadis. Dengan kata lain, 
mereka sebenarnya m a m p u memahami seluk beluk dan tujuan-
tujuan pembentukan h u k u m syari'at Islam sekaligus dasar-dasar 
pembentukannya. 
Pada masa generasi tabi'in, permasalahan h u k u m menjadi semakin 
kompleks. H a l tersebut merupakan konsekuensi logis dari semakin 
mcluasnya jaringan-jaringan umat Islam. Umat Islam menjadi 
semakin menyebar keberadaannva vang tidak saja berada d i pusat 
I ota Islam, Madinah dan M a k k a h . Tetapi, meluas sampai kc Irak, 
I '.israh, K u f a h dan scbagainya. O l e h karcnanya pada waktu i tu , amat 
dituntut keterampilan h u k u m . Ijtihad menjadi sebuah keniscayaan. 
I >i beberapa daerah bermunculan ijtihad atau p u n fatwa. D a n , d i 
beberapa daerah tersebut melahirkan pionir -pionir handal dalam 
hukum Islam, seperti Sa'id ibn Musayyab d i Madinah , 'Alqamah ibn 
\V;i<.|c|as, al-Laits dan Ibrahim an-Nakhai d i Irak, dan Hasan al-Basri 
ili Basrah. 
I lal vang menarik adalah bahwa titik tolak para ulama tersebut 
dalam menetapkan h u k u m menjadi plural. K a l a u sebagian 
menetapkan hukum berdasarkan it/aslahat, sebagaian lainnya 
mendasarkannya pada qiyas. Begitu juga halnya, kalau sebagaian 
ul.ini.i niendasarkan ratio hsis nya kepada hadis, tetapi oleh sebagian 
lainnya niciu.iLii sandaran akal (ra'ju). 
I Jih ii in bahwa i• i ].i• 1  pluralitas sandaran yang dijadikan 
i • 
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pijakan pengambilan hukum. Konsekuensinya adalah lahir h u k u m -
hukum yang variadf. D i sinilah awal perbedaan dalam m c n g -
istinbat-kan hukum d i kalangan fuqaha. Perlu digarisbawahi bahwa 
pluralitas h u k u m yang dihasilkan dari perbedaan sudut pandang 
yang dijadikan sandaran pijakan dalam istinbat hukum sebenarnya 
didasarkan oleh keberadaan konteks vang mengitari suatu wilayah. 
D i Irak misalnya, sebagi akibat minusnva numerasi sunnah N a b i 
Saw, maka penetapan hukum dengan mendasarkan kepada ra'yit 
mutlak diperlukan. Sementara bagi ulama d i Madinah , daerah pusat 
Islam, masyarakat dengan mudah menemukan sunnah N a b i Saw 
Akibatnva, sandaran pijakan vang didasarkan kepada sunnah kerap 
terjadi, bahkan menjadi prioritas utama dalam istinbat h u k u m . 
D a r i keterangan d i atas jelaslah bahwa metodc vang digunakan 
dalam mcrumuskan hukum syara' semakin m e m p erliha tkan 
bentuknya. Perbedaan metode yang digunakan menyebabkan 
timbulnya perbedaan aliran dalam fiqh. A d a riga kelompok besar 
yang muncul dari kondisi tersebut, sebagaimana yang diungkapkan 
oleh M u h a m m a d M a ' r u f ad-Dawalibi , yaitu Madrasah al-Iraq, 
Madrasah a l -Kufah , dan Madrasah al -Madinah. 
Penamaan in i menunjukkan perbedaan cara dan metode yang 
digunakan dalam menggali hukum. Pada perkembangan selanjutnya, 
Madrasah al-Iraq dan Madrasah al-Kufah lebih dikenal dengan sebutan 
Madrasah ar-Ra'yi, sedangkan Madrasah al-Madinah dikenal dengan 
sebutan Madrasah al-l ladis. 
Setelah itu, muncul para imam mujtahid kenamaan, khususnya 
i m a m mazhab vang empat, yaitu: 
1. N i f m a n ibn Tsabit yang lebih dikenal dengan nama Imam 
A b u Hamfah (80-150 H./699-767 M ) . 
2. Mal ik ibn Anas, vang lebih dikenal dengan sebutan Imam 
Malik (93-179 H./712-795 M ) . 
3. M u h a m m a d ibn Idris as-svafi'i, vang lebih dikenal dengan 
sebutan Imam Syafi'i (150-204 H./767-820 M ) . 
4. A h m a d ibn I lanbal, vang lebih dikenal dengan sebui .u i IIM.IIII 
Ahmad (161 241 11./780 H55 M) . 
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E. Peian Imam Syafi'i 
"To what extent is it justified to say that al-Shafi'i was the founder oj 
usul al-fiqh?", demikian tegas I lashim Kama/i dalam h/ikui/ya Principles 
"I Islamic Jurisprudence.''-' Maknanva lebih kurang, "scjauhmana 
kebenaran pernyataan bahwa Ima m Syafi'i dikatakan sebagai pendiri 
USul al-fiqh? D i samping i tu, dalam bentuk pertanyaan lain, Wael B. 
I [allaq, seorang pengkaji hukum Islam ternama saat in i , mengatakan 
dftlam judul tulisannya, 'Was al-Shafi'i the Master Architect oj Islamic 
jurisprudence?" (apakah Syafi 'i sebagai guru arsitek U s u i al-Fiqh?]. 
fulisan tersebut d i muat dalam International Journal oj Middle Hast 
Hfudies\)wna\ Internasional Kaj ian T i m u r tengah] tahun 1993, dan 
dii ctak ulang tahun 1995 dalam bukunva yang berjudul "Law and 
I n\(d theory in Classical and Medieval Is/am".'1 
M c m a n g , secara sepintas pertanvaan tersebut cukup sederhana, 
I  lapi untuk menguraikannya dengan baik membutuhkan kedalaman 
uawasan, terutama aspek Islamic legal history (sejarah h u k u m Islam). 
I il i , ddak heran dengan dasar pelacakan data historis, mengundang 
In rbagai interpretasi tentang hal tersebut. Dus, terbuktilah akhirnva 
u l i n n ul perbedaan-perbedaan tentang Syafi'i dengan karya agungnya, 
n Rlsalah, sebagai bapak pendiri i lmu usul al-fiqh. 
Bcrbagai pandangan bermunculan tcntang hal tersebut. l a p i , 
I i lihntannya iisiiliyynn sepakat bahwa M u h a m m a d i b n Idris as-
ifi 'i adalah peletak dasar disiplin usul al-fiqh. Lewat karyanya yang 
monumental , arRisa/ah, ketokohannya menjadi tak terbantahkan. 
I I' talah adalah kilab pertama yang secara sistematis membahas 
I i|i i n kajian usul a fiqh. I.ewat karyanya ini l i ih , ulama usul belaka-
i i i n menjadikannya sebagai acuan dan genuine prototype tentang usul 
,// fiqh, Kcunggulan lainnya, kit ah ini memuat bahasan terhadap da-
lil dalil uw/;/' dalam konteks kha/anah fiqh awal, era sahabat, lahi'in 
• I H I i iu.mi niiijtahidsebclumnya. 
Mongudp pandangan N.J . C o u l s o n , ia mengatkan bahwa Ima m 
1 11.».111111 kainali, op i // . Ii. I 
MW.i< i n 11.ill.I-1 [ History oj Islamit I tgal Thsoi itsi An Inrodm Hon to Sun 
ul ul I i i/// o lAinbridgfi < lambridgc Univtriity Preiii \l>77), h, 27 
m 
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Syafi 'i adalah arsitek i lmu fiqh.14 H a l i n i bukanlah berarti bahwa 
beliau yang merintis dan mcngcmbangkan i l m u tersebut. Jauh sebe-
lumnya, hal itu sudah dibaha oleh imam- imam mujtahid, seperti 
abu I lanifah, Imam M a l i k dan sebagainva. Tetapi, satu hal vang 
berbeda adalah, bahwa pada masa itu, perkara tentang fiqh berlum 
terformulasi secara sistematis. Barulah itu terjadi seielah ar-Risa/ah 
dipublikasikan. 
Berbeda dengan pandangan di atas, Wael B. I Iallaq, Profesor pada 
Ka j ian Islam Universitas M c G i l l , M o n t r e a l Kanada mengatakan 
dengan ungkapan panjang sebagai berikut: 
"Modern schoolarship has accorded Shafi'i (he distinction of being 
/he founder oj the science of legal theori (usul al-fiqh). and his Risa/a 
is now thought to be not only the first work expounding the subject, but 
the model that later jurists and theoreletncians strove to imitate. This 
conception of Shaft 'i as the "Master Architect" of legal theory has as 
its corollary the notion that, once he e/bora/yed his theory, usul al-fiqh 
came into existence and that later authors simply followed in his footsteps. 
In other words, an unbroken continuity in the hiostory of legal teory is 
assumed between Shafi'iis Risa/a and the later writings on the subject. 
Recent research has shown that such a continuity never existed and 
that the image of Shaft'/ as the founder of usul al-fiqh is a later creation. 
Thjere is ample evidence in the sources to show that even as late as the 
end oj the third/ uitieth cent/try, legal theory as we now know it. and as 
we assume it to have issued from Shaft 'is work, had not yet come into 
existence. It is striking that cent/try produced not complete tra/ise on 
usul al-fiqh. In fact, Shaft'is Risa/a is rarely mentioned in the writings 
belonging to that century, and furthermore, it elicited neither commentary 
and refutation became a part of the written discourse. On the other 
hand, with the ad rent of the fourth j tenth century, Shaft'is Risa/a 
attracts, a number of commentaries and al leas two rebuttals. It also no 
coincidence that with the appearance of commentaries on, and refutations 
of, the Risala, there emerges for the first time a Mivable number of 
^ m ! b A Z A "IS""y"llsl"'"" ^Wdlnbuijhi Edinburgh I'fllviriity 
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complete works of usul ah fiqh, works that treat of this discipline as an 
organically structured and comprehensive methodology. 
The absence of intersel in Shaft'is legal theoretical discourse may be 
explained in part by the fact that the Risa/a does not offer an exposition of 
a legal theory propel. The tera/ise, as we have seen, is largely preoccupied 
with had//1), and offers only a few basic principles: (I) that law must be 
derived exclusively from revealed "criptn/erd" ; (2) that the prophetic 
Siinna constitutes a binding source of law; (5) that contradiction exists 
neitIter between the Siinna and the Quran nor among verses or hadi/hs 
within each of these two sinrces; (4) that the two sources complement each 
at l>er bermeneiitically; (5) that a legal ml ling derived from unambiguous 
and widely transmitted texts is certain and subject to no disagreement, 
whereas a rulling that is inferred by means oj ijtihad and qiyas may be 
adject to disagreement; and finally (6) that ijtihad and qiyas, as well as 
the sanctioning instrument of consensus, are prescribed by the revealed 
sources. 
\ briej comparison of the subject matter of the Risala with that oj 
later works of legal theory revet/Is that a host of questions, fundamental 
and indeed indispensable to usul al-fiqh, are entirely absent from the 
Risala. Questions of legal language, which occupy on average one-fifth to 
fourth of the space in later leralises, are virtually non-existent in the 
Rnali. Other question pertaining to consensus, abrogation, legal reaso-
ning, causation etc. alsoreceive little attention, if any... 
The failure of the Risala to arouse the interest of jurists during the 
.eitluiy after its authors death may also be axplained in terms of the 
direction taken by the religious and legal movement in the course of the 
second I eight wiitnry witnessed the initial stages of the development of 
Is/limit law and jurisprudence. This phase may be characterised as one 
in which human reasoning, commonly known as ra'y, was predominant. 
\\\ the middle of the century another compe ting movement stressing 
//>e role a/ propheth reports was on the rise. It the time Shafi'i wrote 
l<i\ Rnala. the lauonnlisl movement was only beginning to decline, and 
lhi\ bar, b,,n due to the rapid increase in the volume of Prophetic 
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reports that had infiltrated the domain of law... "» 
(Sarjana-sarjan a m o d e r n sepakat bahwa Syafi ' i berjasa besar 
sebagai pendiri i l i ^ u usu/a'ffiqh dan Risa/ab-nya saat i n i dianggaptidak 
hanya sebagai k a r y a pertama yang membahas materi tersebut, tetapi 
juga sebagai m o d e i bagi fuqaha dan para teoretisi yang belakangan 
untuk berupaya QXengikuti langkahnya. Konseps inya sebagai " G u r u 
Arsi tek dari usul al-fiqh b e r i m plikasi pada munculnya sebuah 
gagasan bahwa se^kali ia mengelaborasi teorinya, usul al-fiqh lahir 
ke permukaan dan bagi penulis d i era belakangan hanya mengikuti 
jejak-jejak langkahnya saja. D e n g a n kata lain, kontinuitas dalam 
sejarah usul al-fiqh diasumsikan antara Risalah-nyn clan karya-karya 
lain tentang materi y a n g s a m a y a n g datang belakangan. 
Penelitian dewasj a i n j telah membuktikan bhawa kontinuitas se-
perti d i atas, tidak £> ernah ada dan gambaran bahwa Syafi'i adalah 
pencerus usul al-fiqh adalah sebuah kreasi yang datang belakangan. 
Banyak sumber y a n ^ membukt ikan bahwa meskipun sampai pada 
a k h n abad k e - t i g a / k « _ s e m b i l a n ) usul al fiqh yang kita kenal sekarang, 
dan yang kita a s u m s i k a n berasal dan karya Syafi'i , belumlah muncul 
menjadi kenyataan. ^ u n g g u h mencolok bahwa abad tersebut tidak 
mengcluarkan sebuah karya yang lengkap tentang usul al-fiqh. 
Sebenarnya, Rtsa/ah-^y,x Syafi 'i jarang disebut dalam karya-karya 
yang muncul pada s*bad tersebut. K a r y a i tu memunculkan baik 
komentar m a u p u n ptonolakan maupun counter dari para pengarang 
pada periode itu, keti.fc a j e m s komentar dan counter menjadi bagian 
dart wacana tertulis. D i pihak lam, dengan munculnya abad ke-
cmpat/ke-scpuluh, Ri^/ah menarik perhatian sejumlah komentator 
dan paling tidak t e r d a t x a t dua bantahan.Juga, tidak ada kebersamaan 
waktu bahwa dengan %riunculnya komentar komentar tentang, dan 
counter terhadap R/sa/ah-y m u n c u j p i l h , l l I l l u | s pejtama sekali sejumlah 
karya vang lengkap dan* c u k u p besar tentang ml al-fiqh, karya karya 
yang memperlakukan disipl in mi sebflgd l o b u f l i struktur vang 
organis dan metodologn yang i n e n y d u n i l l 
Absennya ketertarika,,, ,>.l(|., ua .aua uad alfiqh sebagian 
WneJ i: II *lHop>Cit It,,, l ( | , 
I l . i i i . 
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dijelaskan dengan kenyataan bahwa Risalah tidak menawarkan 
sebuah penjelasan yang wajar tentang usul al-fiqh. K i t a b tersebut, 
Sebagaimana telah kita lihat, sebagian besar diisi dengan hadis, yang 
hanya menawarkan beberapa prinsip dasar, yaitu: (1) bahwa h u k u m 
harus secara eksklusif berasal dari teks yang diwahyukan; (2) bahawa 
Sunnah kenbian merupakan sumber h u k u m vang mengikat; (3) 
bahwa pertentangan tidak akan pcrnah terjadi antara sunnah dan al-
Our 'an , tidak juga antara ayat-ayat a l -Quran atau hadis-hadis dalam 
kedua sumber tersebut; (4) bahwa secara hermenetik kedua sumber 
icisebut saling melengkapi; (5) bahwa sebuah aturan h u k u m yang 
berasal dari teks-teks yang tidak diragukan dan ditansmisikan secara 
luas adalah pasti dan tidak terjadi pertentangan, sedangkan sebuah 
. i iman yang disimpulkan melalui ijtihad atau qiyas memungkinkan 
m i l uk terjadi pertentangan; dan terakhir (6) bahwa ijtihad dan qiyas, 
ebagaimana dukungan terhadap pemakaian instrumen konsensus, 
1111 ciII LIkan oleh sumber-sumber vang diwahyukan. 
Sebuah perbandingan singkat. tentang materi Risalah dan 
n i . u i i i karya-karya usul ah fiqh yang m u n c u l belakangan akan m e m -
l " i l i h a t k a n bahwa sejumlah pertairyaan yang fundamental, dan 
fen! unya sangat diperlukan berkenaan dengan usul al-fiqh, betul-betul 
n i l 11, ditemukan dalam Risalah. Persoalan tentang bahasa h u k u m , 
H I " memakan lokus sekitar sperempat bagian dari karya-karya yang 
11 II II u t i l belakangan, benar-benar tidak ditemukan dalam Risalah. 
persoalan lain yang berkaitan dengan konsensus, naskh-mansukh, 
Bemikiran hukum, sebab-akibat dan lain-lain, kalaupun ada, hanya 
Enendapat porsi yang sangat m i n i m . 
Kegagalan Risalah dalam menumbuhkembangkan ketertarikan 
ahli hukum selama satu abad setelab penulisnya wafat, dapat juga 
dijelaskan de ngan arah yang diambil oleh gerakan keagamaan 
d .u i hukum selama kurun waktu abad ke-dua/ke-delapan dan ke 
i i " i ke sc inbi l . u i . PflSC m i 11 i n i i ! 'k i i ) dilandai o l e h satu ciri di mana 
I ii 11 u l . II .II i 11 ) , i inr. i . i . vang dikenal dengan ra'yi\ menjadi dominan. 
lenje] pen ban abai I terael nit, gej akan lain \ ang I lerlawanan 
sang i n i n< I m l i n l u d r , hadr, Nabi '.edang mum i l l Pad.i ' . . i . i l S\ a h ' i 
m i l ' , knrynnyn, [Kisakh, gcraltiin I'lmionalin m n l . i i rcdup, dun linl 
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in i m u n g k i n disebabkan oleh perkembangan yang cepat dari v o lume 
cerita-cerita kenabian yang menyusup ke dalam wilayah hukum. 
Pandangan yang disampaikan / lal/aq in i jelas mendobrak 
pemahaman dan keyakinan vang selama in i telah mapan bahwa Syafi 'i 
dengan karyanya, Risalah, adalah peletak dasar kemunculan i lmu usul 
al-fiqh. K a r e n a persoalan tersebut mel ingkupi aspek historis, maka 
wajar saja terjadi perbedaan-perbedaan dalam, apakah memahami 
data, menginterpetasikannya dan memberikan kesimpulan atasnya. 
Yang penting adalah, semakin gencarnya gerakan keilmuan yang 
menekankan pendekatan empirik tentang sejarah h u k u m Islam. 
D a n , Hallaq telah memula i langkah tersebut. 
U n t u k menutup pembahasa in i , apa yang diungkapkan oleh 
I Iashim K a m a l i , perlu dipertimbangkan. Pcrnyataannya in i adalah 
jawaban atas pertanyaan yang telah ditampilkan d i awal pembahasan. 
L e b i h lanjut ia mengatakan sebagai berikut: 
"... one theory has it that usul al-fiqh has existed for as long as the 
fiqh has been known to exist. \ 'or fiqh could not have come into being 
in the absence of its sources, and of methods with which to utilise the 
source materials. This would in turn, imply that usul al-fiqh had existed 
long be I ore al-Shafi'i. Nimerous exam pies could be cited to explain how 
_ in early Islam, the Compan ions deduced the rules of fiqh from their 
sources. Usui al-fiqh, in other words, had substantially existed before the 
period which saw the emergence of the leading imams of jurisprudence. 
But it was through the works of these imams, especially al-Shafi /. that 
usul al-fiqh was articulated into a coherent body oj know/edge, liven 
before al-Shafi'i, we know that . I bit Hani fab resosted to the use of 
analogy and istihsau while Imam Malik is known for this cloctrine of 
the Madinese ijma', subjects to winch we shall have occasion to return. 
When al-Shafi'i came on the scene, he found a wealth of juristic thought 
and advanced levels of argumentation on methodological issues. But the 
existing works were not entirely free of discordance and diversity which 
had to be sifted through by the standards which al shaft / av/ucalated in 
his legal theory of the usul. I le devoted his Risu/uh exclusively to this 
subject, and this is widely acknowledged to />e tl>e first worl oj authority 
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on usul al-fiqh".16 
(... salah satu teori yang menyatakan bahwa usul al-fiqh ada 
Bepanjang fiqh diketahui ada. Fiqh ddak dapat muncul dalam kefiadaan 
sumber-sumber dan kefiadaan metode-metodc untuk menggunakan 
lumber itu. Sebenarnya hal in i menyatakan bahwa usul al-fiqh telah 
Ida sebelum as-Syafi'i. Sejumlah contoh perlu dikemukan untuk 
meiijelaskan bagaimana d i masa awal Tslam para sahabat mendeduksi 
l iukum-hukum fiqh dari sumber-sumbernya. Dengan kata lain, usul 
Ul fiqh secara substansial telah ada sebelum datangnya pcriode yang 
inrnvaksikan munculnya imam- imam ma^hab. Tetapi melalui para 
II nam ini , khususnya as-Syafi'i, usul al-fiqh diartikulasikan ke dalam 
i buah kelompok pengetahuan yang koheren. Bahkan, sebelum as-
Syafi'i, kita mengetahui A b u Hanifah m e m i l i h untuk menggunakan 
inalogi dan istihsau, sementara Imam Mal ik dikenal karena doktr in 
uniii' penduduk Madinahnva. Ketika as-Syafi'i memasuki ik l im i n i , ia 
11 icnjumpaikekayaan pemikiran juristik danpendalaman argumentasi 
mi ngenai masalah-masalah metodologis. Tetapi, karya-karya yang 
[i l i l i ada tidak terbebas dari perselisilian dan perbedaan pendapat 
H I " harus diselcksi melalui pedoman-pedoman yang disusun oleh 
i Syafi'i dalam teori hukumnya, D i a menulis kitab Risalah yang 
pi H a khusus membahas tentang usul al-fiqh, dan kitab i n i diakui 
i II a luas sebagai karya otoritas pertama dalam bidang ini). 
F. Pendekatan dalam Usui al-Fiqh 
I >alam sejarah perkembangan fiqh dikenal dua aliran usul al-fiqh. 
I - duanva muncul akibat perbedaan dalam membangun teori usul 
al-flqh. I lashitn K a m a l i dengan gamblang menjelaskan kedua aliran 
nil sebagai berikut: 
following the establishment of the madhahib the ulema oj the 
various schools adopted two different approaches to the study oj usul 
id fiqh, one of which is tbeoritical and the other dednc live. The main 
Hjffb•'//. e between these approaches is one of ari enlalion rather than 
Hukum Syaia' 8 Sumber-sumbeinya 
substance. \l hereas the farmer is primarily concerned with the exposition 
of theoretical doctrines, the later is pragmatic in the sense of that theory 
is formulated in light of its application to relevant issues. The difference 
between the two approaches resembles the work of a legl draftsman when 
it is com pared to the work of a judge. The former is mainly corned 
with the exposition o/ principles whereas the latter lends to develop a 
synthesis be/ween the principled and the rec/uire-meu/s of a par ticu/ar 
case. The theoritical approach to the study of usul al-fiqh is adopted by 
the Shafi'i school and the Mutakah/imun. that is the nlema of kalam 
and the Mu'larjiah. The deductive approach is, on the other hand, 
mainly attributed to the I la/iafies. The for mer is known as nsnl al-
Shafi'iyyah or lariqah al-Mutakallimin, whereas the latter known as 
usul al-h\anafiyycd). or lariqah al-Fuqaha".1' 
(Setelah tcrbentuknya mazhab-mazhab, para ulama dari berbagai 
mazhab, mengambi l dua pendekatan vang berbeda tentang kajian 
usul al-fiqh, yaitu pertama pendekatan teoretis dan kedua pendekatan 
deduktif. Perbedaan keduanya lebih pada masalahorientasi ketimbang 
substansi. K a l a u yang pertama berhubungan dengan pengungkapan 
doktnn-doktr in teoretis, maka yang terakhir lebih bersifat pragmatis; 
bahwa teori diformulasikan dalam kerangka penerapannva terhadap 
masalah-masalah yang relevan. Perbedaan antara kedua aliran ini 
menyerupai karya seorang perumus hukum (law-finding, Pen.) ketika 
diperbandingkan dengan karya sorang hak im (judge made-law, pen.). 
Yang pertama berhubungan dengan pengungkapan prinsip-prinsip, 
sementara vang terakhir cenderung kepada pengembangan sinresis 
antara prinsip dan realitas. Pendekatan teoretis dalam usul al-fiqh 
dipelopori oleh Mazhab Syafi 'i dan mutakallimun, ulama kalam dan 
golongan Muktazi lah . Sebaliknya pendekatan deduktif dipelopori 
oleh ulama M a z h a b 1 Ianari. Kalau yang pertama dikenal sebagai usul 
as-Syafi'iyyah atau tarikah miitaka/limun, maka yang terak hit dikenal 
sebagai usul al-Hanafiyyah atau lariqah al-Fuqabd). 
D a r i keterangan di atas dapat dipahami bahwa pendekatan teo 
rids dalam bangunan teori usul al fiqhnya ddak dipengaruhi oleh 
i l a s h i i n Kamali, op cU.,h I 
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masalah masalah pirn' (masalah keagamaan vang tidak prmsipil) . 
Aliran in i berusaha menetapkan kaidah-kaidah dengan alasan yang 
kuat, baik naqliyah (al-Quran dan Hadis N a b i saw.) maupun 'aqliyah 
(akal pikiran), sehingga teori vang dihasilkan terkadang conform de-
ngan masalah ////-//'atau malah sebaliknya tidak conform. 
Sementara aliran deduktif dalam bangunan teori usul al fiqh-nyn 
ha nvak dipengaruhi oleh masalah ////•//'. Mereka membangun teori 
letelah melakukan analisi faktual vang berkembang. D u s , manakala 
terjadi disconfor mity antara kaidah dengan hukum////•//', maka kaidah 
tersebut diubah dan disesuaikan dengan h u k u m //////'tersebut. A t a u 
dengan nada lain dapat dikatakan bahwa aliran teoretis cenderung 
uiengganggap usul al-fiqh sebagai bidang yang berdin sendiri d i 
I I U I K I ficjli harus menyesuaikan dir i , sementara pendekatan dedukti f 
berusaha mengaifkan usul al-fiqh secara lebih dekat kepada masalah-
iii isalah detail, furu'al-fiqh. 
0. Perkembangan Literatur Usui al-Fiqh 
I )an kedua aliran usul al-fiqh d i atas, d i samping mclahirkan 
ul una juga mclahirkan literarur-literatur. Beberapa literatur yang 
akan disebutkan d i bawah i n i menggambarkan kepada kita bahwa 
perbedaan aliran dalam wacana pemikiran tidak menyebabkan 
i ninusnya kreadfitas. T a p i sebaliknva, kreadfitas mereka semakin me-
nuii|ukkan tanggung jawab keilmuan yang mereka mi l ik i . Berikut i n i 
11 H I diketengahkan beberapa literatur penring yang disistematikkan 
i n i l dengan pendekatan masing-masing serta beberapa literatur 
H I " dihasilkan oleh ahli //Wpada era ko 11 tempo re r,ha\k dalam Bahasa 
\i,iI>, maupun dalam Bahasa Inggris. 
Literatur yang dihasilkan oleh pendekatan teoretis diantaranya 
1/ Risalah karya Idris as-Syafi'i (w. 204 H . ) , al-Mn'tamad fi Usui al-
/77A karya A b u I [usain al-Basri (w. 436 H . ) , al-Burhau fi Usui al-Fiqh 
I II \ a Imam al I laramam al |u\vami (w. 478 H . ) , al-M/is/asja fi 11m 
al-Usui karya [mam A b u Harnid ;il Ghazali (w.505 II.), al-Mahsul fi 
'Urn al I 'i///kill \ . i I akin uddin ai Ka/i (w. 606 I I.), '// Ihlam fi I 'su/al 
\hkam karya Sayfuddin al Vmidi(v 631 V\,),Minhajal-Wusulila 'Ilm 
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al-l hulkarya al-Baydawi (w. 685 H . ), Nihayat as-Sulfi Syarh Minhaj 
al-Wusulila i//// al-l 's/ilIi al-Baydawi'karya Jamaluddin a l -Asnawi , dan 
Al-Luma'fi I 'sal al-Fiqh karya A b u Ishacj Ibrahim ibn A l i as-Syirazi. 
Literatur yang dihasilkan oleh pendekatan deduktif, yakni Risa-
lah fi al-i 'sal kar\a A b u Hasan a l -Karakhi (w. 340 H . ) , Usui al-Fiqh 
al-Musamma al-Fusulfial-XJsui'karya A b u Bakr ar-Razi (w. 370 H. ) . 
( 'salal-Ba^dawi karya Fakhr al-Islam al-Bazdawi (w. 483 H. ) , Us/// as-
Sarakhsi karya Syamsuddin as-Sarakhsi (w. 490 H. ) , 1'a'sis a//-J\a~ar 
karya A b u Z a i d ad-Dabusi (\v. 430 H. ) , dan Manor al-Anwar fi I'snl 
al-Fiqh karya a l -Haf iz an-Nasaf i (w. 790 H.) 
Literatur yang dihasilkan oleh pendekatan konfergensi (gabungan) 
lahir untuk menjembatani kedua aliran d i atas. Beberapa literatur 
berikut ini mcnggambarkan perkembangan ke arah konfergensi dari 
aliran teoretis dan aliran deduktif. D i antaranva adalah sebagai 
berikut: 
1. Badi ' a n - N i z a m al-Jami' bayna L'sul al-Bazdawi wa al-Ih-
kam karya Muzaf faruddin as-Sa'ad (w. 649 H.) . Karya i n i 
menggabungkan antara I 'sal ,/l-Ba~dawi dengan al-Ihkam al-
A m i d i 
2. at -Tawdhih fi halli G h a w a m i d at-Tanqih karya Sadr as-
Svari'ah A b d u l l a h ibn Mas 'ud a l -Bukhari (w.747 II.). karya 
ini merupakan ringkasan dari Usui al-Bazdawi, a l -Mahsul dan 
Mukhtasar a l -Muntaha karya A b u I mar IIsman ibn al-I Iajib 
(w. 406 H.) . 
3. at-Talwih fi K a s y f Haqaiq at Tancjih karya Sa'aduddin at 
Taftazani (w. 792 H. ) 
4. Jam'u al-Jawami' karya Tajuddin as-Subki (w. 771 H.) 
5. At -Taqr ir wa at-Tahbir karya M u h a m m a d A m i r al-Hajj al I la 
labi (w. 879 H.) 
6. At- ' l 'ahrir fi Usui a l -Fiqh karya K a m a l u d d i n ibn al-I l u m m a m 
(w. 860 H.) 
7. Musa l lam as-Subul karya M u h i b b u d d i n tlxi A b d as Syakur (w. 
1119 11.) 
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H. al-Muwafaqat fi U s u i as-Syari'ah karya A b u Ishaq Ibrahim as-
Svatibi (w. 790 H ) . 
\dapun literatur usul al-fiqh kontemporer dalam tulisan ini 
dikelompokkan ke dalam dua bahasa. Y a k n i yang ditulis dalam 
11 thasa \rab dan bahasa Inggris. Harus diakui, bahwa dalam bahasa 
' i n " , lainnya, hal tersebut juga dapat ditemukan seperti dalam 
b i l l i a Belanda, Perancis d a n j e r m a n . Selain itu, kehadirannya jelas 
MI ii membantu kita dalam memahami seluk beluk i lmu usul al-
fUjh Vang ditulis dalam bahasa Arab, di antaranya yang terpenting 
" I 11 i l i sebagai berikut: 
I Irsyad al -Fuhul ila Tahqiqi a l -Haqqi min ' I lm a l -Usul (t.t.) 
karya as-Syaukani (w. 1250 H) . 
I ail al F iqh (1938) karya M u h a m m a d K h u d a r i Beik. 
I ul al-Fiqh (1978) karya A b d u l Wahhab KhaUaf. 
I I ail al F iqh (1957) karya M u h a m m a d A b u Zahrah. 
il Wajiz fi l ' s u l al -Fiqh (1992) karya A b d u l K a n m Zaidan. 
I ul al F iqh al-Islamiy (1986) karya Wahbah az-Zuhai l i . 
I ul al Fiqh (1969) karya Syeikh M u h a m m a d Rida al-Muzaffar. 
Mukhtasar I fsul a l -Fiqh karya A b u [alii Tsalabi. 
I sul al Fiqh al-Islami (1990) karya Zak iuddin Sya'ban . 
in I ul al Fiqh (t.t.) karya M u h a m m a d A b u N u r Zahir. 
II J Wajix Ii Usui al Tasyri ' al Island (1984) karya M u h a m m a d 
I la.an I l i tu. 
\ ai al 1 klii11:II li Qawa' id al-Usuliyyab fi Ikbtila al-Fuqaha 
(1982) karya Mustafa S a i d al K h i n . 
I \ I ail ..I b'iqh al Islami (1982) karya Zakariya B a r n . 
II Na/arat Ii l ' su l al I'iqh (1980) karya M u h a m m a d Ibrahim 
I hlnaw I. 
\ • i ul il l i q l i (1969) karya Muhammad Zakariya al Bardisi. 
l u M n i , l n | al I n i l - HI h I i n iK| I ).ilalal al A l i a / 'ala al A b k a m 
^ » 3 
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(1989) karya A b u Bakr al-Hasan. 
17. Mabahis a l - H u k m 'inda al-Usuliyyin (1972) karya M u h a m m a d 
Salam al -Madkur. 
18. As-Sabab ' inda al-usuliyyin (1980) karya A b d u r r a h m a n ibn A l l 
ar-Rabi'ah. 
19. 11m L'sul a l -F iqh (1990) karya A h m a d Ibrahim Beik. 
20. U s u i a l -F iqh al-Islamiy (1984) karya A b u al- 'Aynain Badran. 
21. A l - M a d k h a l lla ' i l m U s u i a l -F iqh (1959) karya M a ' r u f ad-
Dawal ibi . 
22. A l - U s u l a l - 'Ammah l i a l -F iqh a l -Muqar in (tt) karya M u h a m m a d 
Taqiyyul H a k i m . 
23. Ta' l i l al-ahkam (1947) karya M u h a m m a d Mustafa Syalbi. 
24. A d a p u n literatur usul al-f iqh kontemporer yang ditulis dalam 
bahasa Inggris, vaitu: 
25. Duncan B. Macdonald , Development of M u s l i m Theology, 
Jurisprudence and Const i tudonal T h e o r y (1926). 
26. N o e l J. C o u l s o n , Confl icts and Tension in Islamic Jurisprudence 
(1969). 
27. , A History of Islamic L a w (1964). 
28. M a j i d K h a d d u r i , Islamic Jurisprudence; as-Shafi'i's Risalah 
(1961) 
29. A n w a r A h m a d Qadr i , Islamic Jurisprudence in die M o d e r n 
W o r l d (1981). 
30. Fazlur Rahman, Islamic Methodology in His tory (1965). 
31. Joseph Schacht, an Introduction to Islamic L a w (1964). 
32. , T h e origins of M u h a m m a d a n Jurisprudence 
(1950) 
33. Al - I la) M o i n u d d m A h m e d , The Urgency of [jtihad (1992). 
V I . s.l I. \ i n i i i , I ' . Ian in Law and Its Implications for (the) Modern 
Wor ld (1989). 
Hukum Syara' 8 Sumber-sumbernya 
VS. M o h a m m a d I lashim K a m a l i , Principles o f Islamic 
Jurisprudence (1991). 
a, Wael B. I lallau, A History of Islamic Legal Theories (1997). 
Vhmad I l a s a n , T h e K a r i y D e v e l o p m c n t o f Islamic Jurisprudence 
(1970). 
\8. Majid K h a d d r u i , Islamic Jurisprudence; al-Shafi'i's Risalah 
(1961) 
• '» \nwar A h m a d Q a d r i , Islamic Jurisprudence in the M o d e r n 
W o r l d (1981). 
in \I>dur rahim, Principles o f M u h a m m a d a n Jurisprudence (1911) 
II Mustafa A z a m i , O n Schacht's Origins o f M u h a m m a d a n 
jurisprudence (1985). 
I ' K h a l i d M a s ' u d , Islamic Legal Phi losophv; A Study of A b u 
Ishacj as-Shathibis L i f e and Thought (1977). 
I | ' hristophcr Melchert, 'The Formation of the Sunni Schools o f 
I aw; N i n u V T e n t h Centuries (1992). 
I lashim K a m a l i memberikan catatan tentang berbagai produk 
I II \ a usul-al-fiqh dalam bahasa Inggris. Ia mengatakan sebagai 
b e i ikut: 
"... Work of we tern authorship on this subject are broad/ey spea-
king, primarily concerned with the history of jurisprudence, whereas the 
juridical subject-matter of nsnl al-fiqh does not receive the same level 
Oj attention as is given its historical develompemenl. Bearing in mind 
the nature of the existing English literature on the subject, and the fact 
lb.it there is adequate information available on the history oj Islamic 
jurisprudence in hng/ish, the present work does not attempt to address 
the historical deveiompemnt and instead focuses on usul al-fiqh itself. 
\ no! her poi ul to be noted regarding works on Islamic jurisprudence 
in Eng/lsb b\ both Muslim and non-Muslim authors is that they are 
unueivhal selective in their treatment of the relevant topics, and certain 
\ub/e, I lend to be ignored or treated only briefly. Cosequenlly, information 
oj \oine lop/, i, \u, b i/s the rides of interpretation, classification of words, 
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com/Hands, and prohibitions, and textual implications (ad-da la la t) is 
particularly brief and often non-existent in these works, liven some of 
the more familiar topics such as qiyas, istihsau, 1st is/ah, istisbab and 
sadd al-dhara 'i are treated superficially in most of the English book that 
are the currently in use 
(.. .Karya-karya penulis Barat tentang pokok bahasan in i , pad 
umumnya mcmbahas terutama tentang sejarah fiqh, sementar 
materi juridis usul al-fiqh tidak menerima tingkat perhatian yang sama 
sebagaimana yang diberikan kepada perkembangan historisnyal 
Mengingat ciri literatur usul al-fiqh berbahasa Inggris yang telah 
terbit dan kenyataan bahwa ada informasi yang cukup memadai 
mengenai sejarah usul al-fiqh dalam Bahasa Inggris, maka karya ini 
tidak berusaha membahas perkembangan-perkembangan histoids] 
tetapi lebih memusatkan pada usul al-fiqh itu sendiri (karya K a m a l i , 
Principles of Islamic jurisprudence (1998), pen.). 
Butir lain yang harus dicatat mengenai karya-karya usul al-
fiqh berbahasa Inggris baik oleh penulis musl im atau n o n - m u s l i m 
adalah bahwa karya-karya itu agak selektif dalam menguraikan 
topik-topik yang rclevan dan pokok bahasan tertentu cenderung 
terabaikan atau hanya dujelaskan secara ringkas. Konsekuensinya 
adalah, informasi mengenai berbagai topik, seperti kaidah-kaidah 
interpretasi, klasifikasi kata-kata, perintah-perintah dan larangan 
serta implikasi- implikasi tekstual (ad-dalalat) sangat singkat dan acap 
kali ddak terdapat dalam karya-karya in i . Bahkan, beberapa topik 
yang lebih terkenal seperti qiyas, islihsan, islislah, istisbab, dan sadd a%. 
%ara Vdijelaskan secara dangkal dalam sebagian besar buku berbahasa 
inggris yang sckarang digunakan). 
Harus dipahami dengan baik bahwa pesan K a m a l i di atas agak-
nya menjadi pendng bagi kita para pengkaji h u k u m Islam. Bahwa 
menjadi b u k d sejarah, ternvata pengkaji h u k u m Islam, tidak saja 
musl im tetapi juga mereka-mereka vang non-musl im. Sebagai the 
outsiders karya mereka kecuali memi l ik i sederetan analisis ilmiab, 
juga tidak menutup kemungkinan membuahkan interpretasi Vang 
"Ibid 
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Hukum Syara * Seudin. 
n „ dengan * * * * * * 
' '• l ' U ' l "- V a g Ulrica karya mereka dalam h 
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HUKUM SYARA' 
Pengertian & Ruang Lingkup 
H U K U M SYARA' 
Pengertian & Ruang Lingkup 
a I'nngertian Hukum Syara' 
l ' i n . i h u k u m b a g i k i t a a m a t t e n t u b u k a n l a h h a l y a n g a s i n g . 
i i i l i t p i i s c t i a p h a r i , b a h k a n s e t i a p j a m l d t a m e n d e n g a r , m e m b a c a 
i ii i l e m u k a n p e r n y a t a a n t e n t a n g h u k u m . A d a l a h b e n a r p e p a t a h 
n i l i i n g s e l a n j u t n y a m e n j a d i a d a g i u m h u k u m , "ibiius, ubisocietas" 
11 i n a n a a d a h u k u m d i s a n a a d a m a s y a r a k a t . A d a g i u m i n i 
m i l M i k a n b e g i t u p e n t i n g n y a h u k u m b a g i m a s y a r a k a t . 
I i l i n h a l i t u m e n a n d a k a n s u a t u k e r j a h u k u m p r o d u k m a n u s i a , 
1 1 i n g k a b b e s a r m a n f a a t n y a j i k a d i b a n d i n g k a n d e n g a n h u k u m 
i l l I • 111.111, < ' l e b k a r e n a , T u h a n tidak b e r k e p e n t i n g a n d e n g a n 
IHll " d i l i i a b k a n N y a k e p a d a m a n u s i a , s e m e n t a r a m a n u s i a d i 
•' • 11 ' i i i 1 ' d i n g a n s e g a l a k e t e r b a t a s a n n y a m e n y u s u n h u k u m , i a j u g a 
' i l l i k e p i n i i n g a n d e n g a n h u k u m y a n g d i b u a t n y a s e n d i r i . 
I i l i n In " i i n I >.i• •.11111.111.i h u k u m d a l a m p a n d a n g a n I s l a m ? . S e b e -
1 II i n u l H |" Mil•.111.i•..111 m i , p e r l u d i t e g a s k a n b a h w a i s t i l a h h u k u m 
' l i l ' i I " i i l l d a n b a l l . r , a \ i a b . ( B e l i n d a ; mbt, WSlt I n g g r i s ; bill', 
I 1 ' i m i i . ,//.'//, I , a i m , u/\) l l u k u i i i i c c o i ' f i etimologia berasal 
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dari akar kata "bakama-yabkumu-h/ikmau", artinya al-man'u, yakni 
mencegah. fuga berarti "al-qadd", y a k n i putusan. 1 D i kalangan 
usuliyyun, jika yangdimaksudkan dengan h u k u m , maka ada beberapa 
arti yang dimi l ik i , yakni : 2 
1. Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya, seperti 
menetapkan terbitnya bulan dan mcniadakan kegclapan de-
ngan tcrbitnya matahari. 
2. K h i t a b A l l a h , seperti "aqimu as-salaf*. D a l a m hal i n i yang 
dimaksud dengan h u k u m adalah nas yang datang dari Syari'. 
3. Akibat dari khitab A l l a h , seperti h u k u m wajib yang dipahami 
dari F i r m a n A l l a h Swt, "aqimu as-salat". 
4. Keputusan hakim 
A d a p u n secara terminologis, hukum m c m i l i k i arti yang berbeda 
karena perbedaan pandangan dalam melihatnya. Dalam a m sedcrhana 
dapat dikatakan bahwa hukum adalah scperangkat peraturan tentang 
tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh suatu negara 
atau ke lompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk scluruh 
anggotanya. N a m u n jika kata h u k u m dikaitkan dengan perkataan 
syara ', maka pengertian h u k u m tcrscbut bertambah spesifik dengan 
muatan makna ilahiyah, yang mana perkataan syara*itu sendiri dapat-
diartikan sebagai suatu jalan atau suatu ketentuan Tuhan vang harus 
di t cmpuh dan dipatuhi. 
Bagi fuqaha, h u k u m syara' adalah "sifat vang merupakan peng aruh 
atau akibat yang t imbul dari titah A l l a h terhadap orang mukallaf. 
D a l a m bentuk ini yang dimaksud dengan h u k u m .syara' adalah 
"wajibnya salaf sebagai pengaruh dari titah A l l a h vang menvuruh 
salat; atau haramnya memakan harta orang lain secara balil sebagai 
akibat dari larangan Al lah memakan harta orang secara balil. 
Sementara bagi usuliyyun, yang dimaksud dengan hukum syara' 
adalah " K h i t a b A l l a h yang menvangkut tindak-tanduk mukallaf 
dalam bentuk tuntutan, pil ihan berbuat atau tidak, atau dalam 
' W a h b a h / n h a i l i , Qp.cit,, I). 17 
'I hi, I 
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i . . m i l l ketentuan-ketentuan". A h l i usul memandang pengetahuan 
i . m i n " titah Allah vang me nvangkut tindak-tanduk manusia itulah 
111 . I i c b u i dengan h u k u m syara\ seperti titah A l l a h "kerjakanlah 
11 i u larangan-Nya "janganlah kamu memakan harta orang lain 
Ii miigan cara yang balil".y 
I 1 II i dua penjelasan vang discbutkan d i atas menunjukkan bahwa 
I 11 berpikir yang mengandalkan pijakan ke arah metode pengena 
i dan sumber vang digunakan amat kcntal bagi usuliyyun. H a l ini 
11 dilihat bahwa salah satu fungsi usul al-fiqh adalah mengeluarkan 
m i dan dalil , memandangnya dari segi sah syara' yang harus 
• M kan menjadi h u k u m yang terinci. Karcnanya, ushuliyyun 
inggap hukum syara'itu adalah titah Al lah vang mengandung 
in lingkah laku. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa h u k u m 
IIu adalah scperangkat peraturan berdasarkan ketentuan A l l a h 
i i i lingkah laku manusia yang dilakui dan diyakini berlaku serta 
il i i untuk semua umat vang beragama Islam. A d a p u n fuqaha 
i bill M M uinkberatkan pandangannya kepada basil rumusan h u k u m 
I II i hubungan dengan perbuatan dalam l ingkup yang digariskan 
nli 11 II sill al fiqh. 
•i ik berpikir fuqaha yang fungsinya mcnjclaskan h u k u m yang 
nil I H I dan dalil memandang dari segi ketentuan syara' vang 
It M I N K i . Karcnanya, mereka menganggap h u k u m syara' i tu 
i d . I i l l w.i|ib, sunai dan sebagainya vang melekat pada perbuatan-
i 11 H I mukallaf yang dikenai h u k u m itu. Jadi, dari kedua 
h nidiingan ini sebenarnya berbeda pada sisi arah dan sudut pandang 
i| i bill.an pada substansialnva. 
ii I'nmbagian Hukum Syara' 
I ' m d i I n i f . i h u k u m syara' menurut usuliyyun, dapat d iambi l 
I i n bahwa hukum itu bukan satu macam saja, karena 
hill M M I id il ala 11 • a In rsangkutan dengan perbuatan mnka/laj dari segi 
i 11 11 MI . I 111 i " i p e i i i i i all i IK a i i i lib a I au dan segi keletapannva. 
//.,,/. I. \'> 
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/ suliyyun memberikan batasan nama hukum vang bersangkutan 
dengan perbuatan mukallaf dun segi perintah atau dari segi diperintah 
memi l ih atau berupa ketetapan itu dengan nama "hukum taklifi". 
Kepada h u k u m yang bersangkutan dengan perbuatan mukallaf dari 
segi ketetapan dengan nama "hukum wad'i". 
H a s h i m K a m a l i menvebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
kedua h u k u m tersebut, taklifi dan wad?' , adalah sebagai berikut: 
"Hukm shar'i is divided into the two wain varieties of al-hukm 
al-taklifi (defining law) and al-hukm al-wad'i (declaratory law). The 
former consists oj a demand or an option, whereas the latter consists 
of an enactment only. "Defining law" is a fitting description of al-
hukm al-taklifi. as it mainly defines the extent of mens's liberty of 
action. Al-hukm al-wad'i is rendered "declaratory law", as this type 
of hukm mainly declares the legal relationship between the cause 
(sabab) and its effect (mnsabbab) or between the condition (shart) and 
its object (masbruf). "Defining law" may thus described as a locution 
or communication from the luiwgiver which demands the mukallaf 
to do something or forbids him from doing something, or gives him an 
option between the two. This type of hukm occurs in the well-known five 
categories of wajib (the ob/igaory) (obligatory), mandub (recommended), 
haram (forbidden), makrnh (abominable) and mnbah (permissible). 
Declaratory law is also subdivided into the five ca fegories of sabab 
(cause), shart (condition), maiiT (hindrance), 'A^imab (strict law) as 
opposed to rukhsah (concessionary law), and sahih (valid) as opposed to 
bat if (null and void)."' 
H u k u m taklifiberbentuk tuntutan atau pil ihan. D a r i segi apa vang 
dituntut, taklifi terbagi dua, yaitu tuntutan untuk memperbuat dan 
tuntutan untuk meninggalkan. Sedangkan dari segi bentuk tuntutan 
juga terbagi kepada dua, yaitu tuntutan secara pasti dan tuntutan 
secara tidak pasti. 
A d a p u n pil ihan, tcrlctak antara memperbuat atau meninggalkan. 
D e n g a n demikian hukum taklifi ada lima ma< am, vaitu Sebagai 
' l lashim Kamali, op.cit,, Ii. 17 
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felt:5 
I untutan untuk memperbuat secara pasd (talab al-fili talaban 
fagmaii) dengan arti harus diperbuat sehingga orang yang 
memperbuat patut mendapat ganjaran pahala dan tidak dapat 
a ma sekali ditinggalkan; orang yang meninggalkan patut 
mendapat ancaman siksa dari A l l a h . H u k u m taklifi dalam 
bentuk i n i disebut jab. Pengaruhnya terhadap perbuatan 
disebut wujub, sedangkan perbuatan yang dituntut disebut 
dengan wajib (the obligatory). 
[untutan untuk memperbuat secara tidak pasti (talab al-
ii Ii talaban ghairu ja-:;imin) dengan arti perbuatan itu dituntut 
untuk dilaksanakan. Bagi yang melaksanakan, mendapatkan 
ganjaran. Tetapi bila ddak, ia tidak dikenakan apa-apa. O l e h 
karenanya, bagi vang meninggalkannva tidak patut mendapat 
ancaman dosa. Tuntutan dan pengaruh tuntutan terhadap 
perbuatan disebut dengan nadb. Sedangkan perbuatan yang 
dituntut disebut mandub (the recommended). 
luuiuran untuk meninggalkan secara pasti (talab attarki 
talaban jarjma/i). Art inya, dituntut untuk meninggalkannva. 
\pabila seseorang meninggalkannva berarti ia telah patuh 
kepada vang melarang dan ia patut mendapat ganjaran 
pahala. Sebaliknya, orang yang mengerjakannya berarti ia 
idab menyalahi tuntutan A l l a h , dan layak untuk mendapat 
aiic aman dosa. Tuntutan dalam bentuk in i dinamakan tahrim. 
Pengaruh tuntutan terhadap perbuatan itu disebut dengan 
hurmah', sedangkan perbuatan yang dilarang secara pasti 
disebut muharram atau haram (the forbidden). 
I untutan untuk meninggalkan atau larangan secara ddak pasti 
(talab at tarki talaban ghairu jarjmiu). Art inya , masih mungkin 
II n.lak meninggalkan larangan itu. fika meninggalkan lara-
ngan berarti ia telah inemaiuhi vang melarang. Karenanya, ia 
paiui mendapal ganjaran pahala. Tetapi karena tidak pastinya 
larangan itu, maka vang ddak meninggalkan larangan tidak 
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disebut sebagai menvalahi yang melarang. DffS, ia tidak berh 
mendapatkan ancaman dosa. Larangan dalam bentuk ini 
pengaruh larangan tidak pasd terhadap perbuatan diseb 
dengan karahah; sedangkan perbuatan yang dilarang sec^ 
tidak pasd dinamakan makruh (the abominable). 
5. U t a h A l l a h yang memberikan kemungkinan untuk memi l 
antara mcngcrjakan atau meninggalkan. D a l a m hal 
sebenarnya tidak ada tuntutan, baik mcngcrjakan m a u p u j 
meninggalkan karena ia ddak diperintahkan untuk 
Akibatnva, seseorang yang mengerjakannya tidak dib 
ganjaran dan tidak pula diancam dengan dosa. H u k u m dala 
bentuk i n i dan pengaruh titah i n i terhadap perbuatan diseb 
juga ibahah, sedangkan perbuatan yang diberi pil ihan u n a 
berbuat atau tidak itu disebut dengan mubah (the permissible^. 
L i m a bentuk h u k u m ini adalah h u k u m taklifi dalam perspek 
Jumhur ulama. K e l i m a bentuk h u k u m tersebut dikenal dengan na 
" h u k u m yang l i m a " (al-ahkam al-khamsah). Sementara go long 
Hanafiyyah membagi h u k u m taklifi menjadi tujuh bentuk, yai 
ford, ifab, tahrim, karahah tahrim, karahat at-tan^ih, ibahah dan nak 
Sebelum menguraikan beberapa hal p o k o k vang berhuhubung. 
dengan perbedaan penamaan d i kalangan ulama ushul ada baikn y 
diperhatikan tabel d i bawab ini yang berupaya mendeskripsika 
istilah-istilah h u k u m dan konsekuensi h u k u m vang d i timbulkann] 
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N O I S T I L A H 
H U K U M 
M E N U R U T 
U S U L I Y Y U N 
I S T I L A H H U -
K U M S E B A G A I 
A T S A R / 
M E N U R U T 
F U Q A H A 
P E R B U A T A N 
Y A N G 
D I T U N T U T 
1, Al-Ijab Al-Wujud Al-Wajib 
(the obligatory) 
j An-Nadb An-Nabd Al-Man dub 
(the recommended) 
3. At-Tahrim Al-l lurmah A1-Ha ram 
(the forbidden) 
4 . 11-Karahah Al-Karahah Ai-Makruh 
(the abomonab/e) 
\l-Ibahah Al-Ibahah • Al-Mubab 
(the permissible) 
' 'il11 label di atas dapat dilihat bahwa perbedaan antara h u k u m 
11.in wad'i adalah bahwa h u k u m taklifi dimaksudkan untuk 
mini/melarang atau membolchkan pemilihan sesuatu 
i Sedangkan h u k u m wad'i hanya menjelaskan sesuatu itu 
i 11.ib, syarat atau rnani'. Selain i tu, perbedaan lainnya adalah 
Ii i 1111k111ii taklifi selalu dalam batas-batas kemampuan mukallaf 
Ii 11".II i keadilan tuntutan//^///.' Sementara hukum wad'i tidak 
I i 11 i.i i la lam kemampuan mukallaf 
i iMnriias, Rukun dan Legal Capacity Hukum Syara' 
l Otoritas Hukum Syara' 
I b i l inn iyara' d i s e b u l j u g a d e n g a n abkam asy-syar'iyyah. 
M i n i m a \ . i i i i * l a / i m p a l i n g t i d a k m e n e g a s k a n b a h w a o t o r i t a s 
i n d a l a m p e i s p e k l i l I s l a m m e r u p a k a n " k c n d a l i " m u t l a k d a r i 
l l i l l l i • b a g i i l h u k u m \ a n g b e r d a s a r k a n syari'ab; b e r a r t i h u k u m 
l ld i i u l m I < |» i . I. i aiiiihei 'aiinbei l u i k u m I s l a m . B e r b e d a 
1 II i n I m l u r n |>i.1111 in.inn aa , y a n g b a n \ a k d i d a s a r k a n k e p a d a 
:\7 
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analog! filosofis yang bertumpu pada corak perkembangan akaj 
manusia. Akibatnya, h u k u m tersebut menjadi kering dari pesanj 
pesan otoritas tuhan (Divine authority). 
H u k u m Islam memi l ik i kekuatan yang teruji dalam sejarah pera-j 
daban manusia. Kekuatannya yang berdasarkan otoritas wahyu 
memberikan implikasi hukum kepada manusia, bahwa dengan 
kepatuhannya terhadap h u k u m itu berarti ia patuh kepada Tuhan. D; 
sinilah letak transendensi h u k u m Islam. H a s h i m K a m a l i mengatakan 
bahwa h u k u m syara' m e m i l i k i r u k u n - r u k u n , yaitu: 
"The hukm sharH, that is. the law or value of Shari'ah of three 
essential components. I 'irsl of all. the hukm must have been authorised 
by the hakim that is. the Lawgiver; it must a/so have a subject matter 
which is referred to as mabkum jib; and then an audience, namely the 
mabkum 'alayh, who must be capable of understanding or al least of 
receiving the hukm"!' 
D a r i uraian K a m a l i , dapat dipahami bahwa, hukum syara5] 
mempunyai tiga rukun, yaitu (1) hakim {the lawgiver), (2) mabkum fih\ 
(the subject-matter of hukm), dan (3) mabkum alaih (receiving the lu/km).\ 
K e semuanya harus dipahami oleh manusia, agar kehendak hukum 
dapat dilaksanakan dengan baik. 
2. Rukun Hukum Syara' 
a. Hakim/The Lawgiver 
Secara bahasa, hakim mempunyai dua makna, (1) "wadi' al-
ahkam wa mustabbilnha wa muusyi'uha wa mnsaddiruha" [Pcmbuat. y a n d 
menetapkan, yang mcmunculkan dan sumber hukum], (2) "a/-/ad™i 
yudriku al-ahkam wa yad^hharuha wa yn'arrifuha wayaksyifu 'anha" |vang 
menemukan, menjelaskan, mcmperkenalkan, dan mcnyingkap 
hukum]. 
D a r i pengertian pertama, hakim adalah Al lah S w i . Dialal l 
bIbid 
7Abdul Wahhab Khollaf, Ibid h i<. 
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i inbtiai hukum dan satu-satunya sumber h u k u m yang diritahkan 
i 111 i scluruh mukallaf O l e h sebab itu, tidak ada syari'at Islam 
ill dari Al lah Swt, baik berkaitan dengan hukum taklifi (wajib, 
1 haram, makruh dan mubah), maupun yang berkaitan dengan 
m i wad'i (sebab, syarat, halangan, sah, batal, fasid, 'a^imah dan 
• i , lb). 
• 11ma lu ikum i n i , menurut kesepakatan ulama, bersumber dari 
l l i i h I >< ngan demikian, sumber h u k u m secara hakikat adalah A l l a h 
i b.uk hukum itu di turunkan-Nya kepada N a b i saw. melalui 
ii maupun hasil ijtihad para mujtahid. D i sinilah lata mengenai 
I i h ' I i kalangan usuliyyun, "la hukm a ilia lil/ahi" [ddak ada h u k u m 
' i l i I i n sumber dari Allah|. K a m a l i mengatakan "that the source 
law in Islam is God Most I Ugh, whose will and command is known to 
llw mid alia/ either directly through devine revelation, or indirectly by means of 
• deduction and ijtihad"! 
\ ' l i | ' i n i pada pengertian kedua, yaitu "yang menemukan, 
|»i i l.enalkan, dan menjelaskan h u k u m " , usuliyyun membedakan-
i l i n pertama setelah N a b i Saw. menjadi Rasul dan menvc-
' I lam kepada masyarakat. D a l a m hal ini , usuliyyun sepakat 
11 11 i n bahwa hakim di sini adalah syari'at yang turun dari 
II ' h i n " , dibawa melalui Rasul Saw. A p a vang dihalalkan Al lah 
i balal, dan apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram. 
hhalalkan Allah disebut dengan hasan (baik), sedangkan 
ihbaiamkan \llab disebut dengan qabih (buruk/jelek). Yang 
mbawa implikasi kemaslahatan, sedangkan yang terakhir 
i ' i i l i iniidaraian atau kemafasadatan bagi manusia. 
I ' ' I n i i b e h i i n N a b i Saw. menjadi Rasul. D a l a m hal ini , 
1 i ' |' 11 pel In da, in pendapal di kalangan ulama tentang siapa yang 
I mpei kenalkan, dan menjelaskan h u k u m . Sebagian 
mlapai paila an m i ddak ada hakim dan tidak ada h u k u m 
A l n H t i n mereka adalah, hukum tidak dapat diperoleh sebelum 
1 1 l i m n id Saw diangkal menjadi Rasul, karena akal ddak mampu 
'I i 1 ' I ' l l i l.ab nu, hakim adalah \llah Swt, dan yang 
" i I 1111, an bill i n n .la 11 bak li II II II adalah , \ a i a ' dan , \ a i a ' belui II 
11 • I I tin -Ii "/' til., I) IN 
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ada. Ini adalah pandangan ulama Ahlussunnab wa al-Jama'ah. 
Sementara itu, ulama Muktazi lah berpendapat bahwa pada 
hakikatnya hakim adalah Al lah Swt, tetapi akal mempunyai 
kemampuan untuk me nemukan h u k u m - h u k u m A l l a h dan 
menyingkapkan serta menjclaskannya, sebelum datangnya syara'. 
Pesoalan yang polemikal in i oleh usuliyyun dikenal dengan perdebatan 
tentang "at-tahsin wa at-taqbih", vaitu menyatakan sesuatu itu baik 
atau buruk. A d a beberapa pengertian yang dikemukakan usuliyyun 
tentang hasan dan qabib. yaitu sebagai berikut : ' 
/. /lhbusuu, berarti sesuatu yang disenangi dan sesuai dengan 
keinginan manusia, seperti rasa manis dan memberikan 
pertolongan terhadap orang lain. Sedangkan, qabib adalah 
sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia, seperti rasa pahit 
dan mengambil harta orang lain secara zalim. 
2. Al-husnu berarti sifat yang sempurna, seperti pengetahuan dan 
kemuliaan. Sementara qabib adalah sifat yang negatif, berupa 
kekurangan seseorang, seperti b o d o h dan kikir. 
3. Al-husnu adalah sesuatu vang boleh dikerjakan manusia. 
Ia m a m p u mengetahui kebaikannya dan mengerjakannya, 
sedangkan qabib adalah kebalikan dari i tu, vakni sesuatu yang 
boleh dikerjakan manusia dan tidak dapat dicapai oleh akal. 
7. Al-husnu berarti sesuatu yang apabila dikerjakan, maka orang 
yang mengerjakannya mendapat pujian d i dunia dan mendapat 
imbalan pahala di akhirat, seperti taat. Sementara qabib adalah 
sesuatu vang apabila dikerjakan, maka orang itu mendapatkan 
eercaan di dunia dan mendapakan ancaman dosa d i akhirat, 
seperti mcngcrjakan perbuatan maksiat. 
Ka lau pada dua persoalan pertama, usuliyyun menvepak . i tuna 
bahwa akal memil iki kemampuan untuk memberikan penilaian, 
maka pada dua persoalan terakhir, terjadi perbedaan di kalangan 
mereka, apakah hal tersebut dapat dicapai melalui akal atau tidak. 
'Lebih lanjut lihat Wahbnh Zulml l i . ,*/».,-//.. hh I K , MI 
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i l| ii111.111 kita melihat dua poros perbedaan penting, yaitu yang 
M I I I diwakili oleh ulama Asv'ariah, dan kedua ulama Muktazi lah . 
1 i i 1 1 1 >11gan yang pertama memandang bahwa pada pengertian 
i <laii keempat di atas bersifat syar'iyyah, maka hanya dapat 
i ibui melalui syara'. Karena menurut mereka, baik dan buruk 
• ul ib lerdapat pada zatnya, melainkan bersifat iiisbi (relatif). 
II I i n golongan yang kedua, mengatakan bahwa hasan dan 
eluruhnya dicapai dan ditentukan oleh akal. A k a l dapat 
HI n l a n baik atau buruknya sesuatu tanpa harus diberitahu oleh 
11 i 1 1 1 mereka, sebagian yang baik dan yang buruk terletak pada 
i d m sebagian yang lain terletak antara manfaat, mudarat, baik 
Uii I n n i i k . 
ii H I sekali bahwa perdebatan di kalangan ulama tersebut 
)• l - i l i m i ngarah kopada teologi (ketuhanan), di mana akal sebagai 
Ink i iplaan N v a berhadapan dengan wahyu. Kemampuan akal 
• I m i II;•< labui baik dan buruk dan sampai sejauh mana batas 
1 111 * i h n n i v a , membuktikan bahwa persoalan ini menjurus kepada 
ill mana para ulama memahami potensi akal dan wahyu Al lah 
H | 
I win ' makin tajam perdebatan diantara mereka, seperti 
• 11• 11igl apkan oleh Kamal i , terutama tentang sejauhmana 
I 'M in akal mengetahui syari'at, "when the banian intellect 
.l,i,i».nh \ that something is good (hasan) or evil (qabib). is it imperative 
' > h, bnl in of the lawgiver should be identical with the dictates of reason? 
1 • i nan vang panjang, K a m a l i menggambarkan pendangan 
III h i n . u i i - itu. la mengatakan sebagai berikut: 
"f'irsfly, the ash'arites, namely the followers of Abu'l-Hasan al-
II / ' , / / : ( , / > 7 1.1I.), maintain that is not possible for human intellect 
' '-/lie what is good and evil in the conduct of the mukallaf or 
i» identify the bid m prom the I siwgiver concerning the conduct of the 
tkallaf, without the aid of divine guidance. I'or human reasoning and 
leiHiciil aie liable to err. While an act may be evaluated by one person 
./i ri'i'i /, a no the i person might say the opposite. \\"e normally say, for 
i- :-l,; that honesty is goo,/, but when it is likely to cause the death 
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of an innocent person in the hands oj a tyrant, it may be regarded as 
evil it. It is therefore not for the human intellect to determine the values 
of things, and we cannot say that the 'aql deems to be good is uecessr/iy 
good in the sight of God, or that what it considers evil is also evil in 11 is 
sight... Secondly, the Muktazilah, that is, the followers oj Ibrahim al-
Xayr^am, have held the view that human intellect can identify the law of 
God regarding the conduct of the mukallaf ereu without the meditation 
oj scriptures and messengers. The Shar'i only removes the curtain from 
what the 'aql could itself perceive, and in essence the former is identical 
with the latter. The intellect ('aql) can identify the good and evil in human 
conduct by reference to its benefit and harm. God's law concerning the 
conduct of the mukallaf is not only identifiable by the human intellects 
but it also identical with the dictates of the human intellect. God only 
asks the mukallaf to do what is beneficial and forbids him from doing 
what is harmful. Whatever the 'aql sees as good or right, is also good 
in the sight of God, and vice versa. A person who acts against the 
rquirement of reason may therefore be punished and one who acts in 
harmony with it may be rewarded. In this way, a person who has received 
no communication from the Lawgiver can still be considered a mukallaf 
and be held responsible on the basis of the reason, and his punishment 
or reward can be determined accordingly. The Muklarj/ah assert that it 
is impossible for God to command something which is inherently evil or to 
prohibit something that is intrinsically good, which obviously means that 
shar'i and 'aql are a/ways in agreement with one another... Thirdly, the 
Maturidis. namely the followers of Abu Mansur al-Maturidi (d.333 
•II I.) bare suggested a middle course, which is adopted by the I lanafiws 
and considered to be the most acceptable. According this view, right and 
wrong in the conduct of the mukallaf can indeed be ascertained and 
evaluated by the human intellect. But this does not necessarily wean that 
the law of God in regard to such conduct is always identical with the 
dictates of 'aql, for human intellect is liable to error ... this view also 
agrees with that of Muktazilah to the extent of its recognition that 
the inherent values of things are discernible by human intellect which 
can perceive and deled values in the nature oj th/ngy. The Mutitrnbu 
however, differ with the Muktazilah in that they hold (hat no reward 01 
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{Mini done nt can be granted on the basis oj 'aql alone".'" 
b. Mahkum Fib/The Subject-matter of Hukm 
III 11II11 K a m a l i mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 
an fib adalah "the acts, rights and obligations of the mukallaf which 
ttudi/ute the subject-matter of a command, prohibition or permissibility".11 
I h i l l b . i i . i ,an ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 
fkttm I'b ialah perbuatan mukallaf yang terkait dengan titah syari', 
III i n " bersifat tuntutan mengerjakan; tuntutan meninggalkan 
in MI dan memilih suatu perbuatan. Dengan kata lain, yang 
1.1 nil \tressiug/w///-nya adalah perbuatan mukallaf Dus, perbuatan 
i n . i ipkan suatu h u k u m melalui titah A l l a h Swt. Misalnva F i r m a n 
n i l i , vang berbunyi "wa la laqtiiln an-nafsa al-lati harramallahu ilaa 
,.|jangan kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan 
II 'I lainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar ...J (Q.s.6:151). 
I 1 H I niilab kita mengenai kaidah usul yang mengatakan "t idak 
./ (pembebanan hukum) melainkan terhadap perbuatan". 
HI demikian dapat dipahami bahwa h u k u m berlaku pada 
• ' i H I , bukan pada zatnva. M c m a n g perbuatan itu melekat pada 
Inngga bila suatu perbuatan telah memenuhi syarat sebagai 
hukum, maka berlaku pada manusia yang mempunyai 
1 " H HI nu beban hukum (responsibility of law). 
1 1 meuentukan apakah seseorangdikenaibeban hukum terha-
i i . i t i i perbuatan, amat tergantung pada apakah perbuatannva 
'' I i l i memenuhi kualilikasi sebagai perbuatan hukum. Beberapa 
I ' l ' l i u l i i i n ,cbui adalah sebagai berikut : 1 2 
/ Wul alia/ mengetahui secara sempurna perbuatan vang akan 
• l i l i l u l ,an , sehingga tujuannya dapat ditangkap dengan jelas 
.I i n dnpnl ia lakiikan. Seorang mukallaf ddak dituntut untuk 
I I i l i n n I amah , Op . // , I i . . ' I 
"//•. ./. I. 21 
1 //•„/ 
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mendirikan salat, membayai r^akat, mcngcrjakan haji dan 
lainnya, tanpa mengetahui secara baik hukum Allah yang 
terkait dengan perbuatan itu. Pengetahuan mukallaf terhadap 
h u k u m perbuatan i tu harus dibarengi dengan pengetahuannya 
tentang rukun, syarat, dan kaifiyatnya. O l e h sebab i tu, usuliyyun 
menetapkan bahwa nas (ayat dan hadis) yang bersifat mujmal 
(global) tidak dapat menjadi dasar taklif. 
Mukallaf mengetahui dengan baik sumber taklif yang akan ia 
perbuar. Tujuan mukallaf dalam melaksanakan titah itu sejalan 
dengan tujuan A l l a h Swt. Yang dimaksud dengan pengetahuan 
mukallaf terhadap sumber taklif adalah kemungkinan untuk 
mengctahuinya, yakni de ngan kemampuan akalnya. Karena-
nva, anak kecil , orang gila, mu'allaf, tidak dituntut melakukan 
takiij yang belum diketahumya, karena mereka belum atau 
tidak mampu memahami hukum tersebut. 
3. Perbuatan tersebut adalah sesuatu vang mungkin dilakukan 
oleh mukallaf dan berada dalam batas kemampuannya. 
Mabkum fib terbagi dua, yaitu: pertama ditinjau dari segi 
keberadaannya secara material dan syara' kedua dari segi hak yang 
terdapat dalam perbuatan i tu sendiri. 
I. Ditinjau dari segi keberadaannya secara material dan syara' 
a) . Perbuatan vang secara material ada, tetapi tidak tcrmasuk 
perbuatan vang terkait dengan syara', seperti makan dan 
m i l i u m . K e d u a perbuatan ini adalah perbuatan mukallaf, 
tetapi tidak terkait langsung dengan h u k u m svara'. 
b) . Perbuatan vang secara material ada dan menjadi sebab ada 
nya h u k u m syara', seperti zina, pencunan dan pembunuban. 
Kesemuanya menjadi sebab adanva hukum syara' 
c) . Perbuatan vang secara material ada dan barn bernilai syar'i. 
apabila memenuhi rukun dan syara! yang telah .hi . uinl i n 
seperti salat dan zakal. 
d) . Perbuatan \ang setaia Material lid I llail llillkllj \yai\l\ ' i ia 
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Bli ngakibatkan adanya hukum syara' yang lain, seperti 
Oil ah, jual-beli dan sewa menyewa. Perbuatan scperd i n i 
ecara material ada dan diakui oleh syara'. Apabila n i e m e 
nuhi rukun dan svara tnva, perbuatan itu, masing-masing 
in. ngakibatkan munculnya h u k u m syara' yang lain, yaitu 
halalnya berhubungan suami isteri, kewajiban nafkah, dan 
kcwajiban mahar. 
i i MI dari segi hak vang terdapat dalam perbuatan itu 
I 1 il M I I bagian in i , hak dibagi kepada empat macam, yang kese 
i mi nuliki konsekuansi h u k u m dan mcnuntut penyelesaian 
hukum dalam status vang berbeda dalam konteks d i mana hak 
Ii km. 
a) Seinala mala hak Al lah (baqqul/ab), yaitu segala yang me 
II iiigkui kemaslahatan u m u m tanpa kecuali. D a l a m konteks 
M M seseorang tidak dibenarkan melakukan pelecchan dan 
in. lakukan dndakan yang mcngganggu hak ini. Pembahasan 
H I " ini juga dilakukan oleh K a m a l i . la mengatakan 
11 ihwa: 
" l//i which exclusively consist of the Right of God, such as acts 
/. mii,HI and worship, including salah and jihad, which are the 
• oj religion and are necessary for the establihment oj an Islamic 
I be\e. which are often referred to as huqnqu Allah al-kha/isah. 
»i "pine Rights of God" occur in eight varieties; (I) Rights of God 
H A/, l> ,,IIIM\1 exclusively of worship, such as professing the jaith (iman). 
udab al ah, the pilgrimage and jihad. (2) Rights which consist of both 
• •'•/>//> o/ financial liability (ma'uuah), such as charity given on the 
• ••• " on of 'id id /itr, marking the end of Ramadan, (3) Rights in which 
•idrtl liability i,\ yreater than worship, like the tithe that is levied on 
dtmal < rof<\, (Ij R/gbt\ of God which consist of financial liability 
propensity toward punishment, such as the imposition of 
i on land in the lonqnred territories, (i) Rights which consist 
*/ punishment only, like the biidnd, that is, the precribedpenalties for 
tfa/i and adultery, and so forth, (ft) Rights winch consist of minor 
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punishment (uqubah qasirah), such as excluding the murdered from the 
inheritance oj this victim. This is called "uqubah qasirah" on account 
oj the /act that it inflicts only a financial loss. (7) "Punishments which 
lean toward worship", such as the penances (k.affirat), (8) exclusive 
rights, in the sense that they consist of rights alone and are not necessarily 
addressed to the mukallaf. such as the community right to mineral wealth 
or to the spoils of war (gbana'im). "" 
b). Hak hamba (haqq al-'ihad), yaitu vang terkait dengan kepen 
tingan pribadi sescorang, seperti kompensasi dari harta yang 
dirusak, hak-hak kcpemilikan, dan hak-hak pemanfaatan 
hartanya sendiri. Karena ia sebagai hak pribadi , maka 
mukallaf berwenang untuk menggugurkannva. K a m a l i juga 
mengatakan tentang ini dengan ungkapannva: 
"acts which exclusively consist of the rights of men, such as the right 
to enforce a contract, or the right to compensation for loss, the purchasers 
right to own the object he has purchased, the vendor's right to own the 
price paid to him, the right of pre-emption (shuf), and so on. To eufoce 
such rights is entirely at the option of the individual concerned; be may 
demand them or waive them, even without any consideration"." 
c). Gabungan antara hak Al lah dengan hak hamba, tetapi hak 
Al lah lebih dominan, seperti hukuman untuk tindak pidana 
qad-:yap (menuduh orang lain berzina). D a r i sisi kemas/ahahm 
dan kehormatan masyarakat, hak in i termasuk hak A l l a h . 
Sementara dari sisi mcnghilangkan rasa main dari orang yang 
dituduh, maka hak itu termasuk hak pribadi (hak hamba). 
Sehubungan dengan itu, Kamal i mengatakan sebagai berikut: 
"acts which exclusively consist of the rights of the community and those 
of individuals are combined, while of the two the formerpropenderate. 
The right to punish a slanderer (qadhip) belongs ... the basic criterion of 
"Ibid. h. 28 
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distinction between the Right of God and the Right of man is whether 
a can be exempted by the individual or not... "." 
• 1  I .<impromi antara hak Al lah dan hak hamba, tetapi hak hamba 
lebih dominan, seperti qisas. Hak A l l a h dalam qisasberkaitan 
dengan pcmeliharaan keamanan dan penghormatan terhadap 
dai ah seseorang yang tidak halal dibunuh, sedangkan hak 
pribadi hamba adalah menjamin kemaslahatan pihak ahli 
waris korban, karena dalam pelaksanaan qisas semuanya 
diserahkan dengan sepenuh nya kepada ahli waris korban. 
Bagi mereka ada hak untuk menggugurkan hukuman, 
11an meminta alternatif hukuman lain. Lagi-lagi K a m a l i 
mengatakan sebagai berikut: 
'There are matters in which public and private rights are combined 
hut where the latter preponderate. Retaliation (qisas). and blood-money 
(diyab) of any kind, whether for life orfor grievous injury, fall under this 
• o i of rights. The community is entitled to punish such violation, 
hit the right of the heirs in retaliation and in diyab for erroneous 
kill/ny, and the right of the victim in respect oj diyab for injuries, is 
onderant in view of the grievance and loss that they suffer as a result. 
I he vi/ardiau (wall) of the deceased, in the case oj qisas, is entitled to 
pai, Ion If>e offender or to accept a compensation from him. But the state, 
' repereseuts the community, is still entitled to punish the offender 
igh a la 'rjr punishment even if he is pardoned by the relatives of 
deceased".''' 
«. Malikum alaih/The Receiving of the hukm 
. H i " dimaksud dengan mabkum 'alaih adalah seseorang yang 
ilntmannya dikenai titah Allah Swt, yang kemudian disebut 
' //'.,/ . I. 'H 
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dengan mukallaf}' Secara bahasa, mukallaj berarti yang dibeban: 
hukum. Dalam istilah IISII liyyun, mukallaf disebut juga dengan 
mabkum \ilaih. Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu 
bertindak h u k u m , baik yang berhubungan dengan pcrintah A l l a h , 
maupun larangan-Nva. 
Dengan kata lain, mabkum 'alaihi adalah orang yang kepadanva 
diberlakukan hukum. Hashim K a m a l i berpendapat bahwa yang 
dimkasud de ngan mahkum 'a/aih adalah "the person lo whom I lie hukm is 
addressed, and it looks into /lie q' us/ion o/ whether be is capable of nude islan-
ding /be demand thai is addressed lo him and whether he comprehends the 
grounds of his responsibility (taklif)."' 
Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknva kita mengetahui 
terlebih dahulu, sejak kapan perbuatan seseorang dapat dikenai 
taklif. I ' snliyyun sepakat bahwa taklif berlaku, manakala memenuhi 
kualifikasi berikut in i : 
1. M a m p u memahami khitab as-Syan'vang terkandung dalam al-j 
Q u r a n dan Sunah, baik secara langsung atau p u n melalui orang 
lain. Maka , mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk 
mcmahaminva, niscava tidak mungkin untuk mclaksanakan 
taklif. 
2. Cakap dalam bertindak hukum (al-ab/iyyah). Maksudnva, 
apabila seseorang belum atau tidak cakap bertindak h u k u m , 
maka seluruh perbutannya ddak dapat dimintai pertanggung 
jawaban, seperti anak kecil, orang gila, orang vang pailit dan 
orang yang berada di bawah pengampuan (hajr). 
D. Ahliyyah/Legal Capacity Hukum Syara' 
Secara etimologi, ahliyyah adalah "kecakapan nunai igai i i suaiu 
urusan". Secara lerminologi , wh/iyyah adalah, " a/nluu yuq,idduruba ,/« 
, 7Wihbih Zuhttili,.»/'«//. Ii 156 
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Syau as-syakhsi tafa/uhu mahallan salihan li-khitabin lasyri'in" |suatu 
11 11 vang d i m i l i k i seseorang, yang dihasikan oleh Syaii untuk 
nlukan seseorang itu telah cakap untuk dikenai tuntutan syara]. 
| ' M I definisi i n i dapat dipahami bahwa ahliyyah adalah sifat vang 
nnjukkan seseorang itu telah sempurna fisik jasmaniahnya clan 
<\ i l iuhaniaynya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh 
u . r . 
I 'adiyyuu membagi ahliyyah ke dalam dua bentuk, yai tu : 1 9 
\hliyyah al-wujub (receiptive legal capacity), yaitu sifat kecakapan 
• ' i irang untuk mencrima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi 
I • • cakap untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, 
I p n b i l a seseorang menghibahkan hartanya kepada orang yang 
UK m i l i k i nh/iyah al-wujub, maka yang disebut terakhir ini telah 
' 11 -> | > mencrima hibah. Usuliyyun menyatakan bahwa ukuran 
M I 1 ' digunakan dalam menentukan ahliyyah al-wujub seseorang 
-III ili sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi umur, baligh 
dak, cerdas atau tidak. Ahliyyah al-wujub dibagi kepada dua 
11 • t • i.111, yaitu: 
II Ib/iyyab al-wujub an-naqisab, yaitu ketika seseorang masih 
berada di dalam kandungan ibunya, ia dianggap memil ik i 
ahliyyah al-wujub yang belum sempurna, karena hak-hak yang 
harus diterimanya belum dapat menjadi miliknya sampai 
i i i I i I) i r ke dunia. 
|») \hbyyab al-wujub al-kamilah, vaitu kecakapan mencrima hak 
bagi anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan 
11 i l i - l i dan berakal. 
\bbyyab al ada'(act/re legal capacity), yaitu sifat kecakapan ber-
I il hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk 
Ml 1111 • • 1I sniggling]awahkan seluruh perbuatannya, baik posi t i f 
• • * i<11 " . i i i l \ p a b i l a melakukan perbuatan yang dituntut 
I a ia dinggap telah memenuhi kewajiban dan mendapat 
I 111 11 i i I ' ihl m a, jika melanggarnva, ia akan berdosa. 
' "VV. i l i l . a l i / u l i a l l l , <•/'. // , h h I ' M I 
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K e d u a pembahasan ahliyyah d i atas selengkapanya dapat dilihat 
dalam uraian K a m a l i berikut i n i : 
"Legal capacity is primarily divided into two types; capacity to receive 
or inhere rights and obligations, referred lo as ahliyyah al-wujub, and 
capacity lor the active execise of rights and obligations, which is referred 
to as ahliyyah al-ada'. The former may be described as "receptive legal 
capacity", and the as "active legal capacity"... receptive legal capacity is 
vested in every human being, competent or otherwise. An insane person, a 
foetus in the womb, a minor and a foolish person (safih), whether in good 
health or in illness; all process legal capa city by virtue of their dignity 
as human beings. 
Active legal capacity is only acquired upon attaining a certainlevel 
of intellectual maturity and competence. Only a person lvho understands 
his acts and his words is competent to conclude a contract, discharge cm 
obligation, or be punished for violating the law. Active legal capacity, 
which is the basis oj responsibility (taklif), is founded in the capacity 
oj I lie mind lo understand and to discern. But since intelligence and 
{//seern men I are hidden qualities which are not readily apparent to the 
senses, the law has linked personal responsibility with the attainment oj 
tin' age oj majority (bidugh), wind) is an obvious phenomenon and can 
be established by factual evidence ... 
Receptive legal capacity may either be "deficien" or "complete". The 
receptive legal capacity of a child in the womb is incomplete in the sense 
that it can only receive certain rights, such as inheritance and bequest, 
but cannot bear any obligation toward others. Receptive legal capacity is 
complete when a person can both have rights and bear obligations. This 
type oj legal capacity is acquired by every human being as of the moment 
oj birth. During its infancy and later stages of chi/bood, a child is 
capable of discharging, albeit through his guardian, certain obligations 
in respect, for example, of maintenance, liability for loss (daman), and 
payment for services rendered to him".2" 
Secara u m u m pesan penting yang dapal kita ambil dad ungkapan 
di atas adalah bahwa pcrtanggungjawaban atas b i i l . i i m dalam 
I l.l'.limi I .mil. Op , , / , | , 1 
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II M I Islam harus memenuhi kelengkapan juridis. Y a n g 
i ud di sini tentunya terpenuhinya r u k u n dan syarat suatu per-
i l i hukum, tidak terdapat halangan untuk melakukannya serta 
i n 11111>uan secara h u k u m untuk melakukan perbuatan tersebut. 
" i n demikian h u k u m syara' merupakan h u k u m yang 
I i|> dan komprehensip dalam membahas pertanggungjawaban 
i n I esemuannya harus dipahami sebagai kerentuan .nw/'Vyang 
Miir i segala perbuatan mukallaf dapat benar-benar dilakukan 
u l H I semangat keimanan kepada T u h a n {the Lawgiver). A r -
dengan melakukan perbuatan h u k u m yang berdasarkan 
II \yara', berarti mukallaf itu mematuhi ajaran agamanya, 
11 Urn 
i Hukum Taklif i ; Pengertian, Pembagian dan 
Mukanismenya 
I. Pengertian Hukum Taklif i 
• l 1 i• • nmana yang telajh dimaklumi bahwa h u k u m taklifi adalah 
M M Allah Swt vang berkaitan dengan perintah untuk berbuat 
|ieiiniah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Terdapat 
i i MI benluk lu ikum i n i antara yang dikemukakan oleh Jumhur 
il Wulal allimnn dengan yang dikemukakan oleh Hanafiyyah. 
I i MI i i u I H I awal dari sisi kekuatan dalil h u k u m itu sendiri. 
i I ilangan |umhur ulama, h u k u m taklifi berkisar pada 
bentuk hukum, vaitu ijab, nadb, ibahah, karahah, dan tahrim 
I i n d i I iIi11; \ I I I I lanalivvah hukum taklifi mempunyai tujuh 
IM i n " i hul um, yaitu: 2 2 
i I) ,/./ \ aim i i in iuian Allah kepada mukallaj untuk dilaksanakan 
i i " M m I untutan Vang pasti dan didasarkan atas dalil yang 
p u l l hu l d . n i I ; M peiiwavalan maupun dari segi dalalah 
'I Mi.111111>.11111sa) Misalnya, tuntutan untuk melaksanakan 
i i u 'I H m l i ; l\ II i l a l \\ a l dan hat lis \ ang u l e u ; - a ml u m \ 
t i l l ' i l l . I I I , l l l l l l/ l | //,, till. -I'l '< 
i i l l u . l t l l i i , lUhul //«///1fakarlai |.og»a, 1997),hh. 285 86 
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tuntutan mcndir ikan salat dan membayar zakat sifatnya adalah 
cftil '/. 
2. Ijab, yaitu tuntutan A l l a h kepada mukallaj untuk melaksanakan 
suam perbuatan, tetapi melalui tuntutan yang bersifat ~anm 
(reladf benar), baik dari segi periwayatan maupun dari segi 
dalalah (kandungan) nya. Misalnya, kewajiban membayar zakat 
fitrah, membaca al-fatihah dalam salat dan ibadah kurban. 
Kesemuanya, menurut Hanafiyyah, tuntutannya bersifat ijab 
dan wajib dilaksanakan, karena kewajibannya didasarkan 
kepada tuntutan yang zanni. 
3. Nadh, maksudnya sama dengan fumhur ulama. 
4. Ibahah, maksudnya sama dengan |umhur ulama. 
5. Karahah 'l'a//rjh/yyah, yaitu tuntutan A l l a h untuk meninggalkan 
suatu pekerjaan, tetapi tuntutannya ddak dengan pasti. M i -
salnya, larangan berpuasa pada hari lum'at. Bentuk ini , sama 
pengertiannya dengan Karahah d i kalangan fumhur ulama. 
6. Karahah Tahrimqyah, yaitu tuntutan A l l a h untuk meninggalkan 
suatu perbuatan dengan cara yang pasti, tetapi didasarkan 
kepada dalil vang zanni, baik dari segi periwayatannya maupun 
dari segi dalalahnya. Apabi la pekerjaan yang dituntut untuk 
didnggalkan tersebut tetap dikerjakan seseorang, maka ia 
dikenakan ancaman hukuman dosa. Misalnya, tuntutan Al lah 
untuk meninggalkan jual beli kedka panggilan salat jum'at 
telah terdengar (Q.s. 62 :9). O l e h M u h a m m a d i b n al-Hasan as-
Saibani (w. 804 M.) dikatakan bahwa bentuk h u k u m ini sama 
pengertiannya dengan haram dalam perspekrif Jumhur ulama. 
7. Tabriz//, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan 
secara pasd dan didasarkan pada dalil yang c/a/'i, baik dari segi 
periwayatannya maupun dari segi dalalahnya. Misalnya, la 
rangan membunuh jiwa (Q.s. 17:23) dan melakukan perzinaafl 
(Q.s. 24:2). 
Demikianlah dapal kita saksikan bahwn mi I ipun ti L'dapal urai 
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111 n i " lerkesan elaboratif dari Hanafiyyah, namun dalam beberapa 
i lu ikum vang dipergunakannya terdapat kesamaan-kesamaan 
in in. Kelihatan dengan jelas bahwa perbedaan d i antara 
lengan Hanafiyyah hanya berputar pada penamaan terma 
" i n , bukan pada signifikansi substansialnya. 
11 (I lagian ahli usul berpendapat bahwa, akibat dari perbedaan 
nl hukum yang bertolak dari sisi kekuatan dali l h u k u m , maka 
l " i ipii konsekuensi hukum berikut i n i layak dipertimbangkan, 
i I i i " a i I terikut: 
Vpabila suatu aintutan fard atau tahrim diingkari , menurut 
I I mafiyyah hukumnya kafir ; karena h u k u m fard atau haram 
i I n i lapkan berdasarkan dalil vang qat'i vang tidak ada takwil 
terhadapnya. Apabi la tuntutan ijab diingkari , maka orang 
I I ' b u i ddak dihukumkan kafir; karena hukum wajib 
I n i lapkan berdasarkan dalil ^aniii. Sementara i tu, bagi Jumhur, 
i I a ddak membedakan antara hard dengan wajib. Das, 
ill n i " yang mengingkari sesutau yang fard, wajib dan haram,, 
II i ip dihukumkan kafir. 
l l n i i h u a h mengatakan bahwa apabila seseorang mening-
ill n i pekerjaan fard dalam suatu ibadah, maka ibadahnya 
bill a I dan ia wajib mengulanginva dari awal. Misalnya, se-
• n i " meninggalkan ruku ' atau sujud dalam salat (hukum 
I • 'In inv.i A//(/), maka salatnya batal dan wajib mengulanginva 
i " i i il \ kan tetapi, apabila yang didnggalkan i tu pekerjaan 
l|ll I i ndak batal walaupun dianggap tidak sempurna. 
h iln i , mi ninggalkan bacaan surat al-fatihah dalam salat. 
i i ' l i vang tidak membacanya, menurut mereka, 
lliilii i I H I n i " sempurna; ia boleh mengulanginva atau p u n 
ll i ihii l|ii l l H I alalnya, meskipun ia tetap dianggap berdosa 
i I ih iiu ninggalkan sesuatu yang wajib. Sementara bagi 
Inn bei peudapai bahwa apabila salal yang wajib atau yang 
I linn • ,11 M I , maka salatnya batal, karena mereka tidak 
" ' I ' ' h i ni aiii.ua \ .mil bad dengan wajib. O l e h karenanya, 
i ibila • i i ' i a i i j - meninggalkan al\'alibah dalam salal, maka 
' I " " i b u 11 11 in ia 1111 mcngiilangi •. .i 1 a i u \ a. 
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3. Perbuatan yang masuk dalam karahah at-tahrimiyyah. menurut 
I lanafiyyah, apabila dikerjakan mendapat dosa, sekalipun orang 
yang mcngingkarinya tidak dihukumkan kafir. Sedangkan 
perbuatan yang termasuk karahah a/-/aufir;iyyah, pelakunya 
tidak d i h u k u m , ddak dicela dan ddak dikenai dosa, melainkan 
perbuatan i tu tidak termasuk perbuatan yang bernilai utama. 
Bagi fumhur, karahah i tu hanya satu bentuk saja; pelakunya 
tidak diancam hukuman, tetapi cukup dicela. Sedangkan 
karahah at-tahrimiyyah dalam terma Hanafiyyah, sama dengan 
hurmah dalam terma fumhur. 
Berdasarkan beberapa konsekuensi h u k u m di atas, lata perlu 
memberikan catatan penting seputar perbedaan tersebut, yaitu: 
1. J u m h u r ulama membagi h u k u m mandub dan makruh kepada 
beberapa tingkatan. Misalnya, sunnah mu'akkadah dan 
sunnah "hair ahmu'akkadah. N a m u n demikian, mereka tidak 
menempatkan pembagian i n i sebagai bagian tersendin dan 
h u k u m taklifi. 
2. Pembedaan antara fard dengan wajib menimbulkan implikasi 
vang membingungkan. Misalnya, membaca al-Fatihah dalam 
salat. Apabi la pembagian tersebut dtikuti, akibatnya adalah 
bacaan itu fard bagi Rasul Saw. dan sahabat vang langsung 
mencrima dan mendengar hadis tersebut. M a k a , kalau tidak 
dibaca, salatnya batal. Sedangkan bagi sahabat yang lain; tidak 
menerima dan mendengar langsung bunvi hadis i tu, maka 
apabila didnggalkan tentunva tidak membatalkan salatnya. 
H a l ini jelas tidak diterima syara', karena tidak ada perbedaan 
antara Rasul Saw, dengan para sahabat yang mendengar dan 
mencr ima ha dis tersebut atau juga k a u m musl imin lainnya 
bahwa al-Fatihah adalah wajib dalam salat. 
3. H u k u m - h u k u m syara' yang bersifat qa/'i, baik dart segi 
periwayatannya maupun dari segi dalalahnva sangat tcrbaiav 
H a l i n i juga membawa implikasi , yakni terbatasnya hukum fard 
sebagaimana \ ang dikemukakan I lanafij j ah 
I. Perbedaan lafa^ lard dengan wajib ocn log! ddak 
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ubawa pengaruh dalam h u k u m dan tidak bisa dikuarkan 
• I.• 11 satu d i antara keduanya, karena pembicaraan para 
ulama usul tcntang fard dan wajib adalah dalam pengertian 
ti i u 11111 > 1< )gisnya. D i samping i tu, a l -Quran menggunakan 
kedua lata/ tersebut (farddan wajib) untuk makna yang sama. 
I'« 11 icrdaan lafazjdrddan wajib di kalangan kedua aliran tcrscbut 
i mala mata perbedaan lafaz dan istilah. Al -Amidimengatakan 
bahwa 11 wa hi ahjnmlah fa al-mas'a/ah lafdigyyah"2* [prinsipnya, 
| H rbedaan i tu semata bcrtsifat lafaz]. Senada dengan i tu, al-
Mahalli berucap, "wabziwa ayy al-khi/afu lafd^iyyun, ayy 'aid//// ila 
al lajif wa at-tasmiyyah" [Hal tersebut hanya perbedaan lafaz, 
• I n i kembali kepada persoalan lafaz dan terma]. 
i iraian di atas dapat dikatakan secara aman bahwa h u k u m 
I lili di kalangan Jumhur ada l ima, yaitu wajib, nadb, karahah; hurmah 
il • 111 di. Sedangkan di kalangan Hanafiyyah ada tujuh, fard, wajib, 
ibahah, karahah tan^ih, karahah tahrim dan tahrim (haram). 
I . Pembagian Hukum Takl i f i 
a. Wajib (The obligatory) dan Pembagiannya 
\l . i i /.ahrab memberikan definisi wajib sebagai suatu perintah 
h i i u s dikerjakan; orang vang meninggalkannva dikenakan 
ini dosa. 1 ' O l e h ulama usul mendefinisikan wajib sebagai 
•it-tin pci intab, d i mana orang yang meninggalkan perbuatan tersebut 
ili n iec la . Selanjutnva, A b u /.ahrab memberikan komentar 
llindap dua definisi d i atas. la mengatakan bahwa definisi tersebut 
liilah definisi atau ta'rij hi ar-rasm, sementara yang dikchendaki 
i il ih Ii bib dan itu, yakni definisi atau la'rif bial-had. 
inn i pertama berkaitan dengan penje lasanhasi ldankonklusi , 
Ifdililgkan yang kedua lebih kepada hakikal atau essensialnya. M a k a 
I'lininlnva, ada baiknva diperbaiikan definisi yang diungkapkan 
ilhuldln Miili.iiuiiia.l al Amldl, ul thkam // I hul al Ahkam (Beirut: Dar 
• l I hal 'llmlyah, IVH3), h. 27 
' \ I . i i . al.iali, n/nil , Ii 10 
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oleh a l - A m i d i dalam kitabnya al-lhkam // VJSUI al-.lhkam, yang me-
ngatakan bahwa wajib (the obligatory) syar'i adalah perintah A l l a h , 
yang apabila didnggalkan akan menyebabkan timbulnya cercaan 
menurut syara' . 2 5 
Wajib terbagi menjadi beberapa bagian, dan setiap bagian dapat 
ditinjau dari segi tertentu, seperti segi waktu, ^a/iyah h u k u m yang 
diperintahkan, umum-khususnya perintah, dan segi kadar/ukuran 
perintah. 
1). Pembagian wajib ditinjau dari segi waktu 
pelaksanaan 2 6 
a) . Wajib mutlak,/the absolute wajib, yaitu sesuatu yang dituntut 
oleh Syari ' untuk dilaksanakan oleh mukallaj tanpa ditentukan 
waktu pelaksanaannya. Misalnya, kewajiban membayar ktiffa-
ral sumpab. Maka , bagi mukallaj vang melanggar sumpahnya, 
ia bo leh mengkompensasinya kapan saja. 
b) . Wajib muaqqatj the contingent on a time-limit, yaitu kewajiban 
yang harus dilaksanakan oleh mukallaf pada waktu-waktu 
yang telah ditentukan. Misalnya kewajiban salat dan puasa. 
Waktu tertentu dalam pelaksanaannya berimplikasi kepada 
pemenuhan kewajibannya. D a n kewajiban dalam jenis ini 
dibagi ke dalam tiga durasi, yaitu: 
(1) . Wajib al-mu'akkat bi waktin mudayyaqin [kewajiban 
vang mempunyai batas waktu yang sempit]. Ar t inya 
kewajiban yang waktu pelaksanaannya secara khusus 
diperuntukkan pada suatu amalan; waktunya tidak 
dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban lain. 
Seperti puasa Ramadan, maka harus dilaksanakan 
sebulan penuh. Tidak dapat diselingi dengan puasa 
sunat atau kompensasi puasa yang tert inggal. 
(2) . Wajib al-mu'akkat bi waktin muwassa' [kewajiban yang 
• 'Saifuddin Muhammad al Amidi, op i It,, Ii 10 
"'"W.ilikili Ziiliaili, ,,/,,,/ . 1,1, |y <l() 
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mempunyai batas waktu prlaksanaan vang lapangj. 
Art inya, kewajiban yang ditentukan waktunya, tetapi 
waktu pelaksanaannya lapang. D a l a m waktu yang 
lapang i tu, beberapa amalan dapat dilakukan. Misalnya, 
waktu-waktu yang ditentukan untuk melaksanakan 
salat. K e t i k a masuk waktu zuhur, maka seorang 
mukallaf dapat melaksanakan salat zuhur sekaligus 
salat sunat. 
Wajib al-mu'akkat cl^ii as-Syibhaini [kewajiban yang 
mempunyai dua bentuk waktu]. Yaitu, kewajiban yang 
mempunyai waktu yang lapang, tetapi dapat digunakan 
untuk amalan sejenis secara berulang-ulang. Misalnya, 
waktu haji adalah lapang dan bagi seorang mukallaf 
dapat melaksanakan beberapa amalan haji pada 
waktu itu secara berulang-ulang. M e s k i p u n demikian, 
amalan yang dilakukan berulang-ulang i tu , tidaklah 
diperhitungkan syara' sebagai sebuah kewajiban. 
Pembagian wajib ditinjau dari segi ukuran yang 
diwajibkan 2 7 
al wajib al muhaddadf'the quantified wajib, yaitu suatu kewajiban 
i n " ditentukan ukurannya oleh syara 'dengan ukuran-ukuran 
I ' l i u i i u . Misalnya, jumlah harta yang wajib dizakati dan 
|umla!l rakaal dalam salat. 
,// Wajib al 'a/nil the wajib into personal, yaitu kewajiban yang 
' l i n i | i i l an kepada setiap mukallaj. Miasalnya, kewajiban dalam 
M M h i . .anakan salal. 
al ira//b allija'if the wajib into collective, yaitu kewajiban yang 
• i i n i | i i l i n kepada seluruh mukallaj. N a m u n , apabila telah 
dikerjakan oleh icbagian dari mereka, mnaka kewajiban i tu 
• Ii mi ' , ' ;ap gugui bagi sebagian lainnya. Misalnya, kewajiban 
' I i l m i 11.11 |in, i/ab 
I l l , '.') f,U 
- fl 
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Pembagian wajib ditinjau dari segi kandunga 
perintah28 
al-Wajib al-midayyan, yaitu kewajiban vang terkait denga 
sesuatu yang diperintahkan, seperti salat, puasa dan penetapa 
harga barang dalam transaksi jual-beli. 
al-Wajib al-mukbayyar, yaitu suatu kewajiban tertentu van 
memi l ik i alternatif dan diberikan kebebasan bagi mukallq 
untuk memil ihnya. Misalnya, kafjaral sumpah terdiri atas 
memberi makan fakir fiskin, member i pakaian mereka, atau 
memerdekakan budak. Bagi mukallaf diberikan kebebasan 
mcmi l ih alternatif dari kewajiban-kewajiban tersebut. 
Mukaddimab wajib. vaitu perbuatan yang dilakukan sebelum 
melakukan kewajiban. Maksudnya adalah kewajiban itu tidak 
dapat dilaksanakan atau tidak sab manakala tidak didahuluj 
oleh pendabuluan (mukaddimaB) tersebut. A t a u dengan kata 
lain, sesuatu yang tergantung kepadanya pelaksanaan dari 
suatu kewajiban. Mukaddimab wajib disebut juga dengan 
wasilah wajib. Misalnya, melakukan wudu' [the ablution) untuk 
salat. Wudu1 tidak mungkin dilakukan kecuali dengan ada-j 
nva air. K a l u kefiadaan ak, maka kompensasinya melalui ta-
vammum. Maka dengan demikian, Ketersediaan air disebut 
dengan mukaddimab wajib atau wasilah wajib bagi pelaksanaan 
wudu' . Mukaddimab wajib ada dua, yaitu sebagai berikut: 
(1). Mukaddimab wajib vang terletak di luar usaha dan 
kemampuan mukallaf. Karenanya, mukallaf tidak 
dipaksakan untuk mengadakannya. Misalnya, 
tergelincirnya matahari pertanda datangnya wajib 
salat zuhur. Maka , mukallaf tidak diharuskan untuk 
menggelincirkannva supava dapat melaksanakan 
kewajiban salat zuhur. 
(2). Mukaddimab wajib yang pelaksanaanya beradn 
'hi., I l l l . (,() | 
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dalam usaha dan kapasitas mukallaj. Umpamanya, 
melaksanakan wudu1 sebagai mukaddimab atas sahnya 
salat zuhur. 
b. Cara Mengetahui Wajib 
i u i u k mengetahui apakah suatu titah Al lah itu wajib (the 
I I atau tidak, usulivvun melakukan penelitian atas beberap 
IK i l l redaksi yang digunakan Syari'. D i antaranya adalah serbagai 
I il u l : * ' 
Melalui lafaz "amr" (perintah), seperti F i r m a n A l l a h "aqimu 
ai (alaf wa atu a*-%akaf3. Lafaz "aqimu" dan " a t u " adalah lafaz 
i n g menunjukkan perintah (bentuk fi'il amr). (Q.s.2:110). 
Melalui lafaz perintah itu sendiri, seperti F i rman A l l a h "inna 
l/lab ya mum bi al- 'ad/i wa al-ihsanf '[sesungguhnya A l l a h meme-
ahkan untuk berbuat adil dan berbuat b a i k . . . ] . (Q.s. 16:90). 
| M e l a l u i ism a/ji'ij seperti kalimat "'alaiku///' (atas kamu), 
lebagaimana sabda Rasul Saw," 'a/aikumminal-a'ma/imayutiqnna 
fit inna l/lab la yamalla bulla lamalliP ["atas k a m u " (lakukanlah) 
m i il i n ainalaii vang kamu berkemampuan melakukannya, 
I i i i II a Allah tidak akan mcrasa bosan sampai k a m u sendiri 
\ an}', b< >san|. (I l.r. Tabrani). 
i Ii I a i m lafaz ) ang bertujuan untuk melakukan suatu perbuatan 
II i n i Ini n i ; ' i dengan ancaman bagi yang tidak mcngindahkannya, 
I peril Sabda Rasul Saw, yang berbunyi : "man wajada sa'a/an 
ir.u'am yiidabba jala yaqrabanna musa/laua" [barang siapa yang 
berkemampuan, tetapi dia tidak menyembelih kurban, maka 
i H I •an mendekati tempal salat kami|. (I l.r. Hakim) . 
Il l.il<II redaksi Bahasa Arab lainnva vang menunjukkan 
IVintUtan yang mesti dilaksanakan, seperti b i rman Allah yang 
1)1 i b u i i M "ira lillahl 'all an \abi bijjn albailT |mengerjakan haji 
idalah kewajiban manusin kepada A l l a h , yaitu (bagi) mereka 
OiUul Wahob I• I...II.«I. . ' / ' "•• , L - 1 8 
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vang sanggup mengadakan perjalanan ke Bairul lah. . . |. 
(Q.s3:97). 
6. Melalui lafaz yang digunakan langsung dalam makna kewajiban, 
seperti lafaz "wajabd, "katabcf dan "'faradd\ sebagaimana 
sabda Rasul Saw, yang berbunyi "farada Rasn/nllah sallallahu 
'alaihi wasallama %akat al-fitrf1 [Rasul Saw, memfardukan zakat! 
fitrah.. .J. (H.r. Bukhari dan Muslim) 
7. Melalui//'// mudari' yang dibarengi dengan Uwi id-cwir (huruf 
lam yang memaknakan perintah), seperti F i r m a n A l l a h Swt 
yang bcrbuyi "liyunfiq d%u sa'a/iu min sa'atihf [Hendaklah yang 
mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya] 
(Q.s.65:7) . 
8. Mela lui lafaz masdaryang berarti//'//, seperti F i r m a n Al lah Swt, 
yang berbunyi "faid~a lacfitum ahlad^ina kafarn fa darba ar-riqab" 
[apabila kamu bertemu dengan orang kafir (di medan perang), 
maka pancunglah leher mereka]. (Q.s.47:4) 
2. Mandub (the recommended) dan Pembagiannya 
Secara edmologis, mandub berarti seruan untuk sesuatu vang 
signifikan. Secara tcrminologis v mandub ialah sesuatu yang dituntut 
untuk memperbuatnya secara hukum syara 'tanpa ada celaan terhadap 
yang meninggalkannva secara mutlak. Beberapa istilab vang sinonim 
dengan mandub adalah sunnah, nafl, lalannvu\ muslabab dan mus/absau. 
Mandub terbagi ke dalam beberapa bentuk, vaitu sebagai berikut: 1 " 
a. Pembagian mandub ditinjau dari selalu dan tidaknva N a b i Saw, 
melakukan perbuatan sunnah. D a l a m bagian in i , maka sunnah 
dibagi ke dalam dua macam, vaitu: 
1). as-Sunnab al-mu'akkadah {the emphatic sunnah) vaitu 
perbuatan yang selalu dilakukan oleh N a b i Saw, di samping 
ada keterangan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu 
bukanlab sesuatu yang fard. Umpamanya, salal witir, dua 
rakaal lajar sebelum salal subuh. Sunnah dalam bentuk ini, 
'"Wnlikih /uli.nl, Op.l II llh 1 HI I 
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I arena kuatnya, sebagian ulama menyatakan bahwa orang 
n i ; ' , meninggalkannva dicela, tetapi ddak diancam dengan 
dosa, karena orang yang meninggalkannva secara sengaja 
berarti menyalahi sunnah yang kerap dilakukan N a b i Saw? 
a\ Siinnah ghair al-midakkadab {/he supererogatory sunnah), va-
in i perbuatan yang pernah dilakukan oleh N a b i Saw, tetapi 
beliau tidak melazimkan dirinya untuk berbuat demikian. 
I hnpamanva, memberikan sedekah kepada orang miskin , 
i lai sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan sebelum asar. Untuk 
perbuatan jenis ini kerap dipergunakan terma nafl, mustahab, 
thsan dan tatawuui'. 
IN mbagian mandub ditinjau dari segi kemungkinan meninggal-
kan perbuatan 1 ' 
11 Sunnah hadyu, yaitu perbuatan yang dituntut untuk mc-
lakukannya karena begitu besar faedah vang didapat 
dan pelaksanaannya, dan orang yang meninggalkannva 
dinyatakan sesat dan tercela; bahkan bila satu kelompok 
Bengaja meninggalkannva secara terus-menerus, maka 
kelompok itu harus diperangi. In i adalah jenis yang 
memberikan kelengkapan dari kewajiban keagamaan. 
I nipamaiiya, salat bcrjamaah, salat hari raya, azan clan 
iqamat. 
as Sunnah a~-Zaidab, yaitu sunnah yang bila dilakukan oleh 
mukallaf dinyatakan baik, tetapi bila didnggalkan, yang 
meninggalkannya tidak diberi sanksi apa-apa; seperti eara-
• n i yang biasa dilakukan oleh N a b i Saw, dalam kehidupan 
1 11.111 hai'iuva. Sunnah bentuk ini tempatnya adalah di 
bawab derajal sunat ohairu ma'akkadah. 
\) as-Sunnab an nail yaitu suatu perbuatan yang dituntut 
i bagai nilai tambah atas perbuatan wajib {the obligatory), 
sepein salal sunal 2 rakaal yang mengimbangi salat wajib, 
Iftlal laha||ud, w nil dan sebai-aim a. 
"Iliht 
61 
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a. Cara Mengetahui Mandub 
A d a p u n beberapa redaksi yang menunjukkan mandub dap; 
diketahui dengan beberapa langkah sebagai berikut : 1 2 
I. Mela lu i lafaz "yusannu" (disunatka) atau "yundabu*1 (dianjurkan 
seperti sabda Rasul Saw, yang berbuvi "sanantu lakum cfiy 
mahu" [disunatkan bagi kamu salat malamnva . . .| (1 l.r. Nasa 
dan Ibn Majab). 
2. Mela lu i tuntutan yang tidak tegas, yaitu dengan lafaz perinta 
yang diir ingi dengan adanya indikasi yang memalingkai 
perintah tersebut dari yang bernada wajib kepada sekeda 
anjuran. Misalnya, F i r m a n A l l a h Swt, yang berbunyi ")v/ ayynhX 
ahladf/na ama/ui id-^ci tadayanlnm bidainin da a/a//// mnsamm\ 
fa aklubiibir [Wahai orang yang beriman, apabila kamu] 
bermu'malah ddak secara tunai untuk waktu yang di tcntukanl 
maka hendaklah menuliskannya. . . |. (Q.s.2:282). 
3. Melalui tuntutan untuk dilakukan dengan segcra, tetapi ridakl 
dibarengi dengan sanksi, seperti membaca beberapa p o t o n f l 
ayat a l -Quran pasca pembacaan al-Fatihah. Membaca ayat a l - l 
Q u r a n diperintahkan oleh syara', tetapi perintah itu tidak diiri-1 
ngi dengan sanksi. 
4. Melalui suatu perbuatan yang dilakukan oleh Rasul Saw, tetapi 
tidak dikerjakannya secara terus-mencrus, melainkan hanya 
beberapa kali saja, lalu didnggalkan. Misalnya. salat yang 
dikerjakan empat rakaat sebelum salat isya, puasa setiap K a m i ! 
dan Jum'at dalam setiap M i n g g u dan sebagainya. 
5. Melalui ungkapan-ungkapan lain yang menunjukkan perintah 1 
itu tidak mengikat, juga tidak pasti. Misalnya, sabda Rasul Saw, 
yang berbunyi "man tawadda'a yauma aljum'ah fabiha mana '/mat, 
wa manigbtasala fa al-ghaslu qfdalu" [siapa yang berwudu' pada 
bari fum'at, tidak apa-apa; ia mendapat nikmat, dan siapa y a n i 
mandi (bari itu), maka mandi itu lebih afdal|. (I l.r. Vhmad (bfl 
I lanbal, A b u D a u d , T u r m u d z i dan Nasas'i). 
• Wahbah Zuhaili, toc.i it. 
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I. Haram (the forbidden) dan Pembagiannya 
II a etimologi, haram berarti sesuatu yang dilarang 
•rrjakannya. Sedangkan secara terminologi , defisi haram 
lrth.il ililihat dari dua batasan, vaitu: pertama, dari segi batasan dan 
it inva. Pada batasan i n i , haram berarti "sesuatu yang dituntut 
i m i uk didnggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat". 
1 I M I , ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya. Maka , vang dimaksud 
1 " i n haram adalah "suatu perbuatan yang pelakunya d ice la" . 1 1 
I ' m definisi di atas dapat dipahami bahwa haram adalah 
• m i i , i n A l lah Swt, bagi mukallaf yang manakala dikerjakan akan 
m i dengan dosa, tetapi jika didnggalkan akan memberikan 
i ul . i n dengan pahala. Beberapa bentuk redaksi haram dapat 
•Iiu iiiukan dalam beberapa terma, yakni " al-mahd-~tti*\ "ma'siyyaf3, 
"»/,,/////', "mam//u"\ "al-qabib", "sayyi'ab", "itsmu", dan "al-ma-^j/ir 
una baln\a dengan wajib dan mandub diatas, bahwa haram 
lempunyai macam-macamnya. Secara u m u m tentang ini dapat 
lillli ii pandangan K a m a l i berikut i n i : 
"/1 iira/u is divided into two types: (a) baram lidba/ib or that which 
11 In /hidden for its own sake, such as theft, murder, adultery, marrying 
a dose relative and performing sa/ah wihout an abolution, all oj which 
• a, forbidden for their inherent enormity; and (b) haram lighairi, or that 
which is forbidden because oj something else ... A consequence oj this 
distinction between the two varieties of haram li-dhalih, such as marriege 
to one s sister or the sale of dead dardasses, is null and void an initio 
(batil), whereas violating a prohibition which is imposed owing to an 
• tranco/is. factor is Jasid (irregular) but not batil, and such may fulfill 
il\ intended legal purpose ... Another consequence of this distinction 
i\ that haram l/dhu/ih is not permissible sure in cases of dire necessity 
[dmmnh) of a kind which threatens the safety of the jiveprinci/es" 
nf life, iv/ieinu, intellect, lineage and property. In this way, uttering a 
"Wahki l i /i i lul l i , .»/-. // , h, HO 
68 
Hukum Sya,a 8 S u m b B , - s u m b e l n y a 
word of infidelity, or drinkung wine, is only permitted when it saves life. 
11nraw li-gharib, on the other baud, is permissible not only in eases of 
absolute necessity but also when il prevens hardship. Thus a physician 
is permitted to look at the prirate parts of apatient even in the case of 
illness which do not constitute an in/mediate threat to life".1'1 
Benar bahwa apa vang diungkapkan oleh K a m a l i d i atas, hararl 
dibagi dua, yaitu: 
I. Haram li-^atihi, yaitu suatu keharaman langsung dan sejaH 
semula telah ditentukan oleh Syari ' bahwa vang demikian itu 
haram. Misalnya, mencuri , membunuh, bcrzina, meminurrj 
minuman keras dan memakan harta anak vatim. Dalam! 
contoh tersebut, keharamannya terletak pada zat atai 
esensi perbuatan itu sendiri. Akibatnya adalah, melakukan 
rransaksi-dengan sesuatu vang haram li-%atibi in i h u k u m n y l 
batal. Maka, memperjualbelikan barang vang haram //--rai/ihi 
status hukumnya adalah tidak sab berikut tidak mempunyai 
konsekuensi hukum. 
2. H a r a m li-ghairihi, yaitu sesuatu yang pada mulanva d'isyart'atkam 
tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat mudarat bagi 
manusia, maka keharamannya adalah disebabkan oleh mudarat 
tersebut. Misalnya, melaksanakan salat dengan busana basil 
ghasab (mengambil barang lain tanpa izin), melakukan jual-beli 
pada saat azan Jum'at berkumandang dan puasa pada H a r i 
Rava 'Idul b'itri. 
D a r i dua bentuk haram ini , kita dapat memahaminva secara tegas 
bahwa jika keharaman itu terletak pada hakikat, esensi perbuatan 
yang haram itu sendiri, maka itulah vang dimaksud dengan haram 
li'^atibi. Sebaliknya ada keharaman yang justru tidak terletak pada 
esensi perbuatan itu, tetapi terkait dengan sesuatu yang berada di 
luar esensi yang dinamakan dan akibatnya berbentuk kemafsadatan, 
inilab yang dinamakan dengan haram li-gbairihi. 
Pcnting untuk dicatat bahwa antara kedua bentuk haram ini, 
memi l ik i perbedaan-perbedaan signifikan. Perbedaan perbedan 
Hashim Kamali, op.cit., h. I ; 
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u l lerguna untuk lebih memahami secara dalam esensi masing-
erta pertimbangan dan akibat h u k u m yang ditimbulkannva. 
1 la a n tersebut didnjau dari dua segi, vaitu dari segi pengaruh-
i 1 ihadap h u k u m wad'i dan segi pengccualian terhadap h u k u m 
• ni 
I I ' , ngaruhnya terhadap h u k u m wad'i. 
I I nam qitiyah, haram li-t^atihi bila berkaitan dengan r u k u n akad 
II ikibatkan batalnya akad tersebut. Misalnya, larangan jual-beli 
,//, memakan bangkai, dan daging babi . Pclanggaran terhadap 
i n iersebut bcr implikasi kepada batalnya akad. Sementara pada 
,11,11)/ yj taint -yiitiyah. haram li-ghairi cgitihi tidak menvebbkan batalnya 
i I n i pendapat jumhur. M a k a , pclanggaran terhadap larangan 
|%• •«I beli pada saat azan jum'at berkumandang, tetap berlaku, hanya 
H.IJ.I mukallaf dikenakan ancaman dosa. 
I 1 ' ngecualian terhadap h u k u m larangan 
i niatu vang terlarang secara zatiyah berarti haram dan berdosa 
III) I ikukannya. Y a n g dikecualikan dalam h u k u m dosa i tu hanvalah 
• 11 i < I a ] -> orang-orang vang melanggar larangan karena darurat, 
i 11 m i aru akan merusak salah satu unsur daruri vang l ima prinsip, 
I ' l l i dilakukan. Misalnya, haram m e m i n u m khamar termasuk haram 
'•, yang melakukannya dikenakan dosa karena dapat merusak 
.1 i l I ( lapi , manakala dikerjakan karena pertimbangan keselamatan 
||v una , maka tidak dikenakan dosa dikarenakan darurat. 
I ' i d , i sisi lain, ternvata haram juga dibagi dari sudut jenis 
Ki rbuatan yang haram dikerjakan. U n t u k jenis i n i , haram dibagi dua, 
\ ni II baram wn'ayyan dan haram al-mukhayyar. Untuk lebih jelas, mari 
I ii i 111>.11 batasan batasan keduanya. 
I I I ,nam al mn'awau, vaitu haramnva keseluruhan perbuatan 
I n u l a . u l . i n larangan Syari'dan dikenakan sanksi hukuman 
aia-. perbuatan tersebut. Misalnya membunuh, durhaka pada 
ibu b i p . i l . d m iiu 11 \ ( 1111 ».i 11 beihala {sy/r/l). 
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2. H a r a m ahmukhayyar, yaitu haramnya perbuatan tidak pada 
keseluruhan perbuatan, melainkan hanya pada salah satu di i 
antara dua perbuatan. Apabi la dikerjakan yang satu, maka 
yang lainnya menjadi haram. D a l a m konteks in i , mukallaj dapat 
melakukan beberapa hal, kecuali satu hal yang diharamkan. 
Misalnya mengawini dua orang wanita yang bersaudara pada 
waktu bersamaan dan haram bagi pria mengawini seorang ibu 
yang anak gadisnya telah dinikahinya. 
4. Mengetahui Haram (the Forbidden) 
Untuk mengetahui haramnya sesuatu perbuatan, maka 
pemahaman aspck redaksional A W menjadi sebuah keniscayaan. D a n , 
inilah langkah utama yang harus diketahui sebelum memberikan 
ketetapan bahwa sesuatu i tu haram atau tidak. Adapun langkah-
langkahnya adalah sebagai b e r i k u t : 0 
a. Melalui lafaz tahrim atau yang seakar kata dengannya. 
Misalnya F i r m a n A l l a w Swt, yang berbunyi "hurrimat 'a/aikum 
ummahatnknm . . . " |Diharamkan bagimu (menikahi) ibu- ibu 
kamu . . . | (Q.s. 4 :23). 
b. Melalui sighat au-uahy. Secara u m u m kata "nahyu" berfaedah 
kepada haram. Misalnya Firman Al lah Swt, yang berbunyi "wa 
la taqraba al-fawahisy ma d^hahara minha wama bathan..." |Dan 
janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuiatan yang keji, 
baik yang tampak (jelas) maupun yang tersebuinyi. . . | (Q.s. 
6:151). 
c. Melalui tuntutan vang mengajkak untuk dijauhi. Misalnya 
F i r m a n A l l a h Swt, yang berbunyi "\a ayyuha ahlad-fuia annum 
in nama al-khamru wa al-maysiru wa al ansabu wa aha^alamu rijsun min 
amalas-syaithanfa ajtanibuh..." [Hai orang-orang yang beriman 
sesungguhnya (meminum) khamai\ berjudi, (berkorban untuk) 
berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah keji dan 
perbuatan syaitan, maka jauhilah ...| (Q.s.5:90) 
"Abdul Wahab Khallaf, op,cil. h 10 
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• I Melalui lafaz "la tahi/lu' (tidak dihalalkan), seperti F i rman 
Allah Swt, vang berbunyi "fa in lhallaqaha fa la tahi/lu /aim min 
I'u'du hal la lank/ha ^au/au ghairahu..[Kemudian jika suami 
nientalaknva (sesudah talak kedua), maka pcrempuan itu tidak 
balal baginya, sampai ia kawin dengan laki-laki yang la in . . . ] 
(Q.s.2:23). 
Melalui adanya ancaman hukuman dari suatu perbuatan, baik 
di dunia maupun d i akhirat. Misalnya, F i rman Al lah Swt, yang 
berbunyi "wa ak/adzjna yarmnna ahmuhshana/u summa lam ya'/u 
bi arba'a/i syuhada'i fa ajiiduhum Isamanina jaldalan wa la laqbaln 
/ahum syahadatan abada wa utaika hum tdjasiqinP [Dan orang-
orang vang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik 
(berbuat zina) dan mereka ticlak mendatangkan empat orang 
saksi, maka deralah mereka (yang menuduh) delapan puluh 
kali dera, dan janganlah kamu menerima kesaksisan mereka 
selama-lamanya. Merekalah orang-orang yang fasik| (Q.s.24:4) 
I Melalui lafaz vang menunjukkan pengingkaran terhadap suatu 
pekerjaan dengan pengingkaran yang sangat ditekankan, se-
perti ungkapan "ghadabatlahu" (Al lah murka), "la'anallahu" 
(Allah melaknat) dan "baraba/labu" (Allah memerangi). 
B. Makruh (the abominable) dan Pembagiannya 
I lashim K a m a l i memberikan definisi tentang makruh, yaitu / 
•hinil oj the 1 Mwyiver which requires /he mukallaf to avoid something, but 
not in strictly prohibitory terms". Kemudian , dengan ungkapan yang 
l u g a s , ia juga mengatakan sebagai berikut: 
"Makruh is the opposite of mandub, which means that neglecting 
the mattdub amounts to makruh. Since makruh does not constitute a 
binding liw, we merely say that omitlnw so/uetbiuy which is mal ruh 
II j>/e/eia/de to comm/llniy it. The j>crj<ctrator oj somethiny mal ruh i\ 
not liable to punishment, and accoidnw to majority oj u/c/uu, be do$i 
not IIU in moral blame either. I'be I laua/h are in ayreeu/eiit with the 
ma/ouly new in ic\j>e,l oj only one o\ the two rarictic\ oj mal nib. 
namely mal nib lau\lhi, but not in iceaid lo mall lib l.ihnmi 11>> 
<>7 
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latter, according to Ylanaps, en/ails moral blame but not punishment. 
The ulema are all in agreement that anyone who avoids the makruh 
merits praise and gains closeness to God. m 
Secara esensi, makruh adalah "ma thalaba as-Syari' tarkahit tba/aba/n 
ghairaja^imin" [sesurau vang dituntut Syari' untuk meninggalkannva, J 
tetapi tidak melalui cara yang tegas (pasti). Sedangkan dari scg i l 
bentuk dan sifatnya, makruh berarti " mayumdahn tarikubu wa yud^ammu 
fa'i/uh/i" [sesuatu yang apabila didnggalkan mendapat pujian, dan I 
apabila dikerjakan pelakunya mendapat celaan]. 1 ' 
D a r i paparan d i atas, dapatlah dipahami bahwa makruh adalah I 
ketentuan syara' yang bersifat tidak pasti tentang sesuatu perbuatan 
yang dilarang, tetapi apabila dilakukan mukallaj dikenakan celaan 
svara'. Sebagaimana juga disebutkan oleh K a m a l i , bahwa bagi 
Hanafiyyah makruh dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu makruh 
taurjb,alkarabab at-lan^ihiyyah dan makruh tahrim, al-karahah at-tahri-
m/yyah. 
1. Makruh lanfil), al-karahah at-tan^ihiyyah, yaitu sesuatu vang dituntut 
Syari' untuk didnggalkan, tetapi melalui pernyataan nas vang 
tidak tegas. Sebagaimana telah diuraikan d i pembahasan vang 
lalu bahwa makruh tau^ih dalam perspekdf Hanafiyyah adalah 
s inonim dengan maksud makruh dalam tinjauan fumhur. 
K a m a l i sckali lagi mengatakan tentang hal in i , sebagai berikut: 
'The difference bet ween the llauaj/s and the majority of ulema 
relates to the nature of the evidence on winch the makruh is founded. 
II 'hen a prohibition is conveyed in an imperative demand of the lawgi-
ver hul there is some doubt over its a/ithen/icily or meaning, the majority 
of ulema classify ii as haram, whereas the Hauafis classify it as makruh 
tahrimi. The 11anafi position in regard to the division of makruh into 
these two types is essentially similar to their approach in regard to dm wing 
a distinction between fard and wajib".™ 
Hashim Kamali, op.cit,, Ii. 47 
/Wahl)ah Zuhaili, ('/'.< //.. h. n \ 
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Mal ruh tahrim, al-karahah at-tahrimiyyah, yaitu tn. 
Blcninggalkan sesuatu perbuatan melalui un^, ' 1 1 *^" Syari ' untuk 
i ' 1 I I), tetapi dengan menggunakan dalalahy« *apan yang tegas 
i n n i ' a n memakai sutera dan emas bagi pria. \ ^ an-ni. Misalnya 
n Mubah (the permissible) dan Pembag^ 
I II a sering mendengar beberapa kata, sepe 
laic Kesemua ini merupakan s inonim dari L ^ halal, jai« dan 
i a maknanya adalah boleh. Mubah adalah 'v^ t a mubah. Secara 
ul alia fa baina fi'lihi wa tarkiin" [sesuatu yang ^  khayyara as-Syari' 
u l a mukallaj untuk melaksanakan atau pun r j^ i ' ikan oleh Syari ' 
i i m i kclihatan bahwa mubah adalah pcrbu^' l k m elaksanakan]. 
In I a da ketentuan hukumnya dari Syari', apaka^ .^ y a n g sama sekali 
I.II sebagainya. Dengan kata lain, tidak ada ^ ^ e r , n t a h , d i l a r a n g 
mil untuk dikerjakan, begitu menuntu t '^tuan Syari' vans 
/ hah sama dengan perbuatan dalam kategorK l u * didnggalkan. 
M |—l 
adiyyuu berpendapat, dilihat dari segi k % 
lal. 
I* 
lata! dan manfaat, ada dga pembagian ^^i tannya dengan 
IM n l .ui : QK vaitu sebagai 
I Mubah yang apabila dilakukan atau (j, 
mukallaf, tidak mengandung mudarat, % ^ dilakukan oleh 
berpakaian dan berburu. ^ makan, m i n u m , 
2. Mubah vang apabila dilakukan oleh 
n/udarat\\\;\, sedangkan perbuatan itu %^"^af tidak ada 
diharamkm. Misalnya, memakan baWi/ 0 pada dasarnva 
keadaan darurat. °an babi dalam 
J SeBuatu yang apada dasarnya bersifat/^ 
dilakukan inenurut syara', tetapi Allahuj/^dan tidak boleh 
kepada u/ula/lab sehingga perbuatan H|-H| '" ' ' ikan kemaafan 
Mi ' ,a im a, iu<ii"ei|akau perbuatan liar;!,,, J " ' f i i jadi mudab. .. • Vlum muslim, 
Diiftmplngitu, UrnIshaqaa-Syatibi,pe^ 
b u l k , . . , bagian tersencM ^ i, \ al in i lai l SCgi 
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statusnya yang bersifat ju-fi dan kulli, sebagai berikut:"1'' 
1. Mubah bi alju^'i al-mathlub bi al-kulli 'a/a jihal al-wujub, vaitu 
h u k u m mubah yang secara parsial dapat berubah menjadi 
wajib, apabila dilihat dari keseluruhan atau kepentingan 
umat secara luas. Misalnya, makan, m i n u m dan berpakaian. 
Pada dasarnva perbuatan itu /////bah, tetapi apabila seseorang 
meninggalkannva sama sekali (secara kulli), maka pekerjaan i tu 
termasuk katcgori wajib baginya, bukan mubah lagi. 
2. Mubah bi a/ju~'i al-mathlub bi al-kulli 'ala jihat al-mandub, yaitu 
h u k u m mubah secara jut^i berubah menjadi mandub, apabila 
dilihat dari segi kull i . Misalnya, dalam masalah makan dan 
m i n u m melebihi kebutuhan. Sekalipun h u k u m makan dan 
m i n u m mubah, tetapi apabila didnggalkan bisa berubah menjadi 
sunat. Art inya, jika seseorang memil ik i kelebihan harta, makan 
dan m i n u m bukan lagi sekedar mengenyangkan saja, tetapi juga 
harus mcmpcrhatikan kualitas dan kuantitasnya. Inilah yang 
dimakasud dengan ii/andub, sekalipun asal hukumnva mubah. 
3. Mubah bi a/ju^'i ahmnharram bi al-kulli, vaitu mubah yang secara 
juz'i menjadi haram, apabila dilihat dari segi kulli, Misalnya, 
mencela anak dan selalu makan dengan makanan yang lezat. 
Pada dasarnva, perbuatan itu mubah, akan tetapi menjadi ha-
ram, manakala perbuatan itu membawa kemudarafan, seperti 
makan dengan loba, tamak, rakus atau mencela anak kecil vang 
berakibat kepada terganggunya dava jiwanva. M a k a , asalnva 
mubah berubah kepada haram. 
4. Mubah bi ah/u^'i al-makruh bi ahk/d/i, vaitu berubahnya h u k u m 
/////bid.) kepada makruh. Misalnya, bernyanyi. Sebagai perbuatan 
yang mubah, bernyanyi adalah hal yang boleh-boleh saja, tetapi 
jika dengan bernyanyi menyebabkan tertinggalnya akdfitas 
aktifitas \"ang prioritas atau dapat menurunkan mariabai 
dengan berlaku tidak sopan, maka mubah berubah k e p a d a 
makruh. 
* u m ^ X ^ T n < " " " " " " ",,"""'s'w'i'"-» " 
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I 11.a dengan demikian, menurut Syatibi, h u k u m mubah hanya 
In il.iku dalam bentuk jn^i (par/iku/ai), sementara pada konteks yang 
Imlli {universal), hukum mubah sangat tergantung kepada kondisi -
i vang mengitari keunivcrsalannva. Dengan kata lain, h u k u m 
ibah dalam konteks kulli terkait dengan faktor kemajsadafan dan 
>/.//w/annva. Akibatnya, mubah berubah kepada wajib, mubah 
liibah kepada mandub, mubah berubah kepada haram, dan mubah 
' ilnpnl berubah menjadi makruh. 
0. Cara Mengetahui Mubah 
I lukum mubah dapat diketahui dengan beberapa cara berikut:* 1 
I Melalui lafaz nas vang sarih (tegas/jclas) vang menunjukkan 
kebolchan untuk melakukan atau m c m i l i h antara melakukan 
atau tidak. Misalnya, ungkapan vang berbunyi "if 'a/// ma syi'f/im 
Wd alrukn in syi fam" | ker jakanlab jika k a m u mai l , atau tinggalkan 
kalau kamu mau|. 
Melalui lafaz nas yang menunjukkan tidak dikenakannya dosa 
jika perbuatan itu dilakukan, seperti ungkapan "la jin/aha" 
(tidak berdosa) atau "adam al-baraf (meniadakan kesulitan). 
Misalnya, F irman allah Swt, yang berbunyi "fa in khiftum aula 
yuqima bududallahija lajunaha \daiha(ima aftadda bihi..." [jika 
kamu kbawatir tidak akan ma mpu menjalankan h u k u m - h u k u m 
\llah, maka tidak berdosa atas keduanya tcntang bavaran vang 
diberikan oleh isteri untuk menebus dir inya. . . ] (Q.s.2:229). 
I Melalui lafaz yang mengandung perintah untuk melaksanakan 
I u a i u , tetapi terdapat indikasi vang menunjukkan bahwa 
perintah itu hanya untuk kebolchan saja. Misalnya. , F i r m a n 
\ 11 .iI» Swt, vang berbunyi "fa id-^a qi/diya/ as-salal fa antasyirn fi 
a/aidi..." [apabila kamu telah mcnunaikan salat (Jum'at), maka 
bl l lebaianlah di n.uka l i imi l ...| (().s.62:1 0 ) . 
I Melalui M.i- yang menunjukkan kehalalan sesuatu. Misalnya, 
II h.ii 11.111 mengkoniumii mal..man yang baik, icbagaimana 
1 1 1 \ I I n I W.1I1.1I1 I h ill ii 11/ i il Ii I'' 
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F k m a n - N y a yang berbunyi "alyauma nhilla lakum at-tayyibai 
wa ta'amn al-lad^ina atu al-kitab bill an lakum . . . " [pada h a r d 
i n i dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (scmbelihan) 
orang-orang yang d ibcr i K i t a b itu halal bagimu. . . ] (Q.s .5:5). 
5. Mela lui al-ibahab al-asliyyah. Maksudnya, sesuatu yang tidak 
ada dalil yang menunjukkan diperintakan atau dilarang 
mclakukannya. jadi, selama tidak ada petunjuk tentang 
kebolchan dan larangannya, maka status hukumnya adalah 
mubah. K a i d a h usul menyatakan, "al-as/u fi al-asya'i al-ibahab 
hatta yadnlla ad-da/i/u 'ala lalabibi aw tarkihi" |asal segala sesuatu 
adalah boleh, kccuali jika ada dalil yang menunjukkan perintah 
(untuk melakukan) atau melarang (untuk meninggalkan)]. 
5. HUKUM W A D H i ; Pengertian dan Pembagiannya 
a. Pengertian Hukum Wadh'i 
Baiklah kita balikkan perhatian kita kepada h u k u m wad'i. H u k u m 
uWVbukanlah dalam bentuk tuntutan, tetapi dalam bentuk ketentuan 
yang ditetapkan pembuat h u k u m sebagai sesuatu yang berkaitan 
dengan h u k u m taklifi atau merupakan akibat dari pelaksanaan h u k u m 
taklifi itu. I lashim K a m a l i dengan nada yang baik menguraikan 
tentang h u k u m wad'i. Ia mengatakan sebagai berikut: 
"Declaratory law is defined as communication from /be Lawgiver 
which enacts something into a cause (sabab), a condition (shart) or a 
hindrance (maui'J ... The function of declaratory law is explanatory 
in relation to defining law, in that the former explains the component 
elements oj the latter. Declaratory law thus informs us whether certain 
facts or events are the cause, condition or hindrance in relationship to 
defining law ... .-Is noted above, declaratory law is divided into five 
varietes. I he first there or these, namely cause, condition and hindrance 
... I'wo other varieties which are added to these are the uyiuaih (strict 
law) as opposed to nil sah (concessionary law), ,ind valid (sahib) a\ 
opposesd lo invalid (batil). To in, hide the first tbiee iindei al huh/1 
,d wad'i 11 obvious from the very definition of tl>c litter. Hut classifying 
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the last two divisions, that is, 'A~imah-ruksah and sahih-batil, under 
< ill Ini km al-wad'i may need a brief explanation. It is well to point out 
1 /// this connection that almost every concession that the Lawgiver has 
pointed to the individual is based on certain causes which must be present 
V if the concession is to be utilised"." 
\|i . i \ ang diungkapkan oleh K a m a l i menunjukkan bahwa h u k u m 
mempunyai formulasi h u k u m fersendiri sama halnya pada 
h i vang dimi l ik i oleh hukum taklifi. Formulasi h u k u m wad'i 
l i l i i I ii] till, yaitu sebagai berikut: 
I as sabab, vaitu sesuatu yang ditetapkan oleh pembuat h u k u m 
menjadi sebab terjadinya hukum taklifi. D e n g a n kata lain, bila 
I I tab itu ada, maka berlakulah h u k u m taklifi. Tetapi sebaliknya, 
jika sebab tidak ada, maka hukum taklifi tidak berlaku. Misalnya 
kewajiban salat magbnb dihubungkan dengan rcnggclamnya 
m.iiabari. Maka dengan tcnggclamnva matahari (sebagaisebab), 
berarti kewajiban salat magbrib sudah berlaku (musabbab). 
./> rjart, vaitu sesuatu yang ditetapkan oleh pembuat h u k u m 
menjadi syarat terdapatnya h u k u m taklifi. D e n g a n kata lain, 
bila syarat terpenuhi, maka berlaku h u k u m taklif. Tetapi jika 
ddak, maka hukum taklifi be lum berlaku. Kewaj iban zakat 
misalnya, disvaratkan terpenuhinva aturan nisab dan haulnya. 
I al maul', yaitu sesuatu yang dijadikan oleh pembuat h u k u m 
lebagai penghalang berlakunya h u k u m taklifi. B i la ia ada, maka 
hukum taklifi ddak berlaku. Umpamanya, keadaan haid bagi 
Anita menyebabkan terhalangnya melakukan salat atau puasa, 
Walaupun dalam beberapa kondisi lainnva, seperti sebab dan 
II .11 melakukan hukum taklifi terpenuhi. 
I Sab, yaitu akibai hukum dari suatu perbuatan taklifi yang sudah 
terpenuhi, baik sebab, syarai dan tidak adanya penghalang. 
ii bagai contoh, Balal zuhur telah dilakukan setelah tergelincir 
malahaii , letclah wudu '(theablution) dan dilakukan oleh mukallaj 
i ang tidal i ' i halang i »1< b karena baid misalnya. 
!). ISaiL vaini nkibai dan .nam perbuatan taklifi yang ddak 
" H a i l l l m Kamali. . I / M I / . Ii '.'I 
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memenuhi sebab atau syarat; atau terpenuhi keduanya. Tetaf 
terdapat penghalang. Umpamanya, salat magrib sebelur 
tergelincir matabari; atau tidak berwudu' (the ablution) ata 
keduanya terpenuhi, namun dilakukan oleh mukallaf van 
haid. 
6. 'Arfmah, yaitu pelaksanaan h u k u m taklifi berdasarkan dab 
u m u m tanpa memandang kepada keadaan mukallaf yang me, 
laksanakannya. Misalnya, haram memakan bangkai untukj 
semua umat Islam dalam keadaan apapun. 
7. Ruksah, yaitu pelaksanaan h u k u m taklifi berdasarkan dalil yang 
khusus sebagai pengecualian dari dalil yang u m u m oleh sebab 
keadaan tertentu. Misalnya, memakan bangkai dalam keadaan 
darurat. 
D a r i formulasi h u k u m wad'i di atas, maka agar dapat dipahami 
dengan benar, maka perlu kembali dijelaskan beberapa karakteristik 
yang dimil ikinya, yaitu poin 1 s/d 3 menunjukkan sebagai h u k u m 
yang berkaitan dengan hukum taklifi. Dengan kata lain, ketika 
h u k u m taklifi akan dilaksanakan, p o i n 4 s/d 5 memberikan pengaruh 
langsung terhadap berlaku atau tidaknya pelaksanaan h u k u m taklifi. 
P o i n 6 dan 7 memberikan kejelasan sebagai ke lompok h u k u m yang 
menjadi akibat dari pelaksanaan h u k u m taklifi. 
A r t i n y a , konsekuensi pelaksanaan h u k u m taklifi akan berputar 
pada dua poros, yakni sah atau bath Sedangkan kelompok terakhir 
adalah kelompok h u k u m vang berkaitan dengan pelaksanaan 
h u k u m taklifi dari sudut dalil yang mengaturnya. Dengan kata lain, 
pelaksanan h u k u m taklifi didasarkan kepada kehendak dalil yang 
mengaturnya. Adakalanya dengan dalil yang berlaku secara u m u m 
dan universal, tetapi ada juga vang menghendaki penghecualian-
pcngecualian schingga lebih berwatak partikular. 
b. Pembagian Hukum Wadh'i 
1. Sebab (the cause) dan pembagiannya 
Menurut pengertian bahnaa, sabab Mima dengan pengertian dalam 
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i i Indonesia, vaitu sesuatu vang menjadi kcmungkinau uniul . 
| M I pada tujuan. Secara terminologi , a l - A m i d i mengatakan, "al 
In ,if d^ahir al-mundabit al-ladcj da/la ad-da Ii In as-sam'iy 'a/a ka/niihi 
• a i,'l<in Ii hnkmin syar'iyyin" [sifat zahir yang dapat d iukur oleh dalil 
, i \lquran dan Sunnah) bahwa keberdaannya sebagai pengenal 
' 1 • i bukum syar'i.42 
I Ii \\w\s\ la in diungkapkan o leh H a s h i m Kamali bahwa yang 
In11 11 ml dcaigan sabab adalah sebagai berikut: as an attribute which is 
• lent and constant (wasf a~-~abirwa mundabal) and which the lawgiver has 
ul died as the indicator of a hukm in such a way that its presence necessitates 
fk foeseiice of the hukm and its absence means that the hukm is also absent : n 
D a n kedua definisi i n i menunjukkan bahwa sebab i tu adalah 
iiu yang keberadaannya dijadikan Syari' sebagai pertanda 
I • h< uidaaii suatu h u k u m dan ketiadaannya sebagai- pertanda ud'.xk 
lnnya bukum. Sebagai contoh, AWah menjadikan perbuatan 
i i u i i sebagai sebab ditetapkannva hukuman, karena perbuatan 
mi bukanlah ditetapkannva hukuman, tetapi penetapan hukuman itu 
id \\.\\) dari Syari ' . 
I )i kalangan usuliyyun, sabab dapat dibagi dalam beberapa segi, 
i I »i tinjau dari segi objeknya, sabab terbagi dua, 
I), as sabab ahwuk/i, •s.cymvn tergelincirnya matabari sebagai 
pi'rtanda wajibnva salat zuhur, sebagaimana F i r m a n 
\\\:\h Swt, yang berbunyi , "aqimi as-salal li-du/uk as-syamsi" 
\i\\v\k:m\:\h salat karena (telah) fergelincirnva matabari| 
2). as-sabab al-ma'nawi, aepcru mabuk sebagai penyebab 
keharaman kbamar, sebagaiman sabda Rasu] Saw, yang 
heibunvi "kullumuskirin baramuu" [setiap vang memabukkan 
mi adalah haram]. 
1 ,\\>,\n\ l a /..\\<\M\, ul Wajizji Usulal-fiqh (Kairo: Dar at-Tauzi' wa an-
I n .,1 M.inn v.ill, l«>'M). h. <K 
MVV..I,l...h ZnU.uU . . / . , / / . hi. 'M '. 
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D i tinjau dari segi kaitannya dengan kemampuan mukallaf, sabab, 
terbagi dua: 
1). Sabab yang merupakan perbuatan mukallaf clan mampu dila-
kukan, seperti jual-beli yang menjadi penyebab kepemilikan 
hatta. Sabab jenis in i terbagi kepada tiga bentuk, vaitu sebagai 
berikut: 
a) . Sabab yang diperintabkan svara' dan diwajibkan atau 
dianjurkan bagi mukallaf untuk melaksanakannya, seperti 
nikah sebagai penyebab terjadinya kewarisan (iubcriu/aurc); 
nikah itu sendiri justru diperintahkan. 
b) . Sabab yang dilarang syara', seperti pencurian sebagai 
penyebab dikenakannva hukuman sariqab; perbuatan itu 
sendiri diharamkan. 
c) . Sabab yang dizinkan dan boleh dilakukan oleh mukallaf 
seperti sembeliban sebagai penyebab dihalalkannya 
memakan hewan sembeliban; pcnvcmbelihan itu adalah 
perbuatan vang mubah.. 
). Sabab yang bukan perbuatan mukallaf dan tidak m a m p u 
dilakukan, seperti rergelincirnva matabari sebagai penyebab 
wajibnya salat zuhur. Bentuk sabab ini adakalanya penyebab 
bagi h u k u m lakliji, seperti tegelincirnva matabari, dan adakala-
nya penyebab bagi h u k u m wad'i, seperti wafatnva seseorang. 
Ditinjau dan segi hukumnva, sabab terbagi dua, yaitu: 
1). as-sabab al-masyrn', yaitu seluruh vang membawa kepada 
kemaslahatan dalam pandangan Syari', sekalipun dibarengi 
adanya kema/sada/nn yang zahir, seperti \ihad, sebagai 
penyebab tersiarnva Islam. Tetai, pelaksanaan \ihad juga 
membawa kema/sada/an, d i antaranva pengorbanan bai ia dan 
bahaya yang mengancam jiwa. 
2). as-sabab gbairu idmasyrii', yaitu sebab yang m . n i l . iu i kepud.i 
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mafasadat dalam pandangan Syari' ; sekalipun d i dalamnya 
terkandung suatu kern a.da ha Ian vang zahir, seperti nikah fasid 
dan adopsi (labanniy). Keduanya termasuk sabab galurii ah 
masyru', karena membawa kepada kemafasadatzn besar yang 
dapat merusak pribadi dan masyarakat; sekalipun pada zahir-
u\ a ada kemaslahatan dalam nikah fasid dan tabanniy tersebut. 
I >ninjnu dari segi implikasinya kepada h u k u m , sabab terbagi dua, 
• i t u : 
II Sabab yang berpengaruh kepada h u k u m (as-sabab al-muastarfi 
al-hukm), vaitu terdapat pengaruh timbal-balik antara sebab 
dengan h u k u m . D i dalamnya terdapat relasi yang dapat 
dmalar dan h ikmah yang mengandung motivasi pensyari'afan 
h u k u m tersebut. Misalnya, mabuk sebagai sebab yang berpe-
ngaruh pada h u k u m , yang merupakan illat keharaman 
khamar. Sabab jenis i n i disebut juga dengan illat. 
' i Sabab yang tiidak memil iki implikasi h u k u m (as-sabab ghariu 
al mn'aslarfial-hukm), vaitu sabab yang tidak ada keserasiannya 
dengan h u k u m . Misalnya, waktu sebagai penyebab wajibnya 
salat. 
I )iini)au dari segi hubungan sabab dengan musabbab, sabab terbagi 
ke dalam liga bentuk, vaitu: 
1) . as sabab as-syar'i, yaitu sebab yang hubungannya dengan m u -
sabbab dihasilkan h u k u m syar'i, seperti tergelincir matabari 
ebagai sebab wajibnya salat zuhur. 
2) . as-sabab al-'aqli, yaitu sebab yang hubungannya dengan mu-
labbab dihasilkan melalui basil nalar manusia, seperti belajar 
lebagai penyebab seseorang beri lmu. 
U tabab al 'adi, yaitu sebab yang hubungannya dengan 
musabbab didasarkan kepada hukum adat kebiasaan atau 
'ml. sept M I lubuh merasa tidak sebat karena ada penyakit. 
2. Syara. <lho condition) dan Pembagiannya 
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Menurut A b u Zahrah, syarat adalah "al-amr aldad^iyalawaqqafu 
'alaihi wiijud al-hukmi yal~amu ///in 'adamihi \idamit al-hukmio wa la 
yah:yamu ///in witjudibi wiijnd al-hukmi'** [sesuatu yang fergantung 
kepada nya adanya h u k u m ; lazim dengan tidak adanva, tidak ada 
b u k u m , tetapi tidaklah laz im dengan adanva, ada hukum]. K a m a l i 
memberikan batasan syarat in i dengan mengatakan, "a shall is defined 
as an evident and constant attribute whose absence nacessitates the absence 
oj the hukm but whose presence does not automatically bring about its object 
(mashrut).16 
D a r i definisi d i atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud de-
ngan syarat adalah sesuatu vang dapat dikatakan dengan adanya ia 
memberikan implikasi terhadap hukum, tetapi dengan adanya saja, 
tidak berarti terpenuhi kesempurnaan h u k u m suatu perbuatan. 
Dengan kata lain, ada dan tidaknya, berakibat adanva h u k u m , tetapi 
adanya tidak memberikan jaminan kesempurnaan suatu perbuatan 
hukum. 
Sama halnya dengan sabab, syarat juga memil iki bentuk dan 
macamnya. Syarat d i bagai kepada dga bentuk, yaitu: 
1. As-syart al-'aq/i, seperti kehidupan menjadi syarat untuk dapat 
mengetahui. 
2. As-syart ah'adi, yaitu syarat yang berlaku karena adanya kebia-
saan yang berlaku, seperti api dapat melahap barang-barang. 
Bersentubnya api dengan barang-barang yang dapat terbakar 
menjadi syarat terjadinya kebakaran. 
3. As-syart as-syar'i, yaitu syarat berdasarkan ketentuan syara'. 
seperti sucinva badan menjadi syarat untuk salat dan nisab 
menjadi syarat wajibnya zakat. 
Secara garis besar, syarat merupakan pelengkap bagi sebab atau 
pelengkap bagi musabbab. Tinjauan ini , mengakibatkan syarat 
terbagi kepada dua macam, vaitu: 1 
4 5 Abu Zahrah, op.cit, h. 39 
"'I lashim nmali, Op.cit., h 54 
47Wohbah Zuholll, op.cit. hi. I 
Hukum Syara' & Sumber-sumbernya 
I Syarat yang menjadi pelengkap bagi sebab, yaitu syarat yang 
bikmahnya ditetapkan sebagai penguat bagi lukmahnya sebagai 
lebab. Misalnya, syarat haul menjadi sebab kewajiban zalat pada 
jumlah nisab. Yang menjadi sebab bagi kewajiban zakat adalah 
nisab karena cukupnya harta senisab i tu menunjukkan bahwa 
pemiliknya mempunyai kelebihan dari kebutuhannya. Dengan 
demikian, hal tcrscbut menjadi syarat bagi jumlah harta yang 
mencapai nisab. 
' Syarat yang melengkapi musabbab, yaitu syaratyangmenguatkan 
hakikat musabbab. Maksudnya, menguatkan rukun. Misalnya, 
persyaratan kesamaan antara pelaku kejahatan dengan korban 
dalam qisas. Y a n g menjadi hukumnya adalah qisas; asasnya 
adalah kesamaan antara kejahatan dengan hukuman. M a k a , 
yang demikian itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan adanva 
kesamaan antara pelaku dengan korban. 
I .el< >mpok yang terakhir i n i berbeda dengan syarat yang menjadi 
I" lengkap bagi r u k u n , karena rukun adalah sesuatu yang menemukan 
idnnya musabbab dan merupakan entitas darinya, bukan sesutau 
M I b e r a d a di luar dirinya. Tcntang i n i , dengan lugas, H a s h i m 
I nmali mengatakan sebagai berikut: 
"Shart also differs with rnk.n (pillar, essential requirement) in that 
the latter partakes in the essence of a thing. 'This would mean that the 
law, or hukm, could not exist in the absence oj its rnkn. When the whole 
Ot even a part of the rnkn is absent, the hukm collapses completely, with 
the result that the latter becomes null and void (batil). A shart. on the 
other band, does not partake in the essence of a hukm, although il is a 
Complementary part OJ it. Bowing and prostration (rnkid and sajdah), 
/or example, are each an essential requirement (rnkn) oj salah and 
p.irtal e in the every c\scnce of salal), but ablution is a condition oj salah 
./i it h >in attribute whose a/'seuce disrupts the salah but which does not 
partiike in il\ cwcihc".'s 
P i njl la an I mi i l l d i a l a . 11 ie n u n |iik k a n b a h w a b i l a M . u a l l l d a k 
ld» l m i l i b i i ai II h u k u i n d a i t r u k u n l l d a k | n i n a h a d a ' . e i n e i i l a i a 
"Haihlui i mi ill "/'•'/ 
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itu, jika syarat ada, konsekunsinya h u k u m menjadi ada, tetapi 
ddak menjamin kesempurnaan perbuatan h u k u m , karena rukun 
harus ada. Tetapi, manakala syarat dan r u k u n ada, maka perbuatan 
h u k u m menjadi ada. Misalnya ibadah salat. D i antara rukun salat 
itu adalah membaca ayat-ayat Alqur 'an , ruku ' , sujud dan sebagainva. 
Sedangkan d i antara syaratnya adalah wudu'. Salat itu tidak akan ada 
kalau tidak ada rukun. Wudlf adalah sebagai syarat vang berada d i 
luar salat. Karenanya, bila salat tidak didahului dengan wudu', maka 
salat itu akan tetap ada, tetapi ddak mempunyai implikasi h u k u m 
apa-apa. Bila syarat itu (wudu) dan rukun ada, maka perbuatan salat 
ada termasuk juga implikasi- implikasi hukum atasnya. 
3. Mani ' (the hindrance) dan Pembagiannya 
Secara bahasa, mani' adalah "al-kaffn 'an as-syaT [berhenti dari 
sesuatu]. D a l a m Bahasa Indonesia, /AW//'dikenal dengan penghalang. 
Secara istilahi, mani' adalah, "wasfun d^akirun mundabitun yasta/rjmn 
wujuduhu 'adorn al-hukm aw 'adorn as-sababftm [sifat zahir yang dapat 
diukur vang keberadaannya menyebabkan ddak adanya h u k u m atau 
kedadaan scbab|. K a m a l i memberikan definisi m a n i ' sebagai "defined 
as an act or an attribute whose presence either nullifies the hukm or the cause of 
the hukm. In either case, the result is the same, namely that the presence of the 
mani'means the absence of the hukm.'"' 
D a r i kedua definisi ini dapat ldta pahami bahwa jika ada mani', maka 
tidak ada h u k u m , tetapi tidak mesti keberadaan dan ketiadaannya 
menyebabkan adanya h u k u m . Misalnya, perbedaan agama dan status 
sebagai pembunuh, maka hak kewarisannva menjadi rcrhalang. 
Karena , kedua perbuatan tersebut menjadi penghalang (manf) untuk 
mendapatkan kewarisan. L a l u , dari pembahasan tentang sabab dan 
syarat, apakah hubungannya dengan pembahasan kita yang baru ini , 
mani'?. 
Jawabanva adalah bahwa antara sabab, syarat dan halangan, 
Muhammad bin 'Ali bin Muhammad asy-Syaukaniy, Iriyad (tl Puhul IU\ 
Tahqiq ul //</</</ min 'Ibn <il I hul (Beirut: I >ai .il I iki, t.t ). k 6 
"I lashim K.un.ili..»/>,//.. Ii V/ 
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I t i d a p a i h u b u n g a n v a n g saling terkait. Mani' a d a , bersamaan 
d i n ) * . n i a d a n v a s e b a b d a n syarat. Adanya mani' menjadi penyebab 
m l i l a d a n v a h u k u m . Misalnya, matabari telah tergelincir sebagai 
fcfflycbab diwajibkannya salat zuhur dan seorang wanita mukallaj 
i j i h b e r w u d u ' sebagai syarat sahnya salat. Tetapi, jika wanita yang 
ii M I .1 hii m i kedatangan haid, maka hukumnya menjadi tidak ada, 
l M I M i bagi wanita yang kedatangan haid tidak boleh melakukan 
Mint. 
Pembagian mani' secara sederhana dapat dilihat dari paparan 
l M M , b e r i k u t ini: 
"/ 'rom the viewpoint of its effect on the cause (sabab) or on the in/km 
itself, the mani' is divided into two types. First, the mani' which affects 
the cause in the sense that its presence nullifies the cause. An example 
•I this is the indebtedeness of a person who liable to the payment oj 
tal ah. The fact of bis being in debt hinders of cause of ~akab, which 
11 ownwership of property. A person whois in debt to the extent oj 
in solvency is no longer considered, for purposes of %akah, to be owning 
. myproperty at all. I bus when the cause is nulljied. Secondly, there is the 
hindrance with affects the hukm. The presence of this type oj hindrance' 
nullifies the hukm directly, even if the cause and the condition arc both 
present. In example of this is paternity, which hinders retaliation: if 
Q a/,//her I ills his son, he is not liable to retaliation although he may 
be punished otherwise. Paternity thus hinders retaliation according to 
the majority of ulema (exept Imam Malik) despite the presence oj the 
(ause "I rataliation, which is killing, and its condition, which is hostility 
and the intention lo kill. Imam Malik has held, on the other baud, 
that the father may be ra/a/iated against for the deliberate killing of his 
offspring".^ 
I cdua pembagian mani' dalam versi K a m a l i , secara sederhana 
I i n r n 1 1 1 a 1 1 d a p a l kita lihat pembagiannya berikut ini . Bahwa 
'v,//// d a i i segi pengaruhnya kepada h u k u m dan sebab, dibagi kepada 
dua 111.i< a m , \ a i m 
I Maud b a g i b u k u m , disebabkan suatu h ikmah vang menghenda-"Hail i ill "/•''' i Ii. 57 
K l 
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kinya berbeda dengan bukum. Misalnya, hubungan ayah dengan 
anak (paternity/ubuwivah) menjadi mani' (penghalang) pelaksanaan 
qisas. Keberadaan hubungan ubuwwab menyebabkan "la ianfi^a 
lata/". Hikmahnya adalah, bahwa keberadaan anak disebabkan 
oleh keberadaan ayah. Karenanya, dalam kasus anak vang dibunuh 
ayah tidak dikenakan hukuman qisas. Mani')ems in i masih terbagi 
lagi ke dalam tiga bentuk, yaitu: 
a. .\/<7/// 'vang tidak menvatu dengan hukum taklifi, vaitu sesuatu 
yang menyebabkan hilangnya akal, seperd dalam keadaan 
ddur dan gila. K e d u a contoh in i menjadi terhalangnya taklif. 
b. M a n i ' yang berada bersamaan dengan ahliyyah al-laklif te-
tapi mani' itu mcnghilangkan taklif, seperti haid dan nifas 
yang menjadi mani 'untuk melaksanakan salat dan memasuki 
masjid. 
c. Mani' yang menggugurkan kemesdan taklif, dan membawa 
seseorang kepada elternatif alternatif. Misalnya, keadaan 
sakit mengbalangi seseorang untuk melaksanakan salat 
(um'at, sekalipun apabila dilaksanakan, maka salatnya sah. 
2. Mani' bagi sebab, karena keberadaan mani' merusak hikmah 
vang ada pada sebab. Misalnya, hutang menyebabkan batalnya 
kewajiban zakat, karena harta tersebut tidak meneapai satu nisab 
lagi (sabab). 
4. Sah (the valid) dan Fasid (the irregular) 
Usuliyyun mendefinisikan sab sebagai berikut, "taralliibn tsamratibi 
ahma/h/ba/i min hit syar'au 'a/aihi. I v/ id^a basal a as-sabab<u ma tawaffara as-
syartu wa antafa al-mani'u tarattabati al-atsaru as-syra'iyyatu 'a/a ahfi'/i'*2 
[tercapainya sesuatu yang diharapkan secara syar'i; apabila sebabnva 
ada, lalu syarat terpenuhi dan halangan tidak ada, serta berhasil 
memenuhi kebendak syara' pada perbuatan tersebut). 
D a r i defenisi in i dapat dipahami bahwa suatu perbuatan itu sab, 
manakala terpenuhinva sebab dan syarat, tidak ada penghalang dan 
tercapainya apa yang dinginkan oleh syara'. Misalnya, icorang me 
12Abdul Wahab Khallaf, op i it,, h I 
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laksanakan salat dengan memenuhi rukun, svarat dan sebabnya, 
Berta orang vang alat i tu terhindar dari mani'. D u s , apabila perl iuatan 
tersebut tidak sebagaimana berlaku di atas, maka disebut dengan 
yluiirn sahib atau balil. 
A d a p u n batal, secara bahasa diartikan dengan rusak dan gugur 
hukumnya. Mustafa A h m a d az-Zarqa mendefinisikan batal sebagai 
"ta/arrudu at-tasarrufi as-syra'iyyi 'an i'tibarihi wa atsarihi f uadrfori as-
\yar'fm [tindakan hukum yang bersifat syar'iterlepas dan sasarannya, 
menurut pandangan syard\. D a r i definisi in i , maka dengan aman dapat 
kita katakan bahwa baik dalam bidang ibadah maupun muama/ah. 
keabsahan suatu perbuatan ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknva 
rukun, svarat, penyebab perbuatan dan tidak terdapat mani' untuk 
melaksanakan perbuatan i tu . Sebaliknya, apabila perbuatan itu tidak 
memenuhi syarat, r u k u n , sebab dan ada mani' dalam melaksanakan 
perbuatan tersebut, maka perbuatan itu dinamakan dengan batal." 1 
Fasid secara bahasa adalah perubahan sesuatu dari keadaan 
yang semestinva (das so/Zen), yaitu sah. Secara terminologi, terjadi 
perbedaan d i kalangan usuliyyun tentang terma fasad. Jumhur ulama 
misalnya, mereka berpendirian bahwa antara batal dengan fasad 
mengandung esensi yang sama, vang berimplikasi kepada tidak 
sahnya suatu perbuatan. Jadi, apabila suatu perbuatan tidak meme-
nuhi syarat, rukun, tidak ada sebabnya, atau ada mani' terhadap 
perbuatan tersebut, maka perbuatan itu menjadi fasad atau batal. 
Sedangkan I lanafivvah berpandangan bahwa batal dan fasad 
berbeda. Suatu perbuatan vang bersifat syar'i. hukumnya sahib atau 
ddak sahib. Yang tidak sahib i tu , ada dua bentuknva, yakni batal 
dan fasad. Maka, fasad sederajat dengan batal, karena keduanya 
lama sama termasuk sesuatu vang tidak sahib. Bagi mereka, suatu 
perbuatan dikatakan batal, apabila kerusakan itu terdapat pada 
l i e n s i perbuatan. Misalnya, tidak terpenuhinva salah satu rukun 
dalam salal \kan tetapi, apabila kerusakannva itu tertuju kepada 
salah satu silat, sedangkan bukum asal perbuatan itu disyari'atkan, 
'Abl l 'Amain I'.adian, I'•./// «// ii,jh ill Idtimiy, (Aleksaiulria: Mu'assasah 
\\..l.al. al laim'ali, 1984), Ii 45 
' 'W.i l iki l i /nhaili, «•/- < il . lib 104 S 
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maka perbuatan itu dinamakan fasad. 
Menyikapi perbedaan di antara keduanya, maka perlu ditegaskan 
di smi babwa pada dasarnva kedua ahran itu sepakat apabila suatu 
perbuatan tidak memenuhi r u k u n , maka perbuatan itu menjadi 
batal atau ddak sab. A k a n tetapi, apabila perbuatan tersebut ddak 
memenuhi syarat, di sinilah terjadi perbedaan pendapat itu. Menurut 
Jumhur, apabila suatu perbuatan tidak memenuhi svarat sama 
hukumnya dengan perbuatan yang ddak memenuhi rukun, maka 
statusnya tidak sah (batal). Sementara dalam perspekdf Hanafiyyah, 
apabila suatu perbuatan tidak memenuhi syarat, maka perbuatan 
itu hukumnya fasad, karena syarat tersebut berada di luar esensi 
perbuatan. 
5. Azimah (the strict law), rukhsah (the conces 
sionary law) dan Pembagiannya 
'Azimah dan rukhsah dipcrdebatkan oleh usuliyyun dalam sta 
tusnya sebagai bagian dari h u k u m wad'i. Ibn Haj ib dan Fakhruddin 
ar-Razi berpendapat bahwa afimab dan rukhsah termasuk ke dalam 
objek h u k u m , bukan kepada hukum. Menurut mereka, suatu per 
buatan yang boleh dilaksanakan oleh mukallaf, adakalanva berben 
tuk 'Animal) dan rukhsah. 5 5 
Sementara bagi al -Gazal i , a l - A m i d i dan as-Svadbi, 'Azimah dan 
rukhsah termasuk h u k u m wad'i, karena pada dasarnya seluruh hu 
k u m itu bersifat Animal) dan selanjutnya beralih kepada rukhsah 
dengan ketentuan syara'. Menurut mereka, di antara sebab beralih 
anya 'Azimah kepada rukhsah karena keadaan darurat, atau terda 
pat u/Air yang menyebabkan keringanan dalam meninggalkan yang 
wajib. Atau juga untuk menghilangkan kesulitan bagi mukallaf (naf 
al-haraj li al-muka/lafA' 
A^imah secara bahasa adalah tekad yang kuat, sebagaimana 
F a k h r u d d i n M u h a m m a d b i n ' U m a r b i n al-Husain a r - R a z i , al-Mahsul fi 
'Ilm Usui al-Fiqh, Juz I ( B e i r u t : D a r a l - K u t u b a l - ' l l m i y a h , 1988), 11, 17 
"Abu l l a m i c l a l - G a z a l i , al-Mustasfa /  'Ilm ul Usui, Juz I (Bslrul D a i al 
K u l i i h al I s l anuya l i , 1993), 11, <l> 
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terdapat dalam F i r m a n allah Swt, yang berbunyi "fa id-r;a 'a-ml a fa 
tawakkal 'a/a/lahi"... [apabila kamu telah bcrtekad (yang kuat), maka 
bcrtakwalah kepada Allah...] (Q.s.3:159). Secara isdlahi, 'Azimah 
adalah "ma syara'ahull aha li-'ammati 'ibadihi nun al-ahkami ibl/da'aan" 
[hukum-hukum yang telah di syari'atkan Al lah kepada seluruh 
hamba-hamba-Ny a]. 
H a s h i m K a m a l i mengatakan, A-imah adalah "a law, or hukm, is 
an 'A*imah when if is in its primary and unabated rigour wit bout reference to 
any attenuating circumstances which may soften its original force or even entirely 
suspend it. It is in other words, a law as the Lawgiver had intended il in the 
first place." 
D a r i kedua definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa sejak 
mula dlnw«V//kannya h u k u m , kctentuannya tidak berubah dan 
berlaku secara universal, tanpa memandang tempat dan waktu. 
Ketetapan dari seluruh ketentuan hukumnya menjadi dasar pertama 
pemberlakuannya bagi mukallaf Menurut Jumhur, kclima hukum 
yang termasuk dalam h u k u m taklifi, adalah 'a-imah. A k a n tetapi, oleh 
kalangan usuliyyun lainnya berpandangan bahwa yang termasuk 
'ay/u/ah itu hanya h u k u m wajib, sunat, makruh dan mubah. Sebagian 
lainnya juga berpendapat dengan membatasi h u k u m 'aiyimah pada 
wajib dan sunat saja. 
Usuliyyun membagi 'azimah kepada empat bentuk, yaitu sebagai 
berikut : 5 8 
1. H u k u m yang disyari'atkan sejak semula untuk kemaslahatan 
seluruh manusia, seperti ibadah, muamalah, jinayah dan 
sebagainya. 
2. H u k u m yang disyari'atkan karena adanya suatu sebab yang 
muncul , seperti h u k u m mencaci-maki berhala dan sesembahan 
agama lain. I lal tersebut di larang A l l a h , karena orang tersebut 
akan berbalik mencela Al lah. (Q.s.6:108) 
V Hukum yang diayari'adtan sebagai pembataJ ( s a b i k b / 
v | [ashlm kamali. 0fl sit,, li 60 
'"Wehbah ZuhallL «•/"" • h i " » 
•fl 
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abrogation) bagi bukum scbelumnya, schingga mansukh 
seakan-akan tidak pcrnah ada. Status nasikh dalam konteks i n i 
adalah'azimah. (Q.s.2:144) 
4. H u k u m pcngecualian dari h u k u m - h u k u m yang berlaku u m u m . 
(Q.s.4:24) 
A d a p u n rukhsah., secara bahasa berarti kemudahan, kelapangan 
dan kemurahan. Secara terminologi , Imam al-Baidawi memberikan 
batasan sebagai berikut, "ahbukmu as-stabitu a/a khilaj ad-da/ii li-
"urcriu" [hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil , karena ada 
uzur]. U n t u l lebih memahami perbedaan antara 'azimah dan tukhsab, 
H a s h i m K a m a l i memberikan uraiannya sebagai berikut: 
"A law, or hukm, is a rukhsah, by contrast, when il is considered 
in conduction with attenuating circumstances. Whereas 'Azimah is the 
law in its normal stale, rukhsah en/bodies the exceptions, if any, that the 
Lawgiver has granted with a view to bringing facility and ease in difficult 
circumstances ... Azimah is a command of the Lawgiver which binds 
the mukallaf while rukhsah embodies a concessian in respect of that 
command. The two are interrelated in that rukhsah can only exist when 
there is 'azimah in the first place "A 
Selanjutnya, rukhsah yang ditetapkan berbeda dengan dalil d i -
sebabkan karena ii^ur (sebagaimana definisi), berlaku dalam empat 
bentuk h u k u m syara', yaitu ijab, nadb, karahah dan ibahah. Misalnya 
sebagai berikut: 
1. Rukhsah terhadap yang wajib, yaitu memakan bangkai bagi 
mukallaf yang berada dalam keadaan darurat. H u k u m ini wajib 
menurut jumhur. 
2. Rukhsah bersifat mandub, seperti meng-qasar salat bagi musafir. 
Menurut [urnhur, hukumnya mandub, sementara Hanafiyyah 
tidak termasuk rukhsah, tetap berada dalam azimah. 
3. Rukhsah bersifat mubah, scperd dokter yang dalam aktilitas 
medisnya mclihat aurat orang lain. 
4. Rukhsah bersifat makruh, seperti seseorang, vang d a l a m k e a d a 
'"I l a d i m i k a m a l i , <i|> u l , Ii i> | 
Hi* 
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an ikrab (terpaksa) mcngucapkan ka l imAt kufur, sedangkan 
hatinva tetap beriman. 
|ika ditanyakan, manakah yang lebih ajdal, mengambil rukhsah 
.it.ui tetap menjalankan 'azimah}. Menurut hemat penulis, panda 
u in M u h a m m a d K h u d h a r i Beik, layak diperhatikan dengan 
leksama, yakni bahwa sedap mukallaf memahami kondisi dirinya 
J . H I menetukan alternatif antara rukhsah dengan 'azimah. Penyebab 
Rdanya rukhsah adalah karena munculnya masyaqqah (kcsulitan) 
n i " dapat berbeda pada setiap pribadi, tempat dan waktu. 
H7 
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H U K U M SYARA' 
A. Alqur'an dan Kehujjahannya 
1. A l q u r a n Sumber Hukum Utama 
Secara ctimologi, kata quran berasal dari akar kata qara'a-yaqtto'u-
QUranan, yang artinya bacaan.' Secara tcrminologi , Alqur 'an adalah 
"I <ildi//ul Lib ta'a/a al-muiia^alu 'ah muhammadin sal kill aim 'alaihi 
ii'<i sallama bi a/dafd-y al- 'arabi al-manqul ilaina bi at-tawatur al-maktub 
bi a/masabif, al-muliTabbad bi tilawatihi, al-ltiab.dk' bi al-Jatihab wa al-
mal bin/)/ bi sural aii-nas"2 [Kalam Al lah yang mengandung mukjixat; 
d innnnkan kepada Rasulullah, M u h a m m a d Saw; dalam bahasa Arab 
j n i " dinukilkan kepada generasi scsudabnya dengan jalan mulawaln; 
membaeanva adalah ibadah; terdapat dalam m/isbaj; dimulai dari 
iii.it al batihah dan diakhiri dengan surat an-Nas] . 
I )an delinisi ill alas, dapat dipahami bahwa beberapa hal yang 
ITlClljadi kaiaklcristik Alqur 'an adalah sebagai berikut: 
' , \ l I• 11.i• 11 al I lai i n a i i i A b i Ma 'a l i 'A Ini a l - M a l i k b i n ' A b d u l l a h bin Yusuf al-
I U U . I I I I I V . al Burhan h Usulal fiqh (Kairo: Daral-Ansar, 1990), h.42 
' / . i l , iin.i i*-.111IN. Uiul aUFiqh al-Islatniy (Kairo: Mar an-Nahdah a l -
' A u t h l y u h , l « H 2 ) , h . 35 
Q l 
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a. Alquran merupakan Kalam Allah yang diturunkan kepada 
M u h a m m a d Saw. 
Pada pengertian ini terkandung makna bahwa apabila bukan 
K a l a m A l l a h dan tidak diturunkan kepada M u h a m m a d Saw, maka 
tidak dinamakan Alqur 'an , seperti Zabur, Taurat dan Injil. Bukt i 
bahwa Alqur 'an adalah K a l a m Al lah adalah kemukjizatan yang 
dikandung A l q u r ' a n itu sendiri, baik dari struktur bahasa, isyarat-
isyarat i lmiah yang dikandungnya dan prediksi-prediksi mas a depat 
yang diungkap A l q u r ' a n . 
b. Alqur'an diturunkan dalam Bahasa Arab. 
H a l tersebut ditunjukkan dalam beberapa ayat A l q u r a n , se-
perti s.26:192; S.12:2; s.39:28; 8.16:103; dan S.14:4. O l e h karenanya, 
penafsiran dan terjemahan A l q u r a n ddak dinamakan Q u r a n dan 
tidak dinilai sebagai ibadah bagi yang membaeanva. 
c. Alqur'an dinukilkan dengan jalan mutavvatir. 
Mutawatir d i sini maksudnya bahwa A l q u r a n dituturkan oleh 
banyak orang yang tidak terdapat kemungkinan untuk dusta. F i r m a n 
Al lah Swt, yang berbunyi "inna nahnu natgalna a^-^ikra wa inna lahu 
lahafid^nn ..." (Sesungguhnya K a m i l a h yang menurunkan Alquran 
dan K a m i pula yang memeliharanya...] (Q.s. 15:9) menunjukkan 
kepada kita bahwa .Alquran diturunkan dengan didampingi 
oleh kemampuan dan kekuasaan otoritas Tuhan untuk menjaga 
kesuciannva. 
d. Setiap mcmbacanya akan mendapat pahala. 
H a l in i dapat dilihat dari sabda Rasul Saw, yang berbunyi seba 
gai berikut, "iqra'tt Alquran fa innahu ya'tiyattma a/qiyamab syafi'an It 
ashabihi" [Bacalah olehmu Alquran , karena bacaan itu mcmbcr imu 
syafa'at di bari kiamat] (1 l.r. M u s l i m dan Ahmad) 
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e. Alquran dimulai dari surat al-Fatihah dan disudahi dengan 
surat an Nas. 
Beginilah tata urutan surat dalam Alqur 'an yang didasarkan atas 
petunjuk Al lah melalui Jibril. Susunan ini tidak mcngalamiperubahan 
letak sampai kapan pun. Dengan demikian, doa-doa vang biasanya 
ditambahkan d i akhir Alqur 'an , tidak termasuk Alquran . 
2. Dasar Keberlakuannya 
Hashim K a m a l i mengatakan semua ulama sepakat bahwa 
\lquran merupakan sumber utama h u k u m Islam yang diturunkan 
Vllah dan wajib diamalkan, dan seseorang mujtahid ddak dibenarkan 
inenjadikan dali l lain sebagai hujjah sebelum membahas dan meneliti 
\lquran. Selengkapnva, ia mengatakan sebagai berikut: The ulema 
are unanimous on this, and some even say that it is the only source and that 
all others sources are explanatory to the Quran? [Para ulama sepakat 
tcntang hal i n i , dan beberapa kalangan bahkan mengatakan bahwa 
i . i merupakan satu-satunva sumber, sedang semua sumber lainnya 
hanya bersifat menjelaskan| 
Atla beberapa alasan yang dikemukakan usuliyyun tentang ke-
1111 >-.111 berhujjah dengan A l q u r a n , yaitu: 4 
a. Alquran diturunkan kepada Rasul Saw, diketahui dengan jalan 
mutawatir; dan in i memberikan keyakinan bahwa A l q u r a n 
benar benar datang dari Al lah melalui malaikat Jibril kepada 
M u h a m m a d Saw. 
b. Terdapat sekalian ayat yang menyatakan bahwa Alquran itu 
datangnya dari Al lah , sebagaimana F i rman A l l a h SWT. , yang 
berbunyi "wa na-y^alna 'a/aika al-Kitaba hial-haqqimttsaddiqau lima 
bqyna vadaibi wa an-:;ala at-taurata wa al injil... " [Dia menurunkan 
\lquian kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab-
kiiab Vftflg telah di iurunkan sebelumnva dan menurunkan 
I . m i .i i dan Injil | (Q.8. >: 5). 
I [(I l i n n I am. ih , Qp I II . h 69 
' W . i h h a h / i i l u . h . Op • ii ' ' I ' I ' I ' 
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c. Kemukjizatan .Alquran merupakan dalil yang qat'L Mukj izat 
i n i bertujuan untuk menjelaskan kebenaran N a b i Saw, sebagai 
pengemban risalah ilahi. 
3. Karakteristik Alqur'an 
H a s h i m K a m a l i mengatakan sebagai berikut: 
"Since the Quran addressed the conscience of the individual with a 
view lo persuading and convincing him of the truth and divine origin of 
its message, it is often combined with an allusion to the benefit the/ may 
accure by the observance of its commands or the harm that is prevented 
by its prohibition. This is the feature of the Qur'au legislation which is 
closely associated with ratiocination (ta'iil) and provides the mujtahid 
with a basis on which to conduct further enquiry into ta'iil. I lowever, of 
all the characteristic features of the Quranic legislation, its division into 
qat'i and *anni is perhaps the most significant and far reaching, as it 
relates to almost any respect of enquiry into the Quranic legislation".' 
(Karena Alquran mengarahkan kesadaran individual untuk 
meyakini dan mcmpercayai kebenaran dan sumber risalahnya, maka 
ia acapkali dikaitkan dengan gambaran keuntungan yang bisa diraih 
dengan mengikuti perintah-pcrintahnya atau malah kerugian yang 
dapat dihindari dengan mengikuti larangan-larangannya. Inilah ciri 
khas legislasi Alquran yang terkait erat dengan ta'iil dan memberikan 
mujtahid dasar untuk mengkaji lebih jauh tentang ta'iil. N a m u n 
demiikian, dari semua karakteristik pembagiannya ke dalam qat'i dun 
r^/uui, barangkali yang paling signifikan dan luas, karena menyangkut 
hampir semua aspek penclitian tentang legislasi Alquran). 
D a r i ungkapan di atas dapat dipahami bahwa karakteristik 
yang paling menarik dari legislasi A l q u r a n adalah penerapannya 
yang didasarkan oleh pesan-pesan kontekstual di mana dan dalam 
kondis i apa yang menyertai proses bukum yang terjadi. I 'sul/yyun 
menetapkan bahwa Alquran sebagai sumber ulama bukum Islam 
telah menjelaskan bukum bukum yang lerkandung di dalamnya 
I lashim K a m a l i , op cit, \> 68 
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dengan langkah-langkah sebagai berikut: 6 
a. Penjelasn r inci (ju-fi) terhadap sebagian h u k u m - h u k u m yang 
dikandungnya, seperti yang bekaitan dengan masalah ak/dab, 
warisan, pidana, dan kaffarat. H u k u m - h u k u m jenis in i disebut 
sebagai h u k u m ta'abbndi yang tidak dapat dimasuki oleh logika 
akal.' 
b. Penjelasan Alquran terhadap sebagian besar h u k u m - h u k u m 
itu bersifat global (kulli), u m u m , dan mutlak, seperti dalam 
masalah salat yang tidak dir inci berapa kali sehari dikerjakan, 
berapa rakaat untuk satu kali salat, apa syarat dan rukunnya. 
Usuliyyun juga memberikan hikmah terpenting dari terbatasnya 
h u k u m - h u k u m rinci yang diturunkan A l l a h melalui Alquran, yakni 
agar h u k u m - h u k u m global dan u m u m tersebut dapat mengakomodasi 
perkembangan dan kemajuan tuntutan kehidupan manusia pada 
lempar dan zaman yang berbeda, sehingga kemaslahatan umat 
manusia senandasa terayomi oleh Alquran . 
B. Sunnah dan Kehujjahannya 
1. Pengertian Sunnah 
Secara bahasa sunnah berarti jalan yang biasa dilalui. Sedangkan 
lecara terrninologi, menurut usuliyyun, sunnah adalah segala yang 
diriwayatkan dari N a b i Saw; berupa perkataan, perbuatan dan ke-
u i , ipan yang berkaitan dengan h u k u m . 8 Def in i s i ini menunjukkan 
bahwa sunnah berarti segala perkataan, perbuatan dan ketetapan 
j n i " memiliki kaitan langsung atau p u n tidak dengan aspek h u k u m . 
ecara histoids pekcakan terma sunnah mengundang banyak 
apiciasi . Tidak jarang muncul anggapan bahwa sunnah dalam 
m i l II.I 11 .uli-a j a ng berlaku di satu masyarakat pra I slam, menyebabkan 
" W a h h a h Zuhaili, op.cit, h h . 434-5 
W a h l u h / i i h a i l i , ../... it, h . 449 
w.hhi i i BI /nha.li, al Wajii h Usui al Ftqh (Beirut: Dar al-Fikr al-'Asir, 
I990)illh L61 I 
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makna itu masuk dalam memahami sunnah belakangan. Sejauhmana 
kredibilitas sejarah i n i , kita akan melihat tanggapan Fazlur Rahman 
berikut ini : 
"It may be gathered from the foregoing that theory that the concept 
of the Prophetic Sunnah and even the content of the Prophetic Sunnah 
did not exist (outside the Quran pronouncements on legal and moral 
issues) draws it force from two consideration, vi~. (I) that in actual 
fact most of the content of the siinnah during the early generations of 
Islam is either a continuation of the pre-Islamic arab practices of the 
result of assimilative deductive thought-activity of the early muslims 
themselves, and (2) that the Sunnah, in any case, implies a tradition, as 
distinguished from the activity of one person. This latter statement itself 
both enforces and is enforced.by the first... Now, we shall show (1) the 
while the above story about the development of the Sunnah is essentially 
correct, it is correct about the content of the Sunnah only and not about 
the concept of 'Sunnah of the Prophet", i.e., that the "siinnah of the 
Prophet" was a valid and opera/ire concept from the very beginning of 
Islam and remainded so throughout; (2) that the Sunnah-content left by 
the prophet was not very large in quantity and that is was not something 
meant to be absolutely specific; (3) that the concept Sunnah after the 
time of the Prophet covered validly not only the Sunnah of the Prophet 
himself but also the interpretations of the Prophetic Sunnah; (4) that 
the "Sunnah" in this last sense is co-extensive with the Ijma' of the 
community, which is essentially an ever-expanding process; and finally 
(5) that after the mass-scale li adits movement the organic relationship 
between the Sunnah, Ijtihad and I j ma' was destroyed".''' 
( D i dalam karva-karva kami vang lain, Kami telah mengkritik 
landasan-landasan bagi perkembangan studi-studi Islam d i Barat 
dan menepba menerangkan kekeliruan-kekeliruan konsepsional 
mereka mengenai sunnah. Yang menyebabkan mereka menolak 
konsep sunnah adalah karena mereka menemukan beberapa hal 
berikut, yakni (1) bahwa sebagian dari konsep sunnah merupakan 
kontinuitas langsung dari kebiasaan adal istiadal Arab dan ma.a 
' l l a s h i m K a m a l i . op.cit, h . 72 
Hukum Syara' 8 Sumber-sumbernya 
sebelum Islam; (2) bahwa jelas sekali sebagian besar dan kandungan 
sunnah adalah hasil pemikiran abli-ahli h u k u m Islam yang dengan 
ijtihad pribadi, mereka telah menarik kesimpulan-kesimpulan 
dari sunnah atau praktek yang ada dan yang terpenting d i antara 
semuanva telah memasukkan unsur-unsur luar, terutama sekali 
dari sember-sumber Yahudi dan praktek-praktek pemerintahan 
Bizant ium dan Parsi ; yang terakhir (3) bahwa d i kemudian hari ketika 
hadis berkembang menjadi sebuah gerakan yang besar dan berubah 
memnjadi fenomena massal pada akhir abad ke-dua, dan terutama 
sekali, pada abad kc-tiga Hi j rah, seluruh kandungan sunnah pada 
masa i tu dikatakan bersumber dari N a b i M u h a m m a d Saw, Sendiri 
di bawah perlindungan konsep "Sunnah N a b i " . . . Sekarang kami 
akan menunjukkan beberapa sikap, yakni (1) bahwa sementara 
kisah perkembangan sunnah d i atas pada dasarnva hanya benar 
sehubungan dengan kandungannya tetapi tidak benar sehubungan 
dengan konsepnya yang menyatakan bahwa, "Sunnah N a b i " tetap 
merupakan konsep yang memil ik i validitas dan operatif sejak awal 
sejarah Islam hingga kini ; (2) bahwa kandungan sunnah yang 
besumber dari N a b i ddak hanya jumlahnya dan tidak dimaksudkan 
untuk bersifat spesifik secara mutlak; (3) bahwa konsep sunnah 
setelah N a b i wafat tidak hanya mencakup sunnah dari N a b i , tetapi 
juga penafsiran-penafsiran terhadap sunnah; (4) bahwa sunnah d i 
dalam pengertian yang terakhir ini sama luasnya dengan ijma' yang 
pada dasarnya merupakan sebuah proses yang semakin meluas terus 
mencrus; dan terakhir (5) bahwa setelah gerakan pemurnian hadis 
yang besar-besaran hubungan organis di antara sunnah, ijtihad, dan 
ijma'menjadi rusak). 
I )ai i uraian panjang d i atas dapat dipahami bahwa sunnah dalam 
pengertian luas mencakup tradisi-tradisi yang pernah ada, tetapi 
\aim, dimaksud dengan sunnah N a b i dalah penamaan atas segala 
perbuatan, perkataan dan takrir N a b i . M a k a , sehubungan dengan 
itu, agai ddak terjebak kepada kekaburan-kekaburan istilah, K a m a l i 
i ting mengatakan sunnah dengan "as sunnah" (dengan penambaha 
>d undid ah). 
I ) ( ugai i penyebutan icperti itu [as-sunnah), jelaalah bahwa 
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yang dimaksud dcngannya adalah sunnah N a b i M u h a m m a d Saw. 
Selengkaprrj a, Kafnali mengatakan sebagai berikut: 
"Initially the use of the ten// "Sunnah" was not restricted lo the 
Sunnah of the Prophet hut was used to imply the practice of the 
community and precedent of the Companions. This usage of "Sunnah" 
seems to hare continued till the late second century when al-Shafi'i tried 
lo reslric it to the Sunnah of the Prophet alone. Sometimes the Arabic 
definite article "al" was prefixed to Sunnah to denote the Sunnah of the 
Prophet while the general usage of Sunnah as a reference to the practice 
of the community, or its living tradition, continued. " '" 
(Pada awalnya, pemakaian sunnah tidak terbatas pada sunnah N a b i 
M u h a m m a d Saw, saja, tetapi juga dipcrgunakan untuk menyebut 
praktek masyarakat dan prescden para sahabat. H a l ini tampaknya 
berlangsung sampai penghujung abad ke-dua ketika Syafi'i mencoba 
membatasinya hanya kepada sunnah N a b i scmata. Kata sandang 
V d i t a m b a h k a n d i depan kata sunnah (as-sunnah) untuk menyebut 
sunnah N a b i Saw. sementara pemakaian u m u m istilah sunnah yang 
menunjuk kepada praktek masyarakat atau tradisi kehidupan mereka 
terns berlangsung. 
2. Kehujjahan Sunnah 
Para ulama sepakat bahwa Sunnah N a b i Saw, merupakan sumber 
p o k o k hukum syara' dan mencmpati posisi kedua setelah Alquran. 
Beberapa dalil menunjukkan hal tersebut, sebagaimana Firman 
A l l a h Swt, yang berbunyi "in kuntum tuhubbunallaha fa altabi'uni 
yuhbibkiimullahu..." |Apabila kamu mencintai A l l a h , maka ikutilah 
aku (Muhammad) , niscaya A l l a h akan mencintaimu ...| (Q.s.3:3 I ) , 
"laqad kana lakum fi Kasulillahi uswatun hasaua/uu li man kana yarp/l/aha 
wa ahyaum al-akhira wa d^akara/laba ka/sira" [Scsungguhnya pada din 
Rasulullah itu bagi kamu teladan yang baik, (yaitu) bagi orang-orang 
yang mengbarap (rahmat) Al lah dan (kedatangan) hari kiamai dan 
dia banvak menyebut Al lah] (Q.s.33:21). 
l0Wd 
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Sementara i tu hadis N a b i juga mengungkapkan hal yang sama, 
di antaranya berbunyi, "a/a inui iititu Alquran wa mi/siuhu ma'ahu" 
[sesungguhnya kepadaku telah diturunkan Alquran dan yang 
semisalnyaj (H.r. Bukhar i dan Musl im) . Yang dimaksud dengan "wa 
mits/ahu"(dnn semisalnya) dalam hadis d i atas adalah Sunnah Rasul. 
3. Fungsi Sunnah Terhadap Alquran 
Tentang penjelasan Sunnah Rasulullah Saw, terhadap A l q u r a n 
ada beberapa bentuk, yaitu sebagai ber ikut : " 
a. M e r i n c i h u k u m global, seperti kewajiban salat. A l q u r a n hanya 
menyatakannya secara global, tanpa menyertakan penjelasan 
tentang jumlah rakaatnya dan bagaimana kaifiyatnyn. M a k a , 
Rasulullah Saw, menjelaskan hal tersebut dengan sabdanya 
yang terkenal "salIn kama ra'aytumuni usalli" [salatlah kamu 
sebagaimana kamu melihaktu salat] (H.r. Bukhar i dan M u s l i m ) . 
b. Menjelaskan maksud h u k u m mutlak, seperti perintah h u k u m 
potong tangan bagi pencuri. Al lah dalam Alquran ddak 
menguraikan secara r inci tcntang batas ukuran yang d ipotong 
dan nisab harta yang dicuri yang dikenakan hukuman potong. 
Maka , Rasulullah Saw, menjelaskan hal tersebut dengan 
sabdanya "bahwa tangan yang dipotong itu sampai pergclangan 
tangan dan nisabnya sepcrcmpat dinar" . (H.r . Bukhar i dan 
Musl im) . 
c. Mcngkhususkan h u k u m - h u k u m u m u m , seperti pembagian 
harta warisan. Al lah berf irman yang berbunyi, "ynsiknmullahu 
fi aiv/atbh/m..." |Allah mensyari'atkan bagi kamu tentang 
(pembagian harta warisan) bagi anak-anakmu...] (Q.s .4 : l l ) . K a t a 
"aw/aduhum" [anak-anakmu] dalam ayat d i atas masih dalam 
pengertian u m u m , yakni seluruh anak. A k a n tetapi, apabila 
anak i iu , misalnva, dengan sengaja m c m b u n u h ayahnya, maka 
mum ul pi a lanvaan, apakah si anak masih berbak mendapatkan 
w a i t a n I ».il.un Lallan 1111 Kasiilullah Saw, n i u i jelaskan dengan 
'Wthbah Zuhilli, I Fihul . op.di. hh 161 
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sabdanya, "la waritsa li qatilin" [pembunuh ddak mendapatkan 
warisan] (H.r. Musl im) . 
D a r i uraian d i atas terlihat bahwa sunnah mempunyai fungsi 
yang sangat signifikan dalam memberikan penjelasan terhadap ayat-
ayat A l q u r a n sehingga pesan-pesan alquran dapat dimengerd dan 
amalkan, khususnya dalam menetapkan suatu keputusan hukum. 
Justru itu sunah dalam konstelasi metodologi pengistinthan hukum 
menempati posisi kedua setelah Alquran . 
C. Ijma' dan Kehujjahannya 
1. Pengertian Ijma' 
Secara bahasa, ijma berarti: pertama, kesepakatan atau konsensus. 
Pengertian i n i dapat dijumpai dalam Firman Allah Swt, yang 
berbunyi "falamma d-^ahabu bihiajma'u anyaj'cduhit fighaibattaljubbi... " 
[maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya 
ke dasar sumur...] (Q.s. 12:15). K e d u a , ijma juga berarti "ah'a^mu 
'ala as-sya'i" [ketetapan had untuk melakukan sesuatu]. Pengertian 
i n i terdapat dalam F i r m a n A l l a h Swt, yang berbunyi "... (a ajmi'u 
amrakum wa syuraka'akum ... " [... maka bulatkanlah keputusanmu dan 
(kumpulkanlah) sekutu-sekutumu...](Q.s. 10:71). 1 2 
K i t a mclihat bahwa dua definisi di atas memi l ik i perbedaan. 
K a l a u yang pertama, menekankan pada satu jenis tekad saja, 
sedangkan yang kedua memerlukan tekad sekelompok orang. Jadi, 
kedua definisi in i hanya berbeda pada sudut kuantitas orang yang 
berkctctapan had . 
Secara tcrminologi , i jma' adalah "ittijaq al-m-ujtahihin min al-muslimin 
fi 'usrin min al- 'usur ba da wafat ar-rasulillahi sailallahu 'a/aihi wasa llama 
'ala hukmin syar'iyyin fi waqi'atin"'3 [kesepakatan seluruh mujtahid dari 
kaum musl imin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw, 
atas sesuatu h u k u m syara' dalam suatu kasus]. Inilah definisi yang 
diperpegang oleh kebanyakan ulama ushul. 
l 2 W a h h a h /a iha i l i , op.cit, h h . , 489 90 
l3Abiltil W a h a h K h a l l a l , ../».. // , h /'< 
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2. Syarat-Syarat Ijma' 
D a r i definisi tersebut, beberapa hal p o k o k dapat dicatat sebagai 
rukun ijma', yaitu sebagai berikut: 
a. Mujtahid terlibat dalam pembahasan h u k u m syara' 
b. Mujtahid yang terlibat dalam pembahasan suatu kasus h u k u m 
adalah sekalian mujtahid yang ada pada masa tersebut. 
c. Kesepakatan itu terjadi setelah masing-masing mujtahidmengc-
mukakan pandangannya. 
d. F l u k u m yang disepakad adalah h u k u m syara' yang bersifat ak-
tual dan ddak ada hukumnya secara r inci dalam nas A l q u r a n . 
e. Alquran dan hadis Rasul harus menjadi sandaran h u k u m ijma'. 
Selain r u k u n i jma' d i atas, usuliyyun juga menetapkan syarat i jma', 
yaitu: 1 4 
a. Yang melakukan ijma' adalah mereka yang memenuhi kualif i-
kasi sebagai mujtahid. 
b. Kesepakatan i tu lahir dari para mujtahid yang bersifat 'add 
(berpendirian kuat terhadap agamanya). 
c. Para mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindar-
kan dir i dari ucapan atau p u n perbuatan-perbuatan bid'ab. 
3. Dasar Keberlakuan Ijma' 
Sama halnya dengan sumber lain d i awal pembahasan, Alquran 
d m Sunnah, maka i jma' juga memi l ik i dasar yuridis syara' yang 
Biendukung otoritasnya sebagai sumber h u k u m syara'. l i a s h i m 
I a mail menguraikan hal tersebut dengan panjang. Ia mengatakan 
sebagai berikut: 
"// must be noted lit /lie outset that unlike the Onr'au and Sunnah. 
lima' does not directly partake in divine revelation. As a doctrine and 
proof i>l Shari'ah, ijma' is basically a rational proof. The theory of 
iima' is aho , e/ar on the joint that it is a binding proof. But it seems that 
"/ / -„ / 
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the very nature oj this high status that is accorded lo ijma' has demanded 
that only an absolute and universal cousesnsus would qualify although 
absolute consensus on the rational content oj ijma' has often been difficnl 
to obtain. It is only natural and reasonable to accept ijma' as a reality 
and a valid concept in a relative sense, but factual evidence pills short 
oj establishing the universality of ijma'.. The classical definition and 
the essential requirements of ijma'. as laid down by the ulema oj nsnl. 
are categorical on the point that nothing less than a universal cousesusu 
of the scholars oj the muslim community as a whole can be regarded 
as conclusive ijma'. There is thus no room whatsoever for disagreement, 
or ikhtilaf, within the concept of ijma'. The theory of ijma' is equally 
unreceptive to the idea of relativity or a prponderance of agreement within 
its ranks.The notion of a universal ijma' was probably inspired by the 
ideal of the political unity of the ummab. and its unity in faith and 
tawhid, rather than total consensus of juridical matters. J\s evidence 
will show ijma' on particular issues, especially on matters that are open 
to ijtihad, is extremely difficult to prove. I bus the gap between the theory 
and practice of ijma' remains a striking feature oj this doctrine. . I 
universal ijma' can only be said lo exist, as Shafi'i has observed, on 
the obligatory duties, that is, the five pillars of the faith, and other such 
matters on which the On ran and the Sunnah are unambiguous and 
decisive. I lowever, the weakness of such an observation becomes evident 
when one is reminded that ijma' is redundant in the face of a decisive 
rulling of the Quran or the Sunnah".'' 
(Harus dikemukakan sejak awal bahwa berbeda dengan Alquran 
dan sunnah, ijma tidak secara langsung bersumber dari wahyu. 
Sebagai doktrin dan dalil syari'ah, ijma 5 pada dasarnva merupakan 
dalil rasional. Teori ijma'ycssA jelas bahwa ia merupakan dalil vang 
mengikat. l a p i tampaknya status yang sangat tmggi yang diberikan 
kepada ijma' in i menuntut bahwa hanya konsensus mutlak dan 
universal sajalah yang memenuhi svarat, sekalipun konsensus mutlak 
mengenai materi ijma' vang bersifat rasional seringkali sulit terjadi. 
Adalah wajar dan masuk akal untuk hanya mencrima \jma' sebagai 
i (ul it us dan konsep yang valid dalam pengertian relatif, tetapi bukd 
1 I lad I . 11... 11 op • fl li HO 
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laklual tidak cukup untuk ineneniukan universalitas ijma'. De lmis i 
klastk dan svara! esenstal ijma'. sebagaimana ditetapkan oleh 
usuliyyun, adalah sangat jelas bahwa tak kurang dari konsensus 
universal sarjana-sarjana muslim dapat dianggap sebagai i jma' 
yang meyakinkan. O l e h karenanya, ddak ada sedikitpun ruang 
bagi ketidaksepakatan, atau ikhtilaf, mengenai konsep ijma'. Teor i 
ijma' juga tidak mau mencrima gagas an relatifitas atau meluasma 
ketidaksepakatan dalam dirinya. Gagasan tentang ijma' universal 
agaknva lebih di i lhami oleh gagasan tcntang kesatuan politis umat 
serta kesatuan akidah dan ajar an mereka ketimbang konsensus 
menyeluruh tentang masalah-masalah juridis. Sebagaimana akan 
terlibat, ijma' soal-soal khusus, terutama yang terbuka bagi i jtihad, 
sangat sulit terjadi. O l e h karena itu, kesenjangan antara teori dan 
praktek dalam ijma 'tetap menjadi ciri mencolok dari doktrin in i . Ijma' 
universal hanya dapat dikatakan ada, sebagaimana dikemukakan oleh 
Imam Syafi'i, dalam soal kewajiban-kewajiban pokok, yakni rukun 
Islam dan masalah-masalah lain vang discpakati dan didukung oleh 
\lquran dan sunnah. N a m u n demikian, kelemahan dari pengamatan 
itu menjadi menjadi jelas apabila ditetapkan bahwa ijma' adalah 
berlebih-lebihan d i hadapan ketentuan Alquran dan sunnah vang 
tegas). 
I 'su/iyyuu berpendapat bahwa apabila rukun ijma' terpenuhi, 
maka ijma' dapat menjadi hujjah yang qat'i, wajib diamalkan dan tidak 
boleh mengingkarinya; bahkan orang vang mengingkarinya diang-
gap kafir. D i samping itu, permasalahan yang telah ditetapkan h u k u -
mnya melalui ijma', tidak boleh menjadi pembahasan ulama generasi 
belakangan, karena h u k u m vang telah ditetapkan melalui ijma'meru-
pakan bukum syara' yang qat'i dan menempati level ketiga sebagai 
dalil syara' setelah A l q u r a n dan sunnah. 
A d a p u n alasan mereka adalah sebagai berikut : 1 6 
a. F i rman Al lah Swt, yang berbunyi "ya ayyuha al/ad-iua amanu 
ati'ullaha wa ati'u ar-rasula wa nli al-amri miukum ... " [Hai orang 
yang beriman taatilah A l l a h dan taatilah Rasul dan ulil amri d i 
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antara kamu...] (Q.s.4:59). 
b. Sabda Rasulullah Saw, yang berbunyi "ummatila tajtami'u 'ala al-
khata 'i" [umatkku tidak akan melakukan kesepakatan terhadap 
yang salah] (H.r.. Turmuzi ) . 
4. Pembagian Ijma' 
Dilihat dari segi rerjadinya kesepakatan terhadap h u k u m syara', 
usuliyyun membagi ijma'kc dalam dua bentuk, yaitu: 1 ' 
a. Ijma' sarih (the Explicit Ijma), yaitu kesepakatan para mujtahid, 
baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap h u k u m 
masalah tertentu. Kesepakatan itu dikemukakan dalam 
f o r u m ijma' setelah masing-masing mujtahid mengemukakan 
pendapatnya terhadap masalah yang dibahas. Konsekuensi 
h u k u m dari ijma' sarih adalah dapat dijadikan ha/ah syar'iyyah 
yang bersifat qat'i. ijma' jenis in i disebut juga dengan ijma' 
bakiki ; ijma' yang dijadikan sebagai hujjah syar'iyyah bagi 
kalangan Jumhur. 
b. Ijma' sukuti (the Tacit Ijma), vaitu sebagian para mujtahid suatu 
masa menyatakan pendapatnya secara jelas mengenai suatu 
peruiwa dengan sistem fatwa atau qada, sedangkan sebagian 
lainnya tidak memberikan respons terhadap pendapat tersebut 
apakah mengenai kesepakatannya a t a u perbedaannya. Ijma' 
jenis i n i disebut juga dengan ijma' i'tibari (dianggap sebagai 
ijma'). 
Pembahasan tentang kedua ijma'di atas, dapat dilihat dari uraian 
K a m a l i berikut in i : 
".Iccording lo I he jumhur ulema . explicit ijma' is definitive and 
binding. Tacit ijma' is a presumptive ijma' which only creates o/ 
prbabilily f-auu) but dose not preclude the possibility of fresh ijtihad 
on the same issue. Since tacit ijma' does not imply the definite agreement 
of all its participants, the ulema have differed over its authority as a 
proof The majority of ulema, including al Shafi'i, hare held that it JJ 
l7Wahbah ZuhalJl, opxtt., lib. 551 2 
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not a proof and that it does not amount to more than the new oj some 
individual mujtahidun. But the llanajis have considered tacit ijma' to 
be a proof provided it is established that the mujtahid who has remained 
silent had known of the opinion of other mujtahidun but then, baring 
had ample time to investigate and to express an opinion, still chose to 
remain silent"J* 
(Menurut fumhur ulama, ijma 'sarih bersifat definitif dan mengikat, 
sementara ijma' sukuti bersifat dugaan yang hanya menciptakan 
kemungkinan (gannt) tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukannya 
ijtihad baru tentang masalah vang sama. O l e h karena ijma' sukuti 
ddak menunjukkan adanya kesepakatan dari seluruh pendukungnya, 
maka para ulama berbeda pendapat mengenai otoritasnya sebagai 
dalil . Jumhur ulama, termasuk Imam Syafi ' i , berpendapat bahwa, ia 
bukan merupakan dalil dan tidak diperhitungkan lebih dari sekedar 
pendapat dari beberapa mujtahid. Tetapi Hanfiyyah menganggap 
ijma' sukuti sebagai dalil asalkan mujtahid yang tidak memberikan 
komentar divakini telah mengetahui pendapat mujtahid yang lain, 
mempunyai waktu yang cukup untuk mengkajinya dan meng-
ungkapkan suatu pendapat, tetapi tetap memil ih diam). 
Selain pembagian d i atas, pembagian /////<v'juga dapat ditinjau dari 
para mujtahid yang mengadakan ijma'. D a l a m konteks i n i , ijma 'd ibagi 
kepada beberapa bagian, yaitu sebagai berikut : ' 1 
a. Ijma' umat, sebagaimana pengertiannya d i awal pembahasan. 
b. Ijma'as-Sahabat, yaitu persesuaian paham, segala ulama sahabat 
terhadap suatu pcristiwa h u k u m . 
c. Ijma' aid al-Madinah, yaitu persesuaian paham ulama-ulama 
penduduk Madinah terhadap suatu pcristiwa b u k u m . 
(Diperpegangi oleh Imam Malik) 
d . I/ma' abl al K/pah, yaitu persesuaian paham ulama-ulama 
penduduk k u l a b terhadap suatu perisliwa bukum. (Diper-
pegangi I 'leh I m a i n \bu I lanifah). 
'"Iladiini I' amah. Qp,\ a . h 85 
'"i lhal i.hii. i . w ihbah Zuhalll,op,oit„hh. 512*22 
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e. Ijma' Khulaja ar-Kasyidin, yaitu persesuaian paham d i kalangan 
khulafa' Rasyidun, A b u Bakar, U m a r ibn Khattab, ' U s m a n ibn 
A f f a n , dan A l i i b n A b i Talib. 
f. Ijma' as-Syaikhan, yaitu persesuaian paham antara A b u Bakar 
dan L'mar dalam suatu hukum. (sebagian i m a m mujtahid 
memperpeganginya sebagai dalil hukum). 
g. Ijma' al-'itrah, yaitu persesuaian paham di kalangan ulama aid 
ahbait. 
Demikianlah pembahasan dan pembagian ijma' d i atas. Yang 
paling penting dipahami bahwa keberadaannya sebagai dalil 
syara' adalah didasarkan oleh pesan-pesan nas, A lquran dan hadis. 
Otoritasnya sebagai dalil syara' menunjukkan bahwa ijma' berperan 
pendng sebagai dasar dan sumber h u k u m atas berbagai peristiwa-
peristiwa h u k u m yang terjadi. 
D. Qiyas dan Kehujjahannya 
1. Pengertian Qiyas 
Secara etimologis, qiyas berarti taqdir (ukuran), yakni mengetahui 
ukuran sesuatu. 2 0 Untuk menangkap pemahaman yang lebih dalam 
tentang makna etimologis in i , H a s h i m K a m a l i mengatakan sebagai 
berikut: 
'Uteral/y, qiyas means measuring or ascertaining the length, weight, 
or quality of something, which is why scales are called miqyas. Thus, 
the Arabic expression, qasat as-tsaub bi a~-~irha' means "the cloth 
was measured by the yardstick'. Qiyas also means comparison, with a 
mew to suggesting equality or similarity between two things. Thus the 
expression Zaydyuqas ila khalid fi 'aqlihi wa nasabihi means that 
"Zayd compares with Khalid in intelligence and descent". Qiyas thus 
suggests an equality or close similarity between two things, one of which 
is taken as the criterion for evaluating the other".-'1 
2 0 Wahbah Zuhaili , op.cit, h. 601 
11 lashim Kamali, op cit.,h 
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Menurut pengerdan terminologis, qiyas adalah menghubungkan 
suatu kejadian yang tidak ada nas-nya kepada kejadian lain yang 
ada nasnya, dalam h u k u m yang telah ditetapkan oleh nas karena 
terdapatnya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya. D a r i 
pengertian i n i dapat dikatakan bahwa qiyas atau analogi adalah 
menyamakan h u k u m dari sebuah perisdwa h u k u m yang telah 
mendapatkan ketentuan h u k u m yang pasti kepada peristiwa h u k u m 
lain yang be lum memperoleh kepasdan h u k u m yang tegas atas dasar 
terdapatnya kesamaan illat {patio legis). 
2 . Dasar Keberlakuan Qiyas 
Terdapat dua golongan dalam mcnilai keberlakuan qiyas sebagai 
sumber h u k u m syara', y a k n i : 2 2 pertama, menurut jumhur ulama, 
qiyas adalah hujjah syar'iyyah atas h u k u m - h u k u m mengenai perbuatan 
manusia (amaliah), dan ia m c n d u d u k i martabat keempat di antara 
hujjah-hujjah syra'iyyah dengan pengertian, apabila tidak didapad 
dalam suatu kejadian i tu, h u k u m menurut nas atau ijma', akan tetapi 
terdapat kesamaan illat dengan suatu kejadian yang telah terdapat 
hukumnya dalam nas, maka di-^/jWj-kanlah kejadian yang pertama itu 
kepada kejadian yang kedua, jadi diberi h u k u m menurut hukumnya, 
dan h u k u m ini adalah kctctapannya menurut syara'. 
K e d u a golongan Ni^hamiyah Zhahiriyah dan sebagai ke lompok 
Syi'ah. Mereka berpandangan bahwa qiyas bukanlah hujjah syar'iyyah 
atas hukum. K a l a u kelompok pertama disebut sebagai mutsbitulqiyas 
(yang berpegang pada keberlakuan qiyas), maka kelompok terakhir 
ini dikenal sebagai uufatu/qiyas (yang berpegang untuk menolak 
keberlakuan qiyas). 
Adapun yang menjadi dalil h u k u m keberlakuan qiyas adalah 
human Allah Swl , dalam surat au-N/sa' ayat 59. Pada ayat tersebut 
ditegaskan bahwa Allah Swt, memerintahkan orang m u k m i n , jika 
bi 111111.i11 pendapal 'km bertentangan mengenai sesuam yang 
tidal terdapal hukumnya dalam ketentuan Allah Swt, (Alquran), 
"Ah.iui Wahflb i haiiai, opi I il , Ilk. 89 
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dalam ketentuan Rasul (sunah), dan bagi ulil amri d i antara kamu, 
agar mengembalikannya kepada A l l a h dan rasul-Nya. Pengertian in i 
menunjukkan pengertian mengembalikan dengan cara apa saja yang 
bisa dikatakan mengembalikan kepadanya. 
T idak ragu lagi bahwa menghubungkan kejadian yang tidak ada 
nasnya (dalam hukumnya) kepada kejadian yang ada nasnya, karena 
ada kesamaan illathukum nas, adalah juga termasuk mengembalikan 
kejadian yang ddak ada nasnya (dalam hukumnya) kepada A l l a h Swt, 
dan Rasul-Nya, karena mengandung pengertian mengikuti h u k u m 
Al lah Swt dan Rasul -Nya . 
Selain itu, terdapat juga hadis N a b i yang berkisah tcntang 
peristiwa M u ' a z b i n Jabal, bahwa Rasulullah Saw, kedka hendak me-
ngutus Mu'az ke Yaman, beliau bersabda, "bagaimana kamu me-
ngadili perkara apabila dimintakan kepadamu suatu keputusan?". 
M u ' a z menjawab, "saya akan mengadili berdasar Ki tabul lah , dan 
sunnah Rasulullah, dan jika tidak saya dapati pada keduanya , maka 
saya bcrijtihad dengan pendapat saya, dan saya tidak akan lengah". 
M a k a , Rasulullah menepuk dadan M u ' a z scrava bersabda, "Segala 
puji bagi A l l a h , yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah 
terhadap apa yang d i r i d h a i - N v a " . 
D a r i riwayat ini dapat dilihat bahwa Rasulullah telah mengakui dan 
membenarkan langkah yang di tcmpuh oleh M u ' a z agar melakukan 
ijtihad apabila tidak mendapat nas yang akan dijadikan keputusan 
dalam Alquran atau sunnah. Ijtihad & sini maksudnya mencurahkan 
segala kemampuan untuk mengetahui h u k u m , termasuk qiyas. 
Dengan demikian, qiyas dapat dikatakan termasuk dalam kategori 
ijtihad. Pendapat ini juga diperpegangi oleh Imam Syafi'i. Rasionalitas 
manusia juga membenarkan tindakan qiyas. I lal i n i terlihat dari 
paradigma berpikir manusia dalam upayanya menemukan jalan 
kcluar dari pcrisdwa-perisdwa hukum yang terjadi. Ini harus diakui 
bahwa kerap kali peristiwa-penstiwa tersebut tidak berii ingan 
secara cepat dengan ketentuan-ketentuan hukumnya. Akibatnya, 
kebuntuan metode menemukan bukum baru akan beiakib.u kepada 
terciptanya kevakuman h u k u m , d a n tentunya hal m i tidal dill 11 ipl in 
terjadi. Maka, melalui qiyas upaya mc mkan hukum •! i l l ber|nl»n 
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sedemikian rupa. Qiyas adalah sumber pembentukan h u k u m yang 
dapat berjalan bersamaan dengan pcristiwa-peristiwa h u k u m baru. 
J ,ebih dari i tu, qiyas akan menjadi media pembentukan h u k u m yang 
senafas dengan wujud kemaslahatan manusia itu sendiri. 
3. Sendi-Sendi Qiyas 
H a s h i m K a m a l i menyebutkan sendi-sendi qiyas dengan istilab the 
essential requirements of qiyas. Menurutnya, ada empat hal pokok yakni: 
(1) The original case, or as/, on which a ruling is given in the text 
and which analogy seeks lo ex/lend to a new case; (2) the new case 
(far'u) on which aru/ing is wanting; (3) the effective cause (l/lab) which is 
an attribute (was)) of the as/ and is found to be in common between the 
original and the new case; (4) the ride (hukm) go ve rilling the original case 
which to be extend lo new cased' 
D a l a m uraian bentuk lain, Wahhab K h a l l a f menjelaskan sebagai 
berikut: 
Pertama yang dimaksud dengan ai-asbl adalah sesuatu yang ada 
hukumnya dalam nas. Atau disebut juga dengan maqis 'a/aibi (yang 
dijadikan ukuran), atau mahrnul 'alaihi (yang dijadikan pcrtanggungan), 
atau musyabbah bihi (yang dibuat keserupaan). K e d u a yang dikatakan 
a/jar'u adalah sesuatu yang ddak ada hukumnya dalam nas, tetapi 
terdapat maksud menyamakannya kepada al-ashl dalam hukumnya. 
I lal i n i disebut juga dengan al-maqis (yang diukur), atau al-mahmul 
(yang dibawa), atau musyabbah (yang diserupakan). 
Ketiga hukum asal, yakni hukum syara''yang ada nasnya menurut 
asal dan dimaksud dengan ini sebagai pangkal bukum bagi cabang 
(alfarii). Keempat dinamakan dengan Illat, yaitu keadaan yang 
dijadikan dasar oleh bukum asal berdasarkan wujudnya keadaan itu 
pada cabang, maka disamakanlab cabang itu kepada asal, mengenai 
hukunim a 
I nml I I H iuiidabl.au 11lendapadsan gambaran mengenai cara 
M l [oil 1 Rmalli "|" 11 '" ' 
I I M I 
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I < 1 |.i qiyas, berikut ini ilustrasi H a s h i m K a m a l i dapat mengenalinya 
i lengan baik. 
lo illustrate these, we might adduce the example of the Our'an (al-
Maidah, 5:90), which explicityforbids wine drinking. If this prohibition 
is to be extended by analogy lo narcotic drugs, the four pillars of analogy 
in this example would be: 
Asl far'u Utah hukm Wine drinking taking drugsthe intoxicating 
effect prohibition Each of the four essentials (arkan) of analogy must, 
in turn, qualify a number of other conditions which are all designed to 
ensure propriety and accuracy in the application of qiyas.2'1 
4. Macam-Macam Qiyas 
D a l a m hal pembagian jenis qiyas, ada clua hal yang perlu untuk 
diperhatikan, yaitu dari segi kekuatan 'illat yang terdapat pada ////•//' 
dan kekuatan 'illat yang terdapat pada asal. D a r i sisi in i qiyas terbagi 
ke dalam tiga jenis, ya i tu : 2 5 
a- Qfyas awlawi; yaitu yang berlakunya h u k u m pada ////•//' lebih 
kuat dari pemberlakuan h u k u m pada asal. Sebagai contoh: 
mengqiyaskan haramnya m e m u k u l Ibu Bapa di-qiyas-kan 
dengan perkataan " a h " kepada Ibu Bapa dengan Wat menya-
kit i . (Q. 17:23). 
b. Qiyasmusawi;yaitu qiyasyang berlakunya h u k u m pada f///7/'sama 
kcadaanya dengan berlakunya h u k u m asal karena kekuatan 
'illat-nya sama. Misalnya, mengqiyaskan membakar harta anak 
yadm kepada memakannya secara zal im dalam penetapan 
b u k u m haramnya. (Q. 4:2). 
c. Qiyas adwan; yaitu qiyas yang berlakunya h u k u m pada fund lebih 
lemah dibandingkan dengan berlakunya h u k u m pada asal. 
C o n t o h m e n g - ^ w - k a n buah kedelai dengan gandum dalam 
menetapkan berlakunya riba bila ditukarkan dengan barang 
sejenis. 'Illat pada kedelai lebih lemah dari pada 'i/lat \x\d-.\ buab 
Z4Ibid., h. 95 
' V M i b a h Zuhail i , <)/».(/'/,, Iih. 702-3 
l i e 
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gandum. 
Sedangkan pembagian qiyas dari segi kejelasan 'illatnya dapat d i 
bagi ke dalam dua jenis: 2 6 
a. Qiyas fall, yaitu; qiyas yang ditetapkan 'illatnya dalam nas 
bersamaan dengan penetapan h u k u m asal. Misalnya, qiyas 
m e m u k u l Ibu Bapa kepada ucapan " a h " dengan 'illat untuk 
tidak menyakiti mereka, yang dalam A l q u r a n sebenarnya 
adalah disuruh untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka. 
b. Qiyas khaji, yaitu; qiyas yang 'illatnya tidak disebutkan dalam 
nas, hanya saja ditetapkan dari h u k u m asal yang memungkinkan 
kedudukan 'illatnya bersifat vfjanni. Misalnya, mengqiyaskan 
tindak pembunuhan scngaja dengan menggunakan benda 
tumpul kepada pembunuhan dengan menggunakan benda 
tajam dalam b u k u m qishas dengan 'illat adanya unsure ke-' 
sengajaan. 
* 
5. Syarat-Syarat Qiyas 
Para ulama berbeda pendapat tentang persyaratan qiyas. N a m u n 
demikian, secara garis besar persyaratan qiyas meliputi adanya maqis 
'aiaih, maqis, h u k u m asal, dan adanya 'illat. 
A d a p u n yang dimaksud dengan maqis 'alaih adalah tempat 
meng-^)wj-kan sesuatu yang baru kepada sesuatu yang sudah ada 
ketentuannya dalam nas. Sedangkan yang dimaksud dengan maqis 
yaitu adanya sesuatu yang akan disamakan hukumnya dengan h u k u m 
yang asal dari nas. A d a p u n beberapa ketentuan yang harus terdapat 
dalam maqis antara lain bahwa 'illat yang terdapat pada furu ' m e m i l i k i 
kesamaan dengan 'illat yang terdapat pada h u k u m asal. Dasar 
kesamaan ini adalah bahwa qiyas itu pada hakikatnya merentangkan 
bukum yang ada pada asal kepada furu' dengan perantaraan adanya 
'tllat pada bukum asal. [ilea illat dalam b u k u m asal tidak terdapat 
p.id,i furu' maka u alia p.•irniangan bukum tersebut tidak dapat 
dilalman il in I >i imping itu hukum pada fund ddak menyalalii dalil 
'7/m/ . Id. i l ' ) 
I « . 
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yang qath% maksudnya harus ridak terdapat dalil qath'i yang isinva 
berlawanan dengan furu'. 
H u k u m asal terhadap sesuatu yang menjadi rujukan qiyas harus 
ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, dan h u k u m itu pula yang 
akan diberlakukan pada ////•//'. A d a p u n syarat h u k u m asal i tu dapat 
direntangkan kepadai ////'//'dengan melalui qiyas adalah: bahwa h u k u m 
asal tersebut adalah berasal dari h u k u m syara', bukan ketentuan 
b u k u m yang berasal dari pendapat para ulama mujtahid, h u k u m 
yang masih tetap berlaku, bukan h u k u m yang telah di-uasakh-kan. 
D i s a m p i n g i tu bahwa h u k u m asal tersebut secara langsung tidak 
mcnjangkau kepada////-//', sebab jika h u k u m asal tersebut menjangkau 
kepada furu 'maka tidak perlu lagi melakukan qiyas. 
D i samping i tu, unsur lain yang terpenting dalam melakukan qiyas 
adalah 'if/at, sebab dengan adanya 'illat tersebutlah yang menentukan 
adanya qiyas. Para ulama berbeda pendapat kedka merumuskan 
hakikat Wat ketika melihat hubungannya dengan h u k u m , antara lain 
adalah pendapat: 
a. Ulama Mu'tazilah yang mengatakan bahwa 'illat itu adalah 
sesuatu yang dengan sendirinya mempengaruhi terhadap 
h u k u m yang didasarkan kepada pandangan bahwa h u k u m itu 
mengikuti maslahat dan mafsadat. Bi la ada unsur mash/ahaf maka 
ada keharusan untuk berbuat, dan sebaliknya jika asa unsur 
mafsadat maka ada keharusan untuk menghindarinya, walaupun 
nas dalam bentuk wayhu belum diturunkan. 
b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa 'illat itu memang pem-
bcr i tahu akan adanya hukum, namun yang menetapkan hu-
k u m adalah nas itu sendiri, bukan Wat, sebab nas itu lab yang 
menimbulkan h u k u m . 
c. A l A m i d i berpendapat bahwa 'illat itu adalah pendorong 
terhadap h u k u m . Maksudnya 'illat i tu mengandung bikmah 
yang pantas menjadi tujuan bagi pembuat hukum dalam 
menetapkan suatu keputusan hukum. Inilah baiangkah apa 
yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa berlakunya hukum 
asal adalah karena adanya 'illat, artinya Wat lab yang m< n< l« »i i mg 
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atas adanya h u k u m . 2 ' 
6. Pendapat Ulama Terhadap Penggunaan 
Qiyas 
Walaupun sebagian besar ulama ushul telah menetapkan bahwa 
landasan teoritis qiyas sebagai salah satu metode untuk menetapkan 
h u k u m sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nisa ' ayat 59, 
namun dikalangan sebahagian ulama masih terdapat perbedaan 
pandangan tentang kehujjahan qiyas sebagai salah satu sumber 
h u k u m . H a l in i barangkali dikarenakan bahwa surah a n - N i s a ' 
ayat 59 tersebut ddak menyebutkan kata-kata qiyas secara jelas. 
Sebaliknya hanya menggunakan kata "rud* dalam bentuk W r y a n g 
artinya kembalikanlah!, yaitu jika terdapat pertentangan dalam 
suatu persoalan maka kembalikan persoalan tersebut kepada A l l a h 
dan Rasul -Nya. Para ulama yang berpegang kepada qiyas mereka 
memahami bahwa mengembalikan persoalan itu kepada A l l a h 
dan Rasul-Nya dengan makna menganalogikan persoalan yang 
dipertentangkan itu kepada ketentuan h u k u m yang telah ada dalam 
Alqur 'an dan Sunnah. 
Untuk lebih jelas tentang penerimaan ulama terhadap penggu-
naan qiyas sebagai salah satu sumber h u k u m , M u h a m m a d A b u Z a h -
rah telah membaginya ke dalam dga ke lompok, yaitu: 
a. K e l o m p o k jumhur Ulama yang menjadikan qiyas sebagai 
salah satu dalil b u k u m syara'. Mereka menggunakan qiyas 
dalam persoalan-persoalan yang tidak terdapat hukumnya 
dalam Alqur 'an , Sunnah dan ijma' ulama. N a m u n demikian 
dalam penggunaan qiyas mereka tidak melakukannya secara 
berlebihan elan melampaui batas kcwajaran. 
b. Kelompok ulama Zhahiriyah dan Syi'ah Imamiyah menolak 
penggunaan qiyas sebagai salah satu sumber h u k u m syara' 
, , . n . i M it it lu I-. Mereka juga menolak penemuan 'illat atas satu 
-.,11• i. i. 1111 Muhammad al Amldi, al Ihkatn // I '••ul al Ahkam (Beirut: Dar 
al Kill ill > .tl III.mail. 1983), h HI 
113 
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h u k u m dan berpendapat bahwa tidak ada perlunya mengetahui 
tujuan ditetapkannya suatu h u k u m syara' oleh Al lah Swt. 
c. K e l o m p o k ulama yang menggunakan qiyas secara luas dan 
mudah. D i s a m p i n g itu mereka juga menggabungkan dua 
masalah yang tidak terlibat ada kesamaan V//#/-nya, dan terlcbih 
lagi terkadang mereka memberikan kekuatan yang lebih ting-
gi terhadap pelaksanaan qiyas sehingga dapat membatasi ke-
umuman sebagian ayat-ayat Alqur 'an dan keumuman Sunnah. 
D a r i ketiga pendapat ulama terhadap qiyas di atas dapat terlihat 
bahwa ada kelompok yang menggunakan qiyas dan ada ke lompok 
yang menolak qiyas. K e l o m p o k ulama yang menggunakan qiyas 
beralasann dengan ayat-ayat Alqur 'an , Sunnah, ijma' ulama dan 
dalil 'aqli, yang memberikan "per in tah" maupun "arahan" untuk 
menggunakan kemampuan lntelektualitas dalam mcmbanding dan 
mencari ketetapan suatu h u k u m berdasarkan kesamaan alasan dan 
tujuan pbilosopis dari ketetapan hukum yang telah ada. Sedangkan 
ke lompok ulama yang menolak qiyas mengatakan bahwa agama A l l a h 
(ketentuan-ketentuan h u k u m Allah) ddak dapat dicapai melalui 
kemampuan akal dan kapasitas akademik manusia. Sedangkan 
Sunnah itu sendiri jika di-qiyas-kan akan merusak agama. 
Suatu pertanyaan akan muncul terhadap kalangan ulama yang 
menolak ^/)w.tybagaimanakah metode penggalian h u k u m yang mereka 
lakukan kedka menetapkan suatu ketentuan h u k u m dari persoalan 
vang baru dimana Jumhur ulama menggunakan metode qiyas? Sebagai 
penggand qiyas, mereka yang menolak qiyas menggunakan metode 
"kaedah keumuman laja* nas". Misalnya; kedka Jumhur ulama 
menetapkan bahwa m e m u k u l Ibu Bapa termasuk perbuatan yang 
diharamkan. Keharaman i n i diqiyaskan kepada larangan perkataan 
" a h " kepada keduanya. Kesamaan b u k u m terhadap kedua larangan 
tersebut adalah dengan jalan qiyas yang mana kedua larangan itu 
mempunyai illat yang sama yaitu: menyakiti Ibu Bapa, baik physical 
m a u p u n psychological. D a l a m konteks in i , ulama yang menolak qiyas 
tetap juga mengatakan haram, tetapi dalil vang mereka gunakatt 
adalah lafaz umum perintah Vllah untuk berbual bail kepada Ibu 
Bapa pang ada dalam beberapa aval \lqui 'au. dan I ladi'.l N a b i 
m 
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M u h a m m a d Saw. Jadi larangan memukul kedua Ibu Bapa bukanlah 
karena ada larangan mengatakan " a h " , akan tetapi karena adanva 
perintah berbuat baik kepada Ibu Bapa yang merupakan suatu 
kewajiban. Sedangkan berbuat jahat, termasuk m e m u k u l keduanya, 
adalah perbuatan yang diharankam oleh A l l a h Swt. (Wallahu 'a'lamu 
bi al-shawaj). 
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Usui al-fiqh adalah dasar yang dijadikan pijakan oleh ilmu 
fiqh. Adapun orang yang menguasai disiplin ini kerap disebut 
dengan ulama usul (usuliy/usuliyyun). Muhammad| J 
Zahrah sebagaimana mengutip pandangan Ibnu Hum?nam 
dalam kitabnya at-Tahrir memberikan definisi usul al-fiqh 
sebagai pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan 
sarana (alat) untuk menggali hukum-hukum fiqh. Atau 
dengan kata lain, usul al-fiqh adalah kaidah-kaidah yang 
menjelaskan tentang cara (metode) pengambilan 
(penggalian) hukum-hukum yang berkaitan dengan 
Buku karya Drs. Ansari, MA mencoba memfokuskan ma-
terinya tentang permasalahan hukum syara' baik yang 
berkenaan dengan pengertian, pembagiannya, seperti 
hukum taklifi dan hukum wadh'i, maupun tentang otoritas, 
rukun dan legal capacity hukum syara'. Di samping itu, juga 
merupakan materi pokok lainnya adalah penjelasan tentang 
sumber-sumber hukum syara' baik al-Qur'an, Sunnah, Ijma' 
maupun Qiyas, yang masing-masing bahagian 
membericarakan tentang landasan teorits, pembagian'tan 
perbuatan manusia dari dalil-dalil syara'. 
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